
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN 2020-2040 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2020-2040; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 

SALINAN 



 
 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 
 



 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5103); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 

tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5393); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 

tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6133); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 
tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6345); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);  

 



 
 

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1138); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 

2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1854); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI 
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2040. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 



 
 

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah 
rencana yang menentukan arah penggunaan sumber 

daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan 
penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan 

perencanaan  yang memuat kegiatan yang boleh 
dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan 
yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh 

izin. 

6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, 
pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil, antarsektor, antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara 
ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu 

pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

7. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati 
bersama antara berbagai pemangku kepentingan 

dan telah ditetapkan status hukumnya. 

8. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik 
pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas 

fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan 
daya dukung serta proses-proses ekologis yang 

berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem 

pesisir.  

9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara 
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh 

perubahan di darat dan laut. 

10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan 
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil 

laut diukur dari garis pantai, perairan yang 
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, 

teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 

11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil 
atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer 

persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. 

12. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian 

laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang 

tertinggi. 

13. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau 
kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan 

perairan disekitarnya. 

 
 



 
 

14. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 

sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, 
sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, 

sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, 
padang lamun, mangrove dan biota laut lain, 
sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, 

mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi 
infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan 

perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa 
keindahan alam, permukaan dasar laut tempat 

instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan 
dan perikanan serta energi gelombang laut yang 

terdapat di wilayah pesisir.  

15. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-
tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme 

lain serta proses yang menghubungkannya dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas.  

16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 
ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di 

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk lain hidup melakukan 

kegiatan dan memelihara kelangsungan 

kehidupannya. 

17. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang 

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

18. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang 
ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, 

biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan 

keberadaannya. 

19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari 
Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya 
bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan 

kawasan budi daya.  

20. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara 

lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, 

dan migrasi biota laut. 

21. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi 
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap 

aman dan selamat untuk pelayaran. 

22. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat 
satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling 

berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama 

lainnya. 

23. Perikanan Budi daya adalah kegiatan untuk 
membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau 
membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam 

lingkungan yang terkontrol. 

 



 
 

24. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk 

memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 
keadaan dibudi daya kan dengan alat atau cara 

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkannya. 

25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat 
kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau 
bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 
perpindahan intra dan antar moda intra dan antar 

moda transportasi.  

26. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri 
atas daratan dan perairan disekitarnya dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan 

yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan 
bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 

27. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat 

DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada 
pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan 

secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. 

28. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya 

disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah 
Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang 
dipergunakan untuk menjamin keselamatan 

pelayaran. 

29. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian 

Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKO 
adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan 

perairan yang berpengaruh langsung terhadap 

operasional kepelabuhanan perikanan. 

30. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses 
pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau 

populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat 

berbeda dari kondisi semula. 

31. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 
yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan 
yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 

 



 
 

32. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang 

berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang 
meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, wisata 

bawah laut.  

33. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 
batubara yang meliputi penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca 

tambang. 

34. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan baku dan/atau 
memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah 

atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.  

35. Migrasi Biota adalah sebuah gerakan periodik hewan 
dari tempat di mana ia telah tinggal ke daerah yang 
baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali 

ke habitat asli.  

36. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang 
dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. 

37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai 
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi 

dasar hukumnya masing-masing. 

38. Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian 

dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya 
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan 

kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 

keberagamannya. 

39. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya 
disingkat KKP adalah perairan yang dilindungi, 

dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan 
pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya 

secara berkelanjutan. 

40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 



 
 

41. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi 

risiko bencana, baik secara struktur atau fisik 
melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan 

maupun nonstruktur atau nonfisik melalui 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

42. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas 
masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan 

masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

43. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 

44. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi 

Perairan adalah izin yang diberikan untuk 
memanfaatkan ruang secara menetap disebagian 

perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang 
mencakup permukaan laut dan kolom air sampai 
dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan 

tertentu.  

45. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin 
Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan 

untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber 
daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau 

kecil. 

46. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang 
selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang 

dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 

ruang di daerah provinsi dan di daerah 
kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu 
pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota 

dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di 

daerah. 

47. Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang 
selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang 

terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan 
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang 
merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani 

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di 

luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah 
Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang 

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk 
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha 

pokoknya. 

 
 

 



 
 

49. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa 

hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak 
mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam 

upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan 
permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti 

kerugian. 

 

Pasal 2 

RZWP-3-K disusun berlandaskan atas asas:  

a. keberlanjutan;  

b. konsistensi;  

c. keterpaduan;  

d. kepastian hukum;  

e. kemitraan;  

f. pemerataan;  

g. peran serta masyarakat;  

h. keterbukaan;  

i. desentralisasi;  

j. akuntabilitas; dan  

k. keadilan. 

 

Pasal 3 

Tujuan RZWP-3-K terdiri atas: 

a. perlindungan ekologi, yakni rehabilitasi, revitalisasi, 

dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk 
menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi 
sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut secara 

berkelanjutan; 

b. pembangunan ekonomi, yakni mendorong 

pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut 
secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

kawasan; 

c. pembangunan sosial budaya, yakni membuat suatu 

panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk 
ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya 

Wilayah Pesisir dan laut untuk meningkatkan 

kesejahteraan; dan 

d. penataan kelembagaan, yakni tersusunnya rencana 
pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya 
Wilayah Pesisir dan laut secara terpadu dan 

berkelanjutan. 

 

 



 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup RZWP-3-K meliputi: 

a. wilayah perencanaan, jangka waktu, dan fungsi; 

b. kebijakan dan strategi; 

c. rencana alokasi ruang; 

d. indikasi program; 

e. arahan peraturan pemanfaatan ruang; 

f. kelembagaan; 

g. mitigasi bencana; 

h. gugatan perwakilan; 

i. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;  

j. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; 

k. ketentuan penyidikan; 

l. ketentuan pidana; 

m. ketentuan peralihan;  

n. ketentuan lain-lain; dan 

o. ketentuan pentup. 

 

BAB III 

WILAYAH PERENCANAAN, JANGKA WAKTU, 

DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Wilayah Perencanaan 

 

Pasal 5 

(1) Wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi:  

a. ke arah darat mencakup batas wilayah 

administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan 

b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut 

diukur dari Garis Pantai. 

(2) Pengaturan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/ 

atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku. 

 
 



 
 

(3) Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi 

kurang dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari 
Garis Pantai, maka wilayah perencanaan RZWP-3-K 

dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip 
garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi 

tersebut. 

 

Bagian Kedua 

Jangka Waktu 

 

Pasal 6 

(1) Jangka Waktu RZWP-3-K ditetapkan selama 20 (dua 

puluh) tahun. 

(2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 

(3) Peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi 

perubahan lingkungan strategis berupa: 

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan; 

b. perubahan batas teritorial negara yang 

ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau 

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan 

dengan undang-undang. 

(4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 
(lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan 

kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi 

pemanfaatan ruang Provinsi. 

 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

 

Pasal 7 

RZWP-3-K berfungsi sebagai: 

a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

b. pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana 
Aksi Pengelolaan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil; 

c. instrumen penataan ruang di perairan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

d. landasan hukum dalam penentuan alokasi ruang di 

perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 



 
 

e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan dalam 

melakukan pemanfaatan ruang dari perairan laut 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

f. pedoman dalam rujukan konflik di perairan laut 

wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

g. pedoman dalam pemanfaatan ruang di perairan laut 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

h. pedoman untuk mewujudkan keseimbangan 

pembangunan di perairan laut Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil; dan/atau 

i. dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 
ruang dalam penataan perairan laut Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

BAB IV 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

Pasal 8 

Kebijakan RZWP-3-K meliputi: 

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan 

laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan 

sumber daya di perairan laut Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil; dan 

c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan 
laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara 

efektif, tertib dan berkelanjutan. 

 

Pasal 9 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 
perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

dilakukan dengan strategi: 

a. mendorong pengembangan usaha di perairan laut 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 

b. memberikan kemudahan dalam berusaha di 

perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

Pasal 10 

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam 
pemanfaatan sumber daya di perairan laut Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan 

strategi: 

a. mempercepat proses perizinan berusaha di perairan 

laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 

 



 
 

b. konsistensi pemberian izin dengan RZWP-3-K yang 

telah ditetapkan. 

 

Pasal 11 

Untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya 
perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

secara efektif, tertib dan berkelanjutan dilakukan 

dengan strategi: 

a. melakukan pembinaan dan pengawasan 
pemanfaatan ruang di perairan laut Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil; dan 

b. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil. 

 

BAB V 

RENCANA ALOKASI RUANG  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 12 

(1) Rencana alokasi ruang, meliputi: 

a. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang selanjutnya 

disebut KPU;  

b. Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut 

KK; dan 

c. Alur Laut, yang selanjutnya disebut AL. 

(2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Provinsi dapat dialokasikan untuk Kawasan 

Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 13 

(1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat 

ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus 

lima puluh ribu). 

(2) Rencana alokasi Ruang RZWP-3-K pada Kawasan 

Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf a dan huruf b dijabarkan lebih lanjut dalam 
zona dan sub zona yang digambarkan pada peta 



 
 

dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu 

banding lima puluh ribu). 

(3) Rencana alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(4) Titik koordinat dan luasan rencana alokasi ruang 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

 

Bagian Kedua 

Kawasan Pemanfaatan Umum 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 14 

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan 

tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang 
dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan 

budaya. 

 

Pasal 15 

Alokasi Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum 

terdiri atas: 

a. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W; 

b. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL; 

c. Zona Pertambangan, yang selanjutnya disebut KPU-

TB; 

d. Zona Perikanan Budi daya, yang selanjutnya disebut 

KPU-BD; 

e. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut 

KPU-PT; dan 

f. Zona Industri, yang selanjutnya disebut KPU-ID. 

 

Paragraf 2 

Zona Pariwisata 

 

Pasal 16 

KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a 

memiliki sub zona yang terdiri atas: 



 
 

a. sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-

pulau kecil, yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K; 

b. sub zona wisata alam bawah laut, yang selanjutnya 

disebut KPU-W-ABL; dan 

c. sub zona wisata olahraga air, yang selanjutnya 

disebut KPU-W-OR. 

 

Pasal 17 

KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Pulau Cebia (001), 
Perairan Pantai Pesaren (002), Perairan Pulau 
Mengkudu (003), Perairan Pulau Dua Timur (Toti) 

(004), Perairan Pulau Pebirik (005), Perairan Pulau 
Putri dan Pulau Nanas (006), Perairan Pantai Leper, 

Tanjung Putat, Pulau Mengkubung dan Hatchery 
(007), Perairan Pulau Mentigi, Pantai Penyusuk, 

Pulau Bakung, Pulau Putri, Pulau Batu Tangka, 
Pantai Romodong dan Sekitarnya (008), Perairan 
Pulau Meranti (009), Perairan Pulau Dua Barat 

(Pulau Dokan) (010), Perairan Pulau Danto dan Padi 
(011), Perairan Pulau Medang, Hantu, Batutrumbu, 

Kecil, Mundo, Batukopiah, dan Mondong (012), 
Perairan Pulau Kayuanak, Pulau Keleang, Pulau 

Keleang Timur (013), Perairan Pulau Unut (014), 
Perairan Sungailiat dan Sekitarnya (015), Perairan 
Pantai, Matras, Rambak, Teluk Uber, Tanjung 

Pesona, Jati Pesona, Tikus, Tikus Mas, Matras, 
Rebo, Tanjung Ratu, Pulau Batu Bedaun, dan 

Sekitarnya (016), Perairan Pantai Tongachi dan 
Sekitarnya (017) dan Perairan Pantai Parai, Turun 

Aban, Batu Bedaun, Batavia, Parai Tenggiri, dan 

Sekitarnya (018); 

b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Pantai Bembang 

(019), Perairan Pulau Batu Nunggal, Jebus, Pulau 
Tenung, Pulau Penaga, dan Sekitarnya (020), 

Perairan Pantai Batu Rakit (021), Perairan Batu 
Ampar (022), Perairan Pulau Batubangali, Bangau, 

Batupayung, Batukeruntong, Batukerak, Mentigi, 
Timah, Batualoy, Batutenam, Melala, Pantai Teluk 
Limau, Pala, Siangau dan Sekitarnya (023), Perairan 

Pulau Kelapa (024), Perairan Pantai Air Mas dan 
Perairan Pantai  Rambat (025), Perairan Teluk 

Kampa dan Perairan Pantai Tungau (026), Perairan 
Teluk Kampa (027) dan Perairan Tanjung Resang, 

Tanjung Nyiur dan Sekitarnya (028); 

c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pantai Tanjung 
Labun (029), Perairan Selatan Pulau Lepar (030), 

Perairan Pulau Muarabayan (031), Perairan Pulau 
Besar, Pantai Pulau Besar, Pantai Batu Betumpang 

dan Sekitarnya (032), Perairan Desa Gudang (033), 



 
 

Perairan Pantai Batu Bedaun, Pulau Serapung, 

Pulau Batubedaun, dan Pantai Taman Sebagin (034), 
Perairan Pulau Karangtembaga (035), Perairan 

Wisata Mangrove Sungai Kepoh (036), Perairan 
Pantai Tanjung Kelayang, Payak Ubi dan Sekitarnya 
(037), Perairan Pulau Karang Namak Jaoh, Pinggir, 

Toboali, Pantai Gunung Namak dan Sekitarnya 
(038), Perairan Pantai Batu Belimbing, Batu Kapur, 

Batu Perahu, Batu Kodok, Batu Ampar, Tanjung 
Labun, dan Pulau Mempunai (039), Perairan 

Tanjung Timur, Tukak Sadai dan Sekitarnya (040), 
Perairan Tanjung Kerasak (041), Laut Tanjung 

Krasak (042), Perairan Pantai Pasir Putih (043); 

d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Bebuar 
(044), Perairan Pulau Gusung Asam (045), Perairan 

Pulau Ketugar (046), Perairan Pantai Penyak, Kebang 
Kemilau dan Sekitarnya (047), Perairan Pantai Kulur 

Ilir dan Sekitarnya (048), Perairan Pantai Pulau 
Ketawai (049), Perairan Pulau Tukung Kelasa (050), 
Perairan Pulau Kelasa dan Sekitarnya (051), 

Perairan Pulau Semujur, Gusunggurak dan Panjang 
(052) dan Perairan Pulau Tikus, Perairan Gadung, 

dan Perairan Pelepas (053); 

e. Kabupaten Belitung: Perairan Pulau Mentikus (054), 

Perairan Tanjung Ular (055), Perairan Pulau Ru, 
Anak Ru Sikok, Anak Ru Duak, Anak Ru Tige, 
Kerenggan, Menduluk, dan Sekitarnya (056), 

Perairan Pulau Gusong Bugis, Merak, Tanjung Tikar, 
Kirip, Bayan, Gusong Bugis, Tanjung Pandan, Juru 

Seberang, dan Sekitarnya (057), Perairan Pulau 
Gusungare (058), Perairan Pulau Baguk, Pluntang 

Besar, Pluntang Kecil, dan Sekitarnya (059), 
Perairan Pulau Mentarak, Gusong Gudus, Betangan 
dan Kelebong (060), Perairan Pantai Punai, Perairan 

Pulau Kerdendang, Pulau Kampak, dan Sekitarnya 
(061), Perairan Pulau Seliuk dan Sekitarnya (062), 

Perairan Pulau Baturusak, Genting Kecil, Tanjung 
Batulubang, Tanjung Genting dan Sekitarnya (063), 

Perairan Pulau Perut, Gusong Seribu dan Seribu 
(064), Perairan Tanjung Ru, Pegantungan, Bantan, 
Muara Sungai Brang, Pulau Rengit, Pulau Anak, 

Lassar, Air Ulim Besar, Air Ulim Kecil, Air Gantung, 
Dermaga Ulim, dan Sekitarnya (065), Perairan Air 

Dudat, Teluk Brang, Tanjung Merang, Teluk 
Membalong, Ujunggeresik, Air Mensuci, 

Padangkandis, Air Naga, Tanjung Tembelan, Tanjung 
Aik Lancang, Teluk Gembira, Air Belian, Pulau 
Seliuk, Pantai Teluk Gembira dan Sekitarnya (066), 

Perairan Pulau Sepindang (067), Perairan Pulau 
Sekutai, Tamber, Sebongkok, Ketuang, Tambor, 

Timur Mendanau dan Sekitarnya (068), Perairan 
Pulau Tukongkikmoi, Malangpenyu dan Sekitarnya 

(069), Perairan Pulau Bekukor (070), Perairan Pulau 
Malangarak (071), Perairan Pulau Mempali (072), 



 
 

Perairan Pulau Malang Kitaer (073), Perairan Pulau 

Ceparcepur, Batuneksauya, Tebirik, Tebirik Kecik 
dan Sekitarnya (074), Perairan Pulau Batu Kecipai, 

Batu Pendaunan, Perairan Pulau Siantu, Perairan 
Tanjung Tinggi dan Perairan Tanjung Sengkali (075), 
Perairan Pulau Kepayang, Pulau Aji, Pulau 

Damayan, Pulau Tukong Kerak, Pulau Kerak, 
Tanjung Jebut, Tanjung Kelayang, Tanjung Kubu, 

Pulau Kelayang, Tukongkelayang, Tanjung Kelayang 
Utara, Tanjung Pendam, Teluk Kelayang dan 

Sekitarnya (076), Perairan Pulau Malang Besar (077), 
Perairan Pulau Limausering dan Bira (078), Perairan 
Pantai Tanjung Pendam (079), Perairan Pulau 

Kelumuak dan Sekitarnya (080) dan Perairan Pulau 

Kalimambang dan Anak Kalimambang (081); 

f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Desa 
Mengkubang dan Desa Sukamandi (082), Perairan 

Pulau Karang Tambang (083), Perairan Pulau Batun, 
Putih dan Sekitarnya (084), Perairan Pulau Sukun 
(085), Perairan Pulau Panjang, Nepi dan Sekitarnya 

(086), Perairan Pulau Pakuk, Kenak, Lindung Laut, 
Lindung Darat, Aik Darat dan Sekitarnya (087), 

Perairan Pulau Sekepar (088), Perairan Pulau 
Melidang (089), Perairan Utara Desa Cendil (090), 

Perairan Pulau Tenga dan Tanggak Batu (091), Pulau 
Karanggusongjong (092), Pulau Mirang (093), 
Perairan Pantai Keramat, Oliver, Serdang, dan 

Sekitarnya (094), Perairan Pantai Nyiur Melambai 
dan Sekitarnya (095), Pulau Obi dan Buronggantong 

(096), Perairan Pulau Keluang (097), Perairan Pulau 
Ketapang Barat Laut (098), Perairan Pulau Berukik 

Laut dan Pulau Berukik Tengah (099); dan 

g. Kota Pangkalpinang: Perairan Pantai Pasir Padi, 
Batu Belubang, Semujur, Pulau Batu Belubang, 

Batu Buntal, Pantai Kedompel, Pantai Tanah Merah, 
Pantai Baskara Bhakti, Tanjung Udang dan 

Sekitarnya (100). 

 

Pasal 18 

KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Pulau Pekajang (001); 

b. Kabupaten Bangka Barat: Karang Berang-berang 

(002); 

c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pantai Batu 

Tambun (003), Perairan Pantai Tanjung Labu (004), 
Perairan Pulau Kelapan (005), Perairan Pulau Ibul 
(006), Perairan Pantai Tanjung Bugis dan Pulau 

Burung (007), Perairan Pulau Anakaik (008), 
Perairan Pulau Panjang, Perairan Pulau Mentangor 

dan Perairan Pulau Tinggi (009), Perairan Pulau 



 
 

Pergam (010), Perairan Pulau Pulau Seniur (011), 

Perairan Pulau Kelapan (012) dan Mangrove Tukak 

(013); 

d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Gusung 
Asam (014) dan Perairan Pulau Ketawai dan Pulau 

Gusung Asam (015); 

e. Kabupaten Belitung: Perairan Pulau Mentikus (016), 
Perairan Pulau Kerenggan (017), Perairan Pulau 

Kampak (018), Perairan Pulau Batupenyuk (019), 
Perairan Pulau Pluntang Kecil (020), Perairan Teluk 

Balok, Pulau Kampak dan Sekitarnya (021), Perairan 
Membalong (022), Perairan Membalong (023), 
Perairan Membalong (024), Perairan Membalong 

(025), Perairan Pulau Pegadoran (026), Perairan 
Pulau Malangpenyu (027), Perairan Pulau Damayan 

(028), Perairan Pulau Ceparcepur, dan Sekitarnya 
(029), Perairan Pulau Pepaya dan Pantai Tanjung 

Tinggi (030), Perairan Pulau Batukecipai (031), 
Perairan Pelepak Pute (032), Perairan Pulau 
Malangkitaer (033), Perairan Pulau Burung (034), 

Perairan Pulau Siantu (035), Perairan Pulau Malang 
Arak, Bekukor, dan Sekitarnya (036), Perairan Sijuk 

(037), Perairan Pulau Tukong Laut, Darat dan 
Lengkuas (038), Perairan Pulau Batu Berlayar, 

Batugerude, Tukongkikmoi dan Sekitarnya (039), 
Perairan Sijuk (040), Perairan Pulau Lutong (041), 
Perairan Pulau Mempali, Batuaji, dan Sekitarnya 

(042), Perairan Pulau Pemulutan Kecik, Pulau Batu 
Bedil, Pulau Bedil, Pulau Baturiung, Pulau Umang 

Kecil, dan Sekitarnya (043), Perairan Pulau 
Kalimambang (044), Perairan Pulau Gusong Bugis 

(045), Perairan Tanjung Pandan (046) dan Perairan 

Pulau Ulatbulu (047); dan 

f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Damar (048), 

Perairan Pantai Kuale Tambak (049), Perairan Pulau 
Batu Burok (050), Perairan Pulau Karang Mandi dan 

Desa Burong Mandi (051), Perairan Pulau Pekandis 
(052), Perairan Pantai Burung Mandi dan Pulau 

Tang (053), Perairan Desa Burong Mandi, Mempaya 
dan Air Kelik (054), Perairan Pulau Batun, Putih, 
Dendang dan Sekitarnya (055), Perairan Teluk 

Balok, Pulau Gusongtere, Karanglesong, 
Karangmelanau, Bayan dan Sekitarnya (056), 

Perairan Pulau Gusong Bende Tige (057), Perairan 
Pulau Selanduk (058), Perairan Gantung (059), 

Perairan Gantung (060), Perairan Pulau Air Masin 
Kecil, Airmasin, Gusongpangau, Pangau, 
Karangberhala, Matai, Belukut, Menterus, Long, 

Pengapit Gede, Kecik, Karanglampu dan Sekitarnya 
(061), Perairan Pulau Aer, Sentuang, Meriam, 

Gusongpulauaer, Rotan, Karangtigepulo dan 
Sekitarnya (062), Perairan Pulau Selanduk, 

Batupaka, Batupute, Ayam Besar, Serukat, Panjang, 
Nepi, dan Sekitarnya (063), Perairan Pantai Tanjung 



 
 

Sebatang dan Kelapa Kampit (064), Perairan Pulau 

Keran dan Sekitarnya (065), Perairan Pulau Saung, 
Pantai Sangaran, Kelapa Kampit dan Sekitarnya 

(066), Perairan Pulau Baturiung, Pulau Batupulas, 
Pulau Batusuaklumpur, Kelapa Kampit (067), 
Perairan Pulau Ketapang Utara (068), Perairan Pulau 

Batutigetukuk, Pulau Gusong Putra, Pantai Batu 
Buyong, Gusong Batu Itam, Pulau Batuacok, Pulau 

Batu Itam, Simpang Pesak dan Pantai Batu Lalang 
(069) dan Perairan Pulau Babi, Pulau Keluang, Pulau 

Batu Malang, Tanjung Piatu,Perairan Ipil, Batutinde, 
Pulau Baungampar, Pulau Suakaris Duak, Pulau 
Punai, Pulau Batugang, Pulau Batuatut, dan Pulau 

Suakaris (070). 

 

Pasal 19 

KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf c, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Semujur 

(001), Perairan Pulau Nangka (002); dan 

b. Kabupaten Belitung: Perairan Tanjung Kelayang dan 

Tanjung Tinggi (003). 

 

Paragraf 3 

Zona Pelabuhan 

 

Pasal 20 

KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 

memiliki sub zona yang terdiri atas: 

a. sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah 
lingkungan kepentingan pelabuhan, yang 

selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan 

b. subzona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian 
pelabuhan perikanan, yang selanjutnya disebut 

KPU-PL-WKO. 

 

Pasal 21 

KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Teluk Kelabat (001), 
Muara Sungai Batu Rusa (002), Perairan Tanjung 

Tuing dan Pulau Ninduk (003); 

b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Tanjung Ular dan 

Tanjung Kalian (004) dan Perairan Pantai Iklim 

Teluk Rubiah, Tanjung Ular, dan Sekitarnya (005); 

 



 
 

c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pulau Pongok 

(Liat) dan Celagen (006) dan Perairan Sadai, Pulau 

Kuyung dan Desa Penutuk (007); 

d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Lubuk Besar 

(008) dan Perairan Tanjung Pura (009); dan 

e. Kabupaten Belitung: Pelabuhan Tanjung Batu (010), 

Perairan Tanjung Ru (011), Perairan Pulau Seliuk 
(012), Perairan Tanjung Nyato (013) dan Pelabuhan 

ASDP Tanjung Pandan (014); dan 

f. Kabupaten Belitung Timur: Pelabuhan Tanjung 

Resing (015), Perairan Pulau Long (016) dan Perairan 

Desa Baru (017).  

 

Pasal 22 

KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Jelitik (001) dan 

Perairan Jelitik (002); 

b. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Sadai (003); 

c. Kabupaten Belitung: Perairan Tanjung Pandan (004); 

dan 

d. Kota Pangkalpinang: Perairan Sekitar Muara Sungai 

Batu Rusa (005). 

 

Paragraf 4 

Zona Pertambangan 

 

Pasal 23 

KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, 

memiliki sub zona yakni sub zona pertambangan 

mineral, yang selanjutnya disebut KPU-TB-MN. 

 

Pasal 24 

KPU-TB-MN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 

memiliki arah pengembangan meliputi:  

a. Kabupaten Bangka: Perairan Laut Tanjung Sangau 

(001), Perairan Laut Tanjung Terentang 
(002),Perairan Laut Pesaren (003), Perairan Laut 

Belinyu dan Sekitarnya (004), Perairan Pulau 
Malangtunggal (005), Utara Perairan Laut Penagan 
(006), Selatan Perairan Laut Penagan (007), Perairan 

Kota Kapur (008), Perairan Laut Tanjung Punggur 
(009), Selatan Perairan Kota Kapur (010), Perairan 

Laut Tanjung Tuing (011), Perairan Laut Tanjung 
Tuing (012), Perairan Laut Deniang, Laut Bedukang, 

Laut Tanjung Batu, Matras (013), Perairan Laut 



 
 

Sungailiat dan Sekitarnya (014), Perairan Laut 

Sungailiat dan Sekitarnya (015) dan Perairan 
Sungailiat, Pulau Malangtut, Pulau Batuhitam, 

Pulau Karangpanjang dan Sekitarnya (016); 

b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Tanjung Batu, 
Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air Biat dan 

Sekitarnya (017), Perairan Laut Tanjung Ular dan 
Sekitarnya (018), Perairan Tanjung Penyigi, Tanjung 

Berhala, Tanjung Perigibatu dan Sekitarnya (019), 
Perairan Tanjung Kalian, dan Sekitarnya (020), 

Perairan Laut Ranggam dan Laut Belo (021), 
Perairan Pulau Manghiu, Batu Panjang, Asau, 
Mapat, Bedegum, Punai, Perut, Buta, Perut, 

BatuUdang, Ceper, Saman, Batutiung, Kebiung, 
Ceper, Batubunter, Kelape Tengah, Lisum, Tenung, 

Penaga, dan Sekitarnya (022), Perairan Teluk 
Kelabat Luar dan Sekitarnya (023) dan Perairan Laut 

Tempilang (024); 

c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Laut Lubuk 
(025), Perairan Pulau Daun (026), Perairan Pulau 

Baginda Utara, Baginda Tengah, Baginda Timur, 
Baginda Selatan, dan Sekitarnya (027), Perairan 

Pulau Pongok, dan Sekitarnya (028), Perairan Laut 
Baginda Timur, dan Sekitarnya (029), Perairan Pulau 

Baginda Timur, dan Sekitarnya (030), Perairan Laut 
Tanjung Merun dan Sekitarnya (031), Perairan Laut 
Tanjung Merun, dan Sekitarnya (032), Perairan Laut 

Tanjung Merun, dan Sekitarnya (033), Perairan Laut 
Tanjung Merun, dan Sekitarnya (034), Perairan Laut 

Lepar Pongok (035), Perairan Laut Lepar Pongok 
(036), Perairan Laut Betumpang (037), Perairan 

Pulau Daun (038), Perairan Pulau Nangka, Tanjung 
Bedaun, Laut Permis, dan Laut Sebagin (039), 
Perairan Laut Tanjung Nangka (040), Perairan Pulau 

Karangnamak Jaoh, dan Sekitarnya (041), Perairan 
Laut Tanjung Paku, dan Sekitarnya (042), Perairan 

Pulau Karangnamak Jaoh, dan Sekitarnya (043), 
Perairan Laut Toboali dan Sekitarnya (044), Perairan 

Laut Ketapang, Tanjung Kelambui, Tanjung Medang 
dan Sekitarnya (045), Perairan Laut  Air Gegas dan 
Sekitarnya (046), Perairan Laut Air Gegas, dan 

Sekitarnya (047), Perairan Laut Tanjung Kubu, Laut 
Toboali, Laut Kelambui, Desa Rias, Laut Tanjung 

Ketapang, Laut Tanjung Limau, Desa Serdang, dan 
Sekitarnya (048), Perairan Toboali, Tanjung 

Pelabuhan Bilik, Tanjung Kubu, Gunung Kubu, 
Tanjung Babtil, Pulau Sangkarikan, Pulau 
Muaraduo, Pualau Lisum, Pulau Senuak Besar, 

Petianak, Pulau Batu Besar, dan Pulau Malang 
Belayar (049), Perairan Laut Tanjung Besar, Desa 

Pasir Putih, Laut Tanjung Nangka, dan Sekitarnya 
(050) dan Perairan Laut Tanjung Besar, Desa Pasir 

Putih, Laut Tanjung Nangka, dan Sekitarnya (051); 

dan 



 
 

d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Koba dan 

Sekitarnya (052), Perairan Desa Lubuk Besar (053), 
Perairan Desa Batu Beriga (054), Perairan Tanjung 

Berikat, dan Sekitarnya (055), Perairan Lubuk 
Besar, dan Sekitarnya (056), Perairan Lubuk Besar, 
dan Sekitarnya (057), Perairan Tanjung Berikat, dan 

Sekitarnya (058), Perairan Tanjung Berikat, dan 
Sekitarnya (059), Perairan Pulau Tukungkelasa Laut, 

Tukung Kelasa Darat, Kelasa, dan Sekitarnya (060), 
Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya (061), 

Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (062), 
Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (063), 
Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (064), 

Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (065), 
Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (066), 

Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya (067) dan 
Perairan Laut Pasir Padi, Kecamatan Pangkalan 

Baru, Namang dan Sekitarnya (068). 

 

Paragraf 5 

Zona Perikanan Budi Daya 

 

Pasal 25 

KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 

d, memiliki sub zona meliputi: 

a. sub zona budi daya laut, yang selanjutnya disebut 

KPU-BD-BL; dan 

b. sub zona budi daya air payau, yang selanjutnya 

disebut KPU-BD-BP. 

 

Pasal 26 

KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Pulau Batuberenguh, 

Pulau Mondong (001), Perairan Desa Kota Kapur dan 
Sekitarnya (002), Perairan Pulau Karangpanjang 

(003), Perairan Air Asem, Air Perepat Putus dan 
Sekitarnya (004), Perairan Pulau Anak Keleang Barat 

(005), Perairan Desa Deniang, Pulau Tiga, Pulau 
Anak Tiga, dan Sekitarnya (006) dan Perairan Pulau 

Batubedaun (007); 

b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Teluk Kelabat 
Dalam (008), Perairan Desa Air Limau, Tanjung 

Pelanak, Air Semugur, Muara Bendu, Tanjung 
Bendul, Tanjung Pegigibatu, Tanjung Berhala, 

Tanjung Penyigi, Air Nipah, Air Nipah Besar, dan 
Sekitarnya (009), Perairan Pulau Malanghiu (010), 
Perairan Pulau Malangduyung (011), Perairan Pulau 

Putri, Pulau Nanas, Pulau Nanas Kecil (012), 



 
 

Perairan Desa Semulut, Pulau Batupecah, Pulau 

Batubundek, Pulau Batubelunjung, dan Sekitarnya 
(013), Perairan Perairan Kundi, Air Masar, Air 

Terabek Kecil, Seberang, dan Sekitarnya (014), 
Perairan Pulau Bembang, dan Sekitarnya (015) dan 
Perairan Tanjung Genting, Tanjung Batubelayar, 

Tanjung Karang Merawang, Teluk Lebai, Teluk 

Kampa, Pulau Patok, Penaga dan Sekitarnya (016); 

c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pulau Kelapan 
dan Sekitarnya (017), Perairan Bangkakota (018), 

Perairan Pulau Tinggi, Pulau Panjang, Pulau 
Mentang, Pulau Anak Aik (019) dan Perairan 
Tanjung Kemirai, Desa Pasir Putih dan Sekitarnya 

(020); 

d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Koba dan 

Sekitarnya (021), Perairan Lubuk Besar (022), 
Perairan Lubuk Besar (023), Perairan Tanjung 

Berikat dan Sekitarnya (024), Perairan Tanjung 
Berikat, dan Sekitarnya (025), Perairan Lubuk Besar 
dan Sekitarnya (026), Perairan Lubuk Besar dan 

Sekitarnya (027), Perairan Batuberiga, Pantai 
Batuberiga, Selat Lepar dan Sekitarnya (028), 

Perairan Pulau Nangka dan Sekitarnya (029), 
Perairan Desa Tanjungpura Kecamatan Sungaiselan 

(030) dan Perairan Desa Tanjung Pura (031); 

e. Kabupaten Belitung: Perairan Pulau Gusongare 
(032), Perairan Pegantungan (033), Perairan Tanjung 

Butong, Tanjung Rusa, dan Tanjung Kerdendang 
(034), Perairan Pulau Baguk, Pluntang Besar dan 

Pluntang Kecil (035), Perairan Tanjung Ular, Pulau 
Ru, Kelebong, Betangan, Baguk, Mengkukong, 

Tanjung Batu Menak, Kerenggan, Menduluk,Rengit, 
Anak, dan Sekitarnya (036), Perairan Pulau Seliuk 
(037), Perairan Pulau Seliuk (038), Selat Naduk 

(039), Perairan Pulau Sekutai, Sebongkok dan Selat 
Sebongkok (040), dan Perairan Desa Sungai Padang 

dan Pulau Mempali (041); dan 

f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Tanjung 

Pesairan dan Sekitarnya (042), Perairan Desa Air 
Kelik (043), Perairan Desa Batu Penyu dan 
Sekitarnya (044), Perairan Pulau Kuale, Pulau 

Gusongcine, Air Seranggas, Desa Batu Penyu dan 
Sekitarnya (045), Perairan Desa Cendil (046), 

Perairan Desa Senyubuk (047), Perairan Desa Cendil 
(048), Perairan Utara Desa Cendil (049), Perairan 

Pulau Saung, Tanjung Pating, Tanjung Batu, dan 
Sekitarnya (050), Perairan Air Langir, Air Sambar, 
Pulau Batupute, Pulau Batupekau, dan Sekitarnya 

(051), Perairan Pulau Berukik, Berukik Laut,dan 
Berukik Tengah (052) dan Perairan Pulau 

Gusongtiangpal dan Sekitarnya (053). 

 



 
 

Pasal 27 

KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf b, memiliki arah pengembangan yakni Kabupaten 

Belitung Timur: Perairan Desa Air Kelik (001), Perairan 
Desa Air Kelik (002), Perairan Desa Air Kelik (003), 
Perairan Desa Mempaya (004), Perairan Desa Mempaya 

(005), Perairan Desa Mempaya (006), Perairan Desa 
Burong Mandi (007), Perairan Desa Dendang (008), 

Perairan Desa Jangkar Asam (009), Perairan Desa 
Lilangan (010), Perairan Desa Lilangan (011), Perairan 

Desa Lilangan (012), Perairan Desa Lilangan (013), 
Perairan Desa Cendil (014), Perairan Desa Cendil (015), 
Perairan Desa Cendil (016), Perairan Desa Pembaharuan 

(017), Perairan Desa Pembaharuan, Mayang dan 
Sekitarnya (018), Perairan Desa Mayang (019), Perairan 

Desa Mayang (020), Perairan Desa Mayang (021), 
Perairan Desa Air Kelik (022) dan Perairan Desa Tanjung 

Batuitam (023). 

 

Paragraf 6 

Zona Perikanan Tangkap 

 

Pasal 28 

KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, 

memiliki sub zona yang terdiri atas: 

a. sub zona pelagis, yang selanjutnya disebut KPU-PT-

P; dan 

b. sub zona demersal, yang selanjutnya disebut KPU-

PT-D. 

 

Pasal 29 

KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

a, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Belinyu (001), Perairan 

Belinyu (002), Perairan Belinyu (003), Perairan 
Belinyu (004), Perairan Belinyu (005), Perairan Teluk 

Kelabat Dalam (006), Perairan Belinyu (007), 
Perairan Belinyu (008), Perairan Belinyu (009), 

Perairan Belinyu (010), Perairan Belinyu (011), 
Perairan Belinyu (012), Perairan Belinyu (013), 
Perairan Belinyu (014), Perairan Belinyu (015), 

Perairan Belinyu (016), Perairan Belinyu (017), 
Perairan Belinyu (018), Perairan Belinyu (019), 

Perairan Belinyu (020), Perairan Mendo Barat (021), 
Perairan Mendo Barat (022), Perairan Air Anyir (023), 

Perairan Sungailiat (024) dan Perairan Sungailiat 

(025); 

 



 
 

b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Jebus (026), 

Perairan Muntok (027), Perairan Parit Tiga (028) dan 

Perairan Simpang Teritip (029); 

c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Kepulauan 
Pongok (030), Perairan Kepulauan Pongok (031), 
Perairan Kepulauan Pongok (032), Perairan 

Kepulauan Pongok (033), Perairan Kepulauan 
Pongok (034), Perairan Kepulauan Pongok (035), 

Perairan Kepulauan Pongok (036), Perairan 
Kepulauan Pongok (037), Perairan Kepulauan 

Pongok (038), Perairan Kepulauan Pongok (039), 
Perairan Lepar Pongok (040), Perairan Lepar Pongok, 
dan Sekitarnya (041), Perairan Lepar Pongok, dan 

Sekitarnya (042), Perairan Lepar Pongok (043), 
Perairan Simpang Rimba (044), Perairan Toboali 

(045), Perairan Toboali (046), Perairan Toboali (047), 
Perairan Toboali (048), Perairan Tukak Sadai (049) 

dan Perairan Tukak Sadai (050); 

d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Kecamatan 
Namang, Koba dan Lubuk Besar (051), Perairan 

Lubuk Besar (052), Perairan Lubuk Besar (053), 
Perairan Lubuk Besar (054), Perairan Lubuk Besar 

(055), Perairan Lubuk Besar (056), Perairan Lubuk 
Besar (057), Perairan Lubuk Besar (058), Perairan 

Lubuk Besar (059), Perairan Lubuk Besar (060), 
Perairan Lubuk Besar (061), Perairan Lubuk Besar 
(062), Perairan Lubuk Besar (063), Perairan Lubuk 

Besar (064), Perairan Lubuk Besar (065) dan 

Perairan Sungai Selan (066); 

e. Kabupaten Belitung: Perairan Badau (067), Perairan 
Membalong (068), Perairan Membalong (069), 

Perairan Selat Nasik (070), Perairan Sijuk (071), 
Perairan Sijuk (072), Perairan Sijuk (073), Perairan 
Sijuk (074), Perairan Sijuk (075), Perairan Sijuk 

(076), Perairan Sijuk (077), Perairan Sijuk (078) dan 

Perairan Tanjung Pandan (079); 

f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Belitung Timur 
(080), Perairan Dendang (081), Perairan Dendang 

(082), Perairan Membalong (083), Perairan Belitung 
Timur (084), Perairan Gantung (085) dan Perairan 

Pulau Berumput (086); dan 

g. Pangkal Pinang: Perairan Timur Pangkalpinang dan 

Utara Pulau Semujur (087). 

 

Pasal 30 

KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf 

b, memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Toboali dan 

Sekitarnya (001), Perairan Toboali dan Sekitarnya 
(002), Perairan Toboali dan Sekitarnya (003), 

Perairan Toboali dan Sekitarnya (004), Perairan 



 
 

Tukak Sadai dan Sekitarnya (005) dan Perairan 

Tukak Sadai dan Sekitarnya (006); dan 

b. Kabupaten Belitung: Teluk Balok (007) dan Teluk 

Berang (008). 

 

Paragraf 7 

Zona Industri 

 

Pasal 31 

KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, 

memiliki sub zona yang terdiri atas: 

a. sub zona industri pengolahan ikan, yang selanjutnya 

disebut KPU-ID-PI; dan 

b. sub zona industri maritim, yang selanjutnya disebut 

KPU-ID-MR; dan 

 

Pasal 32 

KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 

memiliki arah pengembangan meliputi: 

a. KPU-ID-PI: Kabupaten Bangka Barat Perairan 

Tanjung Nyiur (001) dan Kabupaten Belitung 

Perairan Tanjung Binga (002); dan 

b. KPU-ID-MR: Kabupaten Bangka Perairan Jelitik 
(001), Kabupaten Bangka Selatan Perairan Sadai 

(002) dan Kabupaten Belitung Perairan Batu Hitam 

(003).  

 

Bagian Ketiga 

Kawasan Konservasi 

 

Pasal 33 

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf b yakni Kawasan Konservasi 

Perairan yang selanjutnya disebut KKP. 

(2) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

arah pengembangan: 

a. Kabupaten Bangka: Perairan Tuing (001); 

b. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Kecamatan 

Tukak Sadai, Lepar Pongok, dan Kepulauan 

Pongok (002); 

c. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau 

Ketawai (003), Perairan Pulau Gusung Ketugar 
(004), Perairan Pulau Bebuar (005), Perairan 

Pulau Ketugar (006), Perairan Pulau Ketugar 



 
 

(007), Perairan Kecamatan Perlang (008); 

d. Kabupaten Belitung: Perairan Membalong dan 
Sekitarnya (009), Perairan Timur Selat Nasik 

(010), Selat Gaspar (011), Pulau Keluang (012); 

dan 

e. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Gugusan 

Pulau-Pulau Momparang dan Perairan 

Sekitarnya (013). 

(3) Ketentuan mengenai Kawasan Konservasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Keempat 

Alur Laut 

 

Pasal 34 

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf c, memiliki pemanfaatan yang terdiri atas: 

a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan yang 

selanjutnya disebut AL-AP; 

b. Pipa/Kabel Bawah Laut yang selanjutnya disebut 

AL-APK; dan  

c. Migrasi Biota Laut yang selanjutnya disebut AL-

AMB. 

 

Pasal 35 

(1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf 

a, terdiri atas: 

a. Alur Pelayaran Nasional yang selanjutnya 

disebut AL-AP-PN; dan 

b. Alur Pelayaran Regional yang selanjutnya disebut 

AL-AP-PR. 

(2) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: Laut 

Natuna-Jakarta (001), Kepulauan Riau-Jakarta 
(002), Bangka-Jakarta (003), Sadai-Jakarta (004), 

Tanjung Pandan-Kalimantan (005), Pangkal Balam-
Jakarta (006), Manggar-Kalimantan (007), Jakarta-

Palembang (008), Kepulauan Riau-Jakarta (009), 
Manggar-Ketapang-Pontianak (010), Manggar-
Jakarta (011), Tanjung Resing-Jakarta (012), Laut 

Natuna-Jakarta (013). 

(3) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: 
Belinyu-Jakarta (001), Muntok-Palembang (002), 

Muntok-Palembang (003), Pangkal Balam-Tanjung 
Pandan (004), Tanjung Berikat-Tanjung Pandan 



 
 

(005), Teluk Kelabat-Kepulauan Riau (006), Pangkal 

Balam-Tanjung Pandan (007), Tanjung Ru-Sadai 

(008). 

 

Pasal 36 

AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b 

terdiri atas: 

a. Kabel listrik yang selanjutnya disebut AL-APK-KL; 

dan 

b. Kabel telekomunikasi yang selanjutnya disebut AL-

APK-KT. 

 

Pasal 37 

AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi Muntok-

Tanjung Api-api (001), Sadai (Tanjung Ru)-Lepar Pongok 
(Dermaga Penutuk) (002), Pongok (Kepulauan Pongok)-

Pulau Mendanau (003), Tanjung Nyato (Pulau 
Mendanau)-Tanjung Ru (Belitung) (004), Air Muang 
(Lepar Pongok)-Celagen (Kepulauan Pongok) (005), 

Celagen-Pongok (006), LP Koba-LP Dukong (007), 

Tanjung Kiras-Seliu (008). 

 

Pasal 38 

AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Parit 
Tiga-Kepulauan Riau (001), Belitung-Sulawesi (002), 

Belitung-Batam (003), Muntok-Sungsang (004), Jakarta-
Air Gegas (005), Jakarta-Kalimantan Barat (006), 

Jakarta (Ancol)-Toboali (007), Bangka-Pulau Lepar (008), 
Jakarta-Bintan (009), Jakarta-Bangka (010), Jakarta-

Singapura (011), Singapura-Jakarta (012), Singapura-
Jakarta (013), Tanjung Pandan-Pontianak (014), 
Tanjung Bembam-Pesarep (015), Tanjung Pakis-

Pontianak (016), Tanjung Pakis-Tanjung Pandan 
(Belitung)-Pontianak Kalimantan Barat (017), Jakarta-

Batam (018), Jakarta (Ancol)-Mentigi (Belitung) (019), 
Kuala Tungkal-Sungai Liat-Mentigi (Belitung) (020), 

Singapura-Batam-Jakarta (Pantai Mutiara) (021), Ancol 
Jakarta-Toboali Bangka (022), Jakarta (Ancol)-Tuas 
(Singapura) (023), Tanjung Bemban-Pesaren Bangka 

(024), Tanjung Pakis-Tanjung Bemben Kepulauan Riau 
(025), Manggar-Banching Unit (026), Koba-Tanjung 

Pandan (027), Australia-Singapura (028), Australia-

Changi (029). 

 
 
 

 



 
 

Pasal 39 

AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c 

terdiri atas: 

a. Migrasi penyu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP; 

dan 

b. Mamalia laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM. 

 

Pasal 40 

AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: 

Kepulauan Riau-Kepulauan Seribu (001), Malaysia-
Bangka (002), Pulau Anak (Kepulaun Riau) - Perairan 
Pulau Ayam Besar (Belitung Timur) (003), Pulau Meratik 

(Kepulauan Riau)-Pulau Rengit (Lampung) (004), Pulau 
Seliuk-Pulau Pelemah (005), Kepulauan Lima (006), 

Pulau Lengkuas-Perairan Pulau Kelasa (007), Pulau 

Damayan-Perairan Pulau Kelasa (008). 

 

Pasal 41 

AL-AMB-MM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: 
Perairan Damar-Pulau Ayam Besar (001), Pulau Air 

Masin-Perairan Simpang Pesak (002), Pulau 
Gusunggurak-Tanjung Berikat (003), Perairan Tanjung 

Kelayang-Perairan Tanjung Berikat (004), Perairan 

Pulau Kalimambang-Perairan Tanjung Berikat (005). 

 

BAB VI 

INDIKASI PROGRAM 

 

Pasal 42 

(1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada 
rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan 

ruang. 

(2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan 
dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan 

menyelenggarakan penatagunaan sumber daya 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

(3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil Provinsi dilaksanakan melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan 

ruang beserta sumber pendanaannya. 

 

 



 
 

(4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disusun berdasarkan indikasi program utama 
dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) 

tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) 

tahun. 

(5) Pendanaan indikasi program bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

dan/atau 

c. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas 

perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan 

yang sesuai arahan umum pembangunan daerah. 

(7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VII 

ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 43 

(1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah perairan 

pesisir dan pulau-pulau kecil diperuntukkan sebagai 
alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah 

perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri 

atas: 

a. pemanfaatan ruang dalam kawasan/zona/sub 

zona; 

b. perizinan;  

c. ketentuan pemberian insentif; 

d. ketentuan pemberian disinsentif; dan 

e. arahan pengenaan sanksi. 

(2) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah perairan 

pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berfungsi: 

a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan; 

b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah 

perairan pesisir dan perairan sekitar Pulau-
Pulau Kecil dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah; 



 
 

c. menjamin agar pembangunan baru tidak 

mengganggu pemanfaatan ruang wilayah 
perairan pesisir dan perairan sekitar Pulau-

Pulau Kecil yang telah sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah; 

d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 

e. mencegah dampak pembangunan yang 

merugikan. 

 

Pasal 44 

(1) Peraturan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil Provinsi merupakan upaya 

perwujudan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil yang terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan; 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat. 

(2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan 

yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak 
mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak 

mempunyai pembatasan dalam implementasinya, 
karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi 

ruang sekitar saling mendukung dan terkait. 

(3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan 

yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu 
ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu 

kegiatan lain yang ada di sekitarnya. 

(4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan 
yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu 
ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga 

pengalokasiannya bersyarat. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan 

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur 

dalam Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Kedua 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada 

Kawasan/Zona/Sub Zona 

 

Paragraf 1 

Umum 



 
 

Pasal 45 

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan/Zona/ 

Sub Zona meliputi:  

a. Kawasan Pemanfaatan Umum yang terdiri atas: 

1. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata; 

2. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan; 

3. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona 

Pertambangan; 

4. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan 

Budi Daya; 

5. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan 

Tangkap; dan 

6. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Industri.  

b. Kawasan Konservasi yakni Peraturan Pemanfaatan 

Ruang Kawasan Konservasi Perairan; dan 

c. Alur Laut meliputi: 

1. Peraturan pemanfaatan Ruang Alur pelayaran 

dan/atau perlintasan yang selanjutnya disingkat 

AL-AP; 

2. Peraturan pemanfaatan Ruang kabel bawah laut 

yang selanjutnya disingkat AL-APK; dan 

3. Peraturan pemanfaatan Ruang Migrasi biota laut 

yang selanjutnya disingkat AL-AMB. 

 

Paragraf 2 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata 

 

Pasal 46 

Peraturan pemanfaatan ruang zona pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 1 

meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona 

pariwisata terdiri atas: 

1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata 

yang tidak berdampak pada kerusakan 

lingkungan;  

2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing 
tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; 

dan 

3. mitigasi bencana dan penanganan kondisi 

darurat di laut. 

b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di 

zona pariwisata terdiri atas: 

 



 
 

1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/ 

atau bahan peledak, bius dan/atau bahan 
beracun, serta menggunakan alat tangkap yang 

bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; 

2. pembuangan sampah dan limbah; dan 

3. kegiatan lain yang dapat merusak daya tarik 

pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-

undangan tentang kepariwisataan. 

c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona 

pariwisata terdiri atas: 

1. penelitian dan pendidikan;  

2. monitoring dan evaluasi; 

3. kegiatan penunjang di zona pariwisata yang 

bersifat menetap; 

4. pemanfaatan Air Laut; 

5. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

negara;  

6. pembangunan TUKS/terminal khusus; dan 

7. pembangunan fasilitas umum. 

d. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 

dengan pemanfaatan ruang pada zona pariwisata 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yakni: 

1. menjamin pantai sebagai ruang terbuka publik; 

dan 

2. tersedianya fasilitas dan infrastruktur 
pendukung kegiatan wisata, rumah ibadah, 

tempat parkir, dermaga/tambat kapal/perahu, 
tanda batas zona, bangunan pengaman pantai 

dan fasilitas umum lainnya. 

e. Ketentuan khusus di zona pariwisata terdiri atas: 

1. pengendalian kegiatan yang berpotensi 
mencemari lingkungan di daratan maupun 

perairan; 

2. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan 

3. tersedia tim keamanan dan penyelamatan 

wisatawan. 

 

Paragraf 3 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan 

 

Pasal 47 

Peraturan pemanfaatan ruang zona pelabuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2 



 
 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona 

pelabuhan terdiri atas: 

1. penelitian dan pendidikan; 

2. wisata bahari; 

3. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan 

penunjang pelabuhan yang bersifat menetap; 

4. monitoring dan evaluasi; 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona 
pelabuhan yakni seluruh kegiatan yang 

mengakibatkan dampak negatif dan gangguan 

terhadap aktivitas pada zona pelabuhan; 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona 

pelabuhan terdiri atas: 

1. pengerukan alur pelabuhan; 

2. salvage;  

3. pembangunan TUKS/terminal khusus; 

4. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar 

TUKS/terminal khusus; 

5. seluruh aktivitas olah gerak kapal; 

6. pemanfaatan Air Laut; 

7. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

negara; dan 

8. kegiatan kepelabuhanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 
dengan pemanfaatan ruang pada zona pelabuhan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, terdiri atas: 

1. fasilitas pokok yang terdiri dari dermaga, kolam 

pelabuhan, jalan komplek dan drainase; 

2. fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor 
administrasi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, 
suplai air bersih, instalasi listrik, stasiun 

pengisian bahan bakar nelayan, dan instalasi 
pembuangan air limbah dan/atau fasilitas 

gudang untuk bahan/barang berbahaya dan 

beracun untuk subzona KPU-PL-WKO;  

3. fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor 
administrasi pelabuhan, suplai air bersih, 
instalasi listrik, instalasi pembuangan air limbah 

dan tempat pembuangan sampah sementara dan 
penerangan serta suplai bahan bakar untuk 

subzona KPU-PL-DLK; dan 

4. fasilitas penunjang yang terdiri dari pos jaga dan 

MCK; 



 
 

 

e. ketentuan khusus pada zona pelabuhan yang 
meliputi perencanaan sampai dengan pembangunan 

disusun dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 4 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan 

 

Pasal 48 

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 3 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam 

zona pertambangan terdiri atas: 

1. kegiatan penambangan yang tidak melewati baku 

mutu  lingkungan; dan 

2. semua kegiatan, selain kegiatan pertambangan 
sepanjang dilakukan di luar area penambangan 
yang sedang beroperasi dengan 

mempertimbangkan keselamatan. 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam 

zona pertambangan yakni semua kegiatan yang 
dilakukan di area penambangan yang sedang 

beroperasi. 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri 

atas: 

1. penetapan alur pelayaran; 

2. pemasangan kabel/pipa; 

3. pembangunan terminal khusus;  

4. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar 

terminal khusus; 

5. pemanfaatan air laut; 

6. penambangan/pemanfaatan pasir laut;  

7. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

negara; dan 

8. pembangunan fasilitas umum. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 

dengan pemanfaatan zona tambang dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yakni pemasangan tanda batas wilayah izin usaha 

pertambangan. 

e. ketentuan khusus untuk zona penambangan 

meliputi: 

 



 
 

 

1. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan 

yang telah disetujui; 

2. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca 
tambang sesuai ketentuan perundang-undangan; 

dan 

3. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan 

dengan teknologi ramah lingkungan. 

 

Paragraf 5 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan 

Budi Daya 

 

Pasal 49 

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona Perikanan 
Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf 

a angka 4 meliputi: 

a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan dalam zona 

Perikanan Budi Daya terdiri atas: 

1. budi daya laut skala kecil dengan metode, alat 
dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di 

wilayah pesisir; dan 

2. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat 

tidak terdapat kegiatan budi daya. 

b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam 

zona Perikanan Budi Daya terdiri atas: 

1. kegiatan budi daya yang menggunakan metode, 
alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem 

di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan 

seperti rumpon;  

3. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/ 
atau bergerak yang mengganggu kegiatan budi 

daya laut; 

4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/ 

atau bahan peledak, bius dan atau bahan 
beracun, serta menggunakan alat tangkap yang 

bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir;  

5. pembuangan sampah dan limbah; 

6. wisata olahraga air; 

7. pertambangan; dan 

8. industri. 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam 

zona Perikanan Budi Daya terdiri atas: 



 
 

 

1. budi daya laut skala menengah sampai besar 
dengan metode, alat dan teknologi yang tidak 

merusak ekosistem di Wilayah Pesisir; 

2. penelitian dan pendidikan; 

3. pengembangan minawisata;  

4. monitoring dan evaluasi; 

5. pemanfaatan air laut; 

6. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

Negara; dan 

7. pembangunan terminal khusus. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 
dengan pemanfaatan ruang pada zona Perikanan 

Budi Daya dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yakni Keramba Jaring Apung 

(KJA), Keramba Jaring Tancap (KJT), rumah jaga, 

gudang pakan dan perahu. 

e. ketentuan khusus terkait dengan pemanfaatan 

ruang pada zona Perikanan Budi Daya meliputi: 

1. kegiatan pembudidayaan harus menghindari 

areal terumbu karang; dan 

2. pengembangan budi daya laut disertai dengan 

kegiatan pembenihan/pembibitan. 

 

Paragraf 6 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap 

 

Pasal 50 

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona perikanan 

tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a 

angka 5, meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam 
zona perikanan tangkap yakni kegiatan 
penangkapan ikan dengan alat tangkap sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di 

dalam zona perikanan tangkap terdiri atas: 

1. perikanan tangkap dengan ukuran armada di 

atas 30 GT;  

2. penangkapan dengan menggunakan alat yang 
merusak lingkungan seperti bahan peledak, 

potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak 

lingkungan; dan 

3. Penangkapan biota yang dilindungi. 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam 



 
 

zona perikanan tangkap terdiri atas: 

1. penelitian dan pendidikan; 

2. perikanan tangkap dengan ukuran armada di 

bawah 30 GT dengan alat tangkap yang 
diperbolehkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

3. monitoring dan evaluasi;  

4. pemanfaatan air laut;  

5. pembangunan fasilitas umum; 

6. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

Negara; dan 

7. pembangunan terminal khusus. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 

dengan pemanfaatan ruang di dalam zona perikanan 
tangkap dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yakni dermaga, tambat labuh 

dan pelabuhan perikanan. 

e. Ketentuan khusus terkait dengan pemanfaatan 

ruang pada zona perikanan tangkap meliputi: 

1. izin penangkapan ikan dikenakan untuk alat 

tangkap tertentu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 

2. surat izin penangkapan ikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 7 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Industri 

 

Pasal 51 

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 6 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam 
zona Industri yakni pembangunan fasilitas pokok 

dan penunjang kegiatan Industri yang dibangun.  

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di 

dalam zona industri yakni pembuangan limbah 
Industri secara langsung ke laut tanpa melalui 

proses pengolahan limbah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri 

atas: 

1. pembangunan pelabuhan khusus;  

2. pembangunan terminal khusus; 

3. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar 



 
 

terminal khusus;  

4. pemanfaatan Air Laut; dan 

5. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

Negara. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 
dengan pemanfaatan ruang pada zona  industri 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, terdiri atas: 

1. pembangunan sarana penunjang kegiatan 
industri seperti bengkel, pergudangan maupun 

fasilitas penyimpanan lainnya; dan 

2. luas area terbangun untuk pembangunan 
industri hasil pengolahan diatur lebih lanjut 

dalam peraturan gubernur.  

e. ketentuan khusus terkait pemanfaatan ruang pada 

zona industri terdiri atas: 

1. pengolahan limbah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri 
disesuaikan dengan kemampuan penggunaan 

teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia di wilayah sekitarnya. 

 

Paragraf 8 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi 

 

Pasal 52 

Peraturan pemanfaatan ruang kawasan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b 

meliputi: 

a. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di 

dalam kawasan konservasi terdiri atas: 

1. penangkapan ikan dengan menggunakan bom 
dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan 

beracun, serta menggunakan alat tangkap yang 
bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil; 

2. pertambangan; 

3. penambangan dan/atau pengambilan terumbu 

karang;  

4. pembuangan sampah dan limbah;  

5. pengambilan lamun; dan 

6. reklamasi. 

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di 

kawasan konservasi terdiri atas: 



 
 

1. penelitian dan pendidikan; 

2. monitoring dan evaluasi; 

3. budi daya ikan skala kecil dengan metode yang 

diperbolehkan pada zonasi kawasan konservasi;   

4. penangkapan ikan skala kecil di sub-zona 
perikanan berkelanjutan sesuai dengan 

peraturan perundan-undangan;  

5. pariwisata alam perairan dan/atau permukaan 

air lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan 

zonasi kawasan konservasi; dan 

6. mitigasi bencana. 

c. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 
dengan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, berupa pemasangan tanda batas atau 

rambu-rambu yang mudah dikenali dengan bahan, 
bentuk dan warna sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Ketentuan khusus di kawasan konservasi yakni 
pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak 

kawasan konservasi. 

 

Paragraf 9 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Laut 

 

Pasal 53 

Peraturan pemanfaatan ruang di dalam AL-AP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 1 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di AL-AP 

terdiri atas: 

1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju 
pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 

dan 

2. kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di AL-

AP terdiri atas: 

1. seluruh jenis kegiatan Perikanan Budi daya; 

2. penangkapan ikan dengan alat menetap; 

3. penangkapan ikan dengan menggunakan bom 
dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan 

beracun, serta menggunakan alat tangkap yang 

berpotensi merusak ekosistem wilayah pesisir; 

4. pariwisata dan rekreasi; dan 

5. pembuangan sampah dan limbah. 



 
 

 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di AL-AP 

terdiri atas: 

1. penelitian dan pendidikan;  

2. monitoring dan evaluasi; 

3. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan 

Negara; dan 

4. pengerukan alur. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 
dengan pemanfaatan ruang di AL-AP dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

berupa sarana bantu navigasi pelayaran. 

e. ketentuan khusus dalam pemanfaatan ruang di 

dalam AL-AP yakni pengendalian kegiatan yang 

berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya. 

 

Pasal 54 

Peraturan pemanfaatan ruang di dalam AL-APK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 2 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di AL-APK 
yakni lalu lintas kapal dari dan/atau menuju 

pelabuhan; 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di AL-

APK terdiri atas: 

1. seluruh jenis kegiatan Perikanan Budi Daya; 

2. penangkapan ikan dengan alat statis; 

3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu 
penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu 

karang buatan; 

4. pariwisata dan rekreasi; dan 

5. pembuangan sampah dan limbah. 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri 

atas: 

1. penelitian dan pendidikan; dan 

2. monitoring dan evaluasi. 

d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 
dengan pemanfaatan ruang di AL-APK dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
berupa rambu-rambu yang mudah dikenali dengan 
bahan, bentuk dan warna sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

e. ketentuan khusus di AL-APK yakni menghindari 

pemasangan pipa/kabel bawah laut pada rute lalu 

lintas dengan kepadatan yang tinggi. 



 
 

 

Paragraf 10 

Peraturan Pemanfaatan Ruang Migrasi Biota Laut 

 

Pasal 55 

Peraturan pemanfaatan ruang di dalam AL-AMB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 3 

meliputi: 

a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam AL-

AMB terdiri atas: 

1. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan 
kapal dan menugaskan satu orang awak kapal 
untuk mengamati apabila ada Biota Laut untuk 

menghindari terjadinya tabrakan atau 

mengganggu jalur setasea tersebut; 

2. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/ 

perlindungan biota dan lingkungan; dan 

3. kegiatan penangkapan ikan dengan 
menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan 
menurut peraturan perundang-undangan dan 

ramah lingkungan yang meminimalkan hasil 

tangkapan sampingan selain spesies/ikan target. 

b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di 

dalam AL-AMB terdiri atas: 

1. seluruh jenis kegiatan Perikanan Budi Daya; dan 

2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang 
tidak ramah dan pemasangan alat bantu 

penangkapan ikan seperti rumpon; 

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yang 

dilakukan di dalam AL-AMB di zona migrasi biota 

laut terdiri atas: 

1. penelitian dan pendidikan; dan 

2. kegiatan pariwisata melihat biota laut yang 
dilindungi dengan tidak mengganggu tingkah 

lakunya di alam. 

d. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait 

dengan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, berupa 

pembuatan sarana pendaratan penyu. 

i. Ketentuan khusus di zona migrasi Biota Laut 
dengan menjaga kelestarian Biota Laut yang 

dilindungi. 

 

 
 

 
 



 
 

 

Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 

 

Pasal 56 

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang 

dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan 
sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib 

memiliki Izin Lokasi Perairan. 

(2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan 
ruang secara menetap di sebagian perairan 

pesisir; dan 

b. Izin Lokasi Perairan Pulau-Pulau Kecil, untuk 

pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian 

perairan pulau-pulau kecil. 

(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan 

menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. 

(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di 
kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, 

dan pantai umum. 

 

Pasal 57 

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber 
daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil 

wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan: 

a. produksi garam; 

b. biofarmakologi laut; 

c. bioteknologi laut; 

d. pemanfaatan air laut selain energi; 

e. wisata bahari;  

f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/ 

atau 

g. pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam. 

(2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya 

setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan 

operasional. 

 

Pasal 58 

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, 



 
 

Gubernur wajib mempertimbangkan: 

a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 

b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat 

Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan 
pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan 

pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; 

c. nelayan kecil dan nelayan tradisional; 

d. kepentingan nasional; dan 

e. hak lintas damai bagi kapal asing. 

 

Pasal 59 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara 
pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan 

berakhirnya Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin 

Pengelolaan diatur dalam Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif 

 

Pasal 60 

(1) Arahan insentif merupakan perangkat atau upaya 
untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K. 

(2) Arahan insentif berfungsi sebagai:  

a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong 

kegiatan yang sesuai dengan RZWP-3-K;  

b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan  

c. stimulan untuk mempercepat perwujudan 

alokasi ruang pemanfaatan zonasi. 

(3) Arahan insentif meliputi:  

a. arahan insentif kepada pemerintah daerah 

lainnya;  

b. arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

atau Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dalam 
bentuk pemberian kompensasi dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota penerima manfaat 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

pemberi manfaat atas manfaat yang diterima 
oleh pemerintah penerima manfaat, arahan 
penyediaan sarana dan prasarana, serta arahan 

pemberian publisitas atau promosi daerah;  

c. arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi 

kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan 
untuk pemberian kompensasi insentif, arahan 



 
 

untuk pengurangan retribusi, arahan untuk 

pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan 
urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, 

pemberian kemudahan perizinan dari 
pemerintah provinsi penerima manfaat kepada 

masyarakat umum; dan  

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, 

swasta dan/atau pemerintah daerah.  

 

Bagian Kelima 

Ketentuan Disinsentif 

 

Pasal 61 

(1) Arahan disinsentif merupakan perangkat yang 
berfungsi untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak 

sesuai dengan RZWP-3-K.  

(2) Arahan disinsentif meliputi:  

a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah 
Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ 

Kota dalam wilayah Provinsi dan kepada wilayah 
provinsi lainnya, diberikan dalam bentuk arahan 

untuk pengajuan pemberian kompensasi dari 
Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota pelanggar zonasi pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada 
wilayah kabupaten/kota pemberi kompensasi, 

dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan 

sarana dan prasarana; dan  

b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah 
Provinsi kepada masyarakat umum (investor, 

lembaga komersial, perorangan, dan lain 
sebagainya) diberikan dalam bentuk arahan 
untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan 

untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan 
dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh 

masyarakat umum/lembaga komersial, arahan 
untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, 

dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan 

sarana dan prasarana infrastruktur.  

 

Pasal 62 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan insentif dan 

disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Keenam 

Arahan Pengenaan Sanksi 

 



 
 

 

Pasal 63 

(1) Arahan pengenaan sanksi merupakan tindakan 

penertiban yang dilakukan terhadap Setiap Orang 
yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan 

zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi yang meliputi sanksi administratif 

dan/atau sanksi pidana. 

(3) Pengenaan sanksi diberikan terhadap pemanfaatan 

ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 
tidak sesuai dengan ketentuan perizinan 
pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil dan kepada pejabat pemerintah yang 
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57. 

(4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan: 

a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K; 

c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan 

d. peraturan perundang-undangan sektor terkait 

lainnya. 

 

Pasal 64 

Dalam hal terdapat kerugian yang diakibatkan 
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, 

Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan gugatan 
ganti rugi kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 65 

(1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir 

dan pemanfaatan ruang dari sebagian Pulau-Pulau 
Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan 

yang diberikan dikenai sanksi administratif, berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara; dan/atau 

c. pencabutan Izin Lokasi Perairan. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) 

bulan oleh Gubernur. 



 
 

 

(3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya 

dilakukan pemberhentian sementara selama 1 (satu) 

bulan. 

(4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan 

pencabutan Izin Lokasi Perairan. 

 

Pasal 66 

(1) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan 
perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan 
Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan dikenai 

sanksi administratif, berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara;  

c. penutupan lokasi; 

d. pencabutan izin; 

e. pembatalan izin; dan/atau 

f. denda administratif. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-

turut, apabila tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan 
Perairan masing-masing dalam tenggang waktu 1 

(satu) bulan oleh Gubernur. 

(3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya 

dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 

(satu) bulan. 

(4) Apabila penghentian sementara kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, 

selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 

(tiga) bulan. 

(5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak 

melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan 
izin pengelolaan setelah penutupan lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka 
dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai investasi dan merupakan 

penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah. 

(6) Apabila pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak 

melakukan pembayaran denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya 

dilakukan pencabutan izin. 

(7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang 

diajukan dalam permohonan mengandung unsur: 



 
 

a. cacat hukum; 

b. kekeliruan; 

c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau 

informasi; dan/atau 

d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, 

dokumen, dan/atau informasi.  

 

Pasal 67 

(1) Pemegang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan 
Perairan wajib menyampaikan laporan secara 

berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi 

pemberi izin. 

(2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan Izin 

Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan 
kepada menteri yang membidangi urusan kelautan 

dan perikanan. 

(3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan 

kepada menteri yang membidangi urusan kelautan 

dan perikanan setiap 1 (satu) tahun. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap 
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir 

dan sebagian pulau-pulau kecil. 

(5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), apabila terdapat ketidaksesuaian 
dalam pelaksanaan, menteri yang membidangi 
urusan kelautan dan perikanan dapat memberikan 

rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan 

peninjauan terhadap Izin Pengelolaan Perairan. 

 

BAB VIII 

KELEMBAGAAN 

 

Pasal 68 

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan RZWP-3-K Provinsi maka 

koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah 
bidang penataan ruang WP-3-K terintegrasi oleh 

TKPRD Provinsi dan/atau Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi.  

(2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotan dan/atau 

kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

 

 
 



 
 

 

BAB IX 

MITIGASI BENCANA 

 

Pasal 69 

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan 

pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil 
terpadu, Pemerintah Daerah memasukkan dan 

melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan 

jenis, tingkat, dan wilayahnya. 

 

Pasal 70 

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. 

 

Pasal 71 

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan 

dengan memperhatikan aspek: 

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; 

b. kelestarian lingkungan hidup; 

c. kemanfaatan dan efektivitas; dan 

d. lingkup luas wilayah. 

 

Pasal 72 

(1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi 

bencana terhadap kegiatan yang berpotensi 
mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. 

(2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/ 

atau nonstruktur/nonfisik. 

(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan oleh instansi yang berwenang. 

(4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan 

kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 
 

 
 



 
 

 

BAB X 

GUGATAN PERWAKILAN 

 

Pasal 73 

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.   

 

Pasal 74 

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan 

gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi 

lingkungan. 

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut: 

a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut 

atau organisasi nasional; 

b. berbentuk badan hukum; 

c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas 
menyebutkan tujuan didirikannya organisasi 

untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan 

d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. 

(3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk 

melakukan tindakan tertentu tanpa adanya 
tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya 

atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan. 

 

BAB XI 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 75 

(1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara 

terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan 
dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan 

ketentuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil oleh Polisi Khusus dan/atau pengawas 



 
 

perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

yang ditunjuk oleh Gubernur. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS 
tertentu yang menangani bidang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan 

sifat pekerjaan yang dimilikinya.   

(3) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berwenang:  

a. mengadakan patroli di Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; dan 

b. menerima laporan yang menyangkut perusakan 
Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan 

Umum, dan Alur Laut. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan 

pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan 
pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau 
evaluasi terhadap perencanaan dan 

pelaksanaannya. 

(5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan 

dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

 

Pasal 76 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk menjamin pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan secara 

terpadu, sinergis dan berkelanjutan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

Pasal 77 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

ayat (1) dilakukan melalui Pemantauan, pengamatan 
lapangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan 



 
 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan 

ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Ketiga 

Pengendalian 

 

Pasal 78 

(1) Pengendalian pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil meliputi:   

a. program  akreditasi; 

b. rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil; 

c. pengendalian pemberian izin; dan 

d. larangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Keempat 

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

 

Pasal 79 

(1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ 
atau Setiap Orang yang memanfaatkan secara 

langsung atau tidak langsung Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. 

(2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi 

yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau 

populasi.  

(3) Rehabilitasi dilakukan terhadap: 

a. ekosistem terumbu karang; 

b. mangrove; 

c. lamun; 

d. estuari; 

e. laguna; 

f. teluk; 

g. delta; 

h. pantai; dan/atau 

i. populasi ikan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kerusakan 



 
 

dan tata cara rehabilitasi diatur dengan Peraturan 

Gubernur. 

 

Bagian Kelima 

Larangan 

 

Pasal 80 

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung 

dilarang: 

a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai 

dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan; 

b. melakukan kegiatan budi daya yang menggunakan 
metode, alat dan teknologi yang dapat merusak 

Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

c. menambang terumbu karang yang menimbulkan 

kerusakan Ekosistem terumbu karang; 

d. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi; 

e. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, 

dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem 

terumbu karang; 

f. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang 
merusak Ekosistem terumbu karang, lamun dan 

mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

g. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan 

atau zona budi daya yang tidak memperhitungkan 
keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil; 

h. menebang mangrove di Kawasan Konservasi untuk 

kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan 

lain; 

i. menggunakan cara dan metode yang merusak 

padang lamun; 

j. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang 

secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya 
menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau 

pencemaran lingkungan dan/atau merugikan 

masyarakat sekitarnya; 

k.  

l. melakukan penambangan minyak dan gas pada 
wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau 

budaya menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau 

merugikan masyarakat sekitarnya;  

m. melakukan penambangan mineral pada wilayah 



 
 

yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau 

sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan 

dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan 

n. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan/atau merugikan 

masyarakat sekitarnya. 

 

BAB XII 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Bagian Kesatu 

Hak Masyarakat 

 

Pasal 81 

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, Masyarakat berhak untuk:  

a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir 
yang sudah diberi Izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (2);  

b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara 

tradisional ke dalam RZWP-3-K;  

c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum 

adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

e. memperoleh informasi berkenaan dengan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak 

yang berwenang atas kerugian yang menimpa 
dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

g. menyatakan keberatan terhadap rencana 
pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka 

waktu tertentu;  

h. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan 

pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 

merugikan kehidupannya;  

i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap 
berbagai masalah di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;  

j. memperoleh ganti rugi; dan  

k. mendapat pendampingan dan bantuan hukum 



 
 

terhadap permasalahan yang dihadapi dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

 

Pasal 82 

(1) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil wajib:  

a. memberikan informasi berkenaan dengan 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil; 

b. menjaga, melindungi, dan memelihara 
kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil;  

c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, 

pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 

e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di 

tingkat desa. 

(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan 
sumberdaya, kaidah pengelolaan sumberdaya, baku 
mutu pemanfaatan sumberdaya dan aturan-aturan 

pemanfaatan sumberdaya. 

 

Bagian Ketiga 

Peran Serta Masyarakat 

 

Pasal 83 

(1) Penyelenggaraan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -

Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat.  

(2) Peran masyarakat dalam zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan, antara lain melalui:  

a. Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;  

b. Partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan  

c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan 



 
 

zona.  

Pasal 84 

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi dapat 

berupa:  

a. memberikan masukan mengenai 

1. Penentuan arah pengembangan wilayah;  

2. Potensi dan masalah pembangunan;  

3. Perumusan rencana zonasi; dan  

4. Penyusunan rencana alokasi ruang; 

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan 

rencana zonasi; dan  

c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau sesama unsur 

masyarakat.  

 

Pasal 85 

Partisipasi dalam pemanfaatan zonasi dapat berupa:  

a. melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai 
dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah 

ditetapkan;  

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan 

pemanfaatan zona;  

c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, 
dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan 

zona;  

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian 
dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, 

dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan 
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak 

lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian 

tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;  

f. menjaga fungsi pertahanan serta memelihara dan 

meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan 

sumber daya alam; dan  

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian. 

 

Pasal 86 

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona dapat 

berupa:  

a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, 
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta 

pengenaan sanksi;  

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan 



 
 

kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang 

telah ditetapkan;  

c. melaporkan kepada instansi yang membidangi 

kelautan dan perikanan atau pejabat yang 
berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur dalam hal 
menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang 

melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan 
adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan 
minimal dan/atau masalah yang terjadi di 

masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil; dan  

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat 

publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana 

zonasi.  

 

Pasal 87 

(1) Peran masyarakat di bidang zonasi Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil dapat disampaikan secara 

langsung dan/atau tertulis.  

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat disampaikan kepada Gubernur. 

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat disampaikan melalui perangkat daerah 

yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.  

 

Pasal 88 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, 
Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem 

informasi dan dokumentasi zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat. 

 

Pasal 89 

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 90 

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi berwenang untuk melaksanakan penyidikan 
terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini.  



 
 

 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang:  

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang zonasi Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;  

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil;  

d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain 
berkenaan tindak pidana di bidang zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 

dokumen-dokumen lain serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil;  

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 

seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 

e;  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil;  

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 

dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;  

j. menghentikan penyidikan; dan  

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan 



 
 

perundang-undangan.  

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 91 

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf c, Pasal 47 
huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf b dan huruf c, 

Pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 50 huruf b dan 
huruf c, Pasal 51 huruf b dan huruf c, Pasal 52 huruf a 

dan huruf b, Pasal 53 huruf b dan huruf c, Pasal 54 
huruf b dan huruf c, Pasal 55 huruf b dan huruf c, 
Pasal 56 dan Pasal 80 dikenai pidana kurungan 

dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 92 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini: 

a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap 
berlaku sesuai dengan jangka waktu masa 

berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan 
tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Daerah ini, berlaku ketentuan: 

1. untuk yang belum dilaksanakan 

pembangunannya, izin tersebut disesuaikan 
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan 

Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan 
pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan 

sampai izin operasional terkait habis masa 
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan 

fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah 

ini; 

3. untuk yang sudah dilaksanakan 
pembangunannya dan tidak memungkinkan 
untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin 
yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan 

terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat 
pembatalan izin tersebut dapat diberikan 

penggantian yang layak; dan 

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan 



 
 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan 

tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat 
diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi 
ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan 

tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan 

penyesuaian. 

 

BAB XVI 

KETENTUAN LAIN–LAIN 

 

Pasal 93 

(1) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah 

yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang 
telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Konservasi 
oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan 

perikanan terhadap bagian Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil yang belum disepakati pada saat 

peraturan daerah ini ditetapkan, rencana Kawasan 
Konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan 
Kawasan Konservasi berdasarkan hasil penetapan 

menteri yang membidangi urusan kelautan dan 

perikanan. 

(3) Dalam hal penetapan zona pelabuhan oleh menteri 
yang membidangi urusan perhubungan, yang belum 

disepakati pada saat peraturan daerah ini 
ditetapkan, rencana zona pelabuhan disesuaikan 
dengan hasil penetapan zona pelabuhan 

berdasarkan hasil penetapan menteri yang 

membidangi urusan perhubungan. 

(4) Dalam hal penetapan zona pertambangan minyak 
dan gas bumi oleh menteri yang membidangi urusan 

minyak dan gas bumi yang belum disepakati pada 
saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana zona 
pertambangan disesuaikan dengan penetapan zona 

pertambangan berdasarkan hasil penetapan menteri 
yang membidangi urusan energi dan sumber daya 

mineral. 

 

 
 
 

 
 



 
 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 94 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak 

diundangkannya Peraturan Daerah ini.  

 

Pasal 95 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 27 April 2020 
 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

ERZALDI ROSMAN 
 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 27 April 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

NAZIARTO 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 
2020 NOMOR 2 SERI E 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
NOMOR (3-46/2020) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Utama Muda/IV/c 

NIP. 19630306 198603 1 015 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

I. UMUM 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses 
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya 

pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu 

pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumberdaya sangat potensial, 

seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan 
ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. 

Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan 
strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan 

internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 
diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan 

berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, 
disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat. 

Pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin beragam seiring dengan 

semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti 
dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di 
wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk 

dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan 
berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, 

pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin 

meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir. 

Kompleksitas permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil Kepulauan Bangka Belitung menuntut pendekatan 
penyelesaian yang bersifat integratif dan menyeluruh serta terfokus pada 

pelestarian sumberdaya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
kemandirian masyarakat pesisir dan kemajuan wilayah pesisir 

Kepulauan Bangka Belitung. Sumberdaya laut yang berlimpah 
mendukung tingginya produksi dari sektor perikanan, tetapi pada sisi 

lainnya berpotensi memicu konflik kepentingan, tumpang tindih 
kewenangan dan kompetisi dalam pengelolaan ekosistem. Untuk itu 
perlu dirumuskan langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Bangka Belitung 

secara terpadu. 

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan 
Bangka Belitung adalah ”Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, 
Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal 



 
 

Dan Teknologi Tepat Guna”. Visi tersebut menjelaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
tangguh dan mandiri, akan tercipta jika pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil dilaksanakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan 
prinsip pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan semakin meningkatkan 
produktivitas perairan, efektivitas pemanfaatan wilayah perairan dan 

kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat, kemandirian  dan  kesejahteraan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. 
Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk 
meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta 

mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir. 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai peran penting sebagai 
strategi pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan peluang investasi. 

Pengembangan RZWP-3-K akan mendorong pengembangan sumberdaya 
pesisir dan pulau-pulau kecil secara efesien, efektif dan menghasilkan 
nilai tambah.  Berkembangnya sentra-sentra produksi dan agroindustri  

sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pelayaran, konservasi, dan 
lainnya pada zona pesisir dan pulau-pulau kecil diindikasikan oleh 

ketersediaan sumberdaya hayati, non hayati, jasa lingkungan serta SDM 
yang terampil, terbentuknya kemampuan (skills) dan pengetahuan 

(knowledge) para masyarakat, terbangunnya jaringan (network) terhadap 
sektor hulu dan hilir, dan terlestarikannya pranata (institusi) sosial.  

Pengembangan zonasi WP-3-K akan mengoptimalkan potensi lokal 
untuk keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan 

sangat mendukung perlindungan dan pengembangan sosial budidaya 

lokal (local social cultural). 

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan 

sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2020-2040. Peraturan Daerah Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2020-2040, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam 
pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap 
interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses 
alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor 
dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi 

kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian 
terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta 

proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 



 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Asas keberlanjutan diterapkan agar: 

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan 
regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi 

sumber daya nonhayati pesisir; 

2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh 

mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi 

yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan 

3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya 

harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh 

penelitian ilmiah yang memadai. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “konsistensi” merupakan 

konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari 
proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi. 

Huruf c 

Asas keterpaduan dikembangkan dengan: 

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai 

sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal 

antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan 

2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut 

berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan 

dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Huruf d 

Asas “kepastian hukum” diperlukan untuk menjamin kepastian 
hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan 
pulau-pulau kecil secara jelas serta dapat dimengerti dan ditaati 

oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat 
berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah kesepakatan 
kerja sama antar pihak yang berkepentingan berkaitan dengan 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

 

 

 



 
 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “pemerataan” adalah asas yang 
ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-

pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota 

masyarakat. 

Huruf g 

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan: 

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai 

peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap 

pengawasan dan pengendalian; 

2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui 
kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup 
untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau 

kecil; 

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam 

keputusan tersebut; 

4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah adanya 
keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanan, 

pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan 
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 

golongan dan rahasia Negara. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah asas yang 
berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, 

dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya 

pesisir dan pulau-pulau kecil.  

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 



 
 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah 

rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, 
dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan 

keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah 
mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan 

pembangunan di zona yang ditetapkan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 



 
 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan KPU-W-P3K adalah sub zona wisata alam 
pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ruang dalam zona 

pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi diantaranya mandi, 
berenang, berkano, berjemur, permainan pantai dan olahraga 

pantai.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan KPU-W-ABL adalah sub zona wisata alam 

bawah laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang 
dimanfaatkan diantaranya untuk rekreasi snorkling dan diving 

atau menyelam. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan KPU-W-OR adalah sub zona wisata olah 
raga air, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan 
untuk olah raga laut, diantaranya olahraga memancing, yachting 

dan jetski. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 



 
 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40  

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 



 
 

Pasal 46 

Huruf a  

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Yang dimaksud dengan “Mitigasi bencana” merupakan upaya 

untuk mengurangi resiko bencana yang dilakukan melalui 
kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c 

Angka 1 

Yang dimaksud dengan “Penelitian dan Pendidikan” 
merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang 

perseorangan atau korporasi. 

Angka 2 

Yang dimaksud dengan “Wisata Bahari” merupakan kegiatan 

wisata bahari yang dilaksanakan pada alur lintas pelayaran. 

Angka 3 

Yang dimaksud dengan “Pengerukan Alur Pelabuhan” 
merupakan kegiatan pengerukan pelabuhan yang 

dilaksanakan pada alur lintas pelayaran. 

 

 

 

 



 
 

Angka 4 

Yang dimaksud dengan “Salvage” merupakan pekerjaan 
untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau 

muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau keadaan 
bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal 

atau rintangan  bawah air atau benda lainnya. 

Angka 5 

Yang dimaksud dengan “Monitoring dan Evaluasi”  

merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang 

perseorangan atau korporasi. 

Angka 6 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas.  

Pasal 48 

Huruf a  

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Yang dimaksud dengan “Semua Kegiatan” merupakan 
Kegiatan untuk Perikanan Tangkap, Pariwisata dan Alur 

Pelayaran dan/atau Perlintasan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d 

Cukup jelas. 

 



 
 

Huruf e 

Cukup jelas.  

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan Zona inti adalah wilayah yang 
merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk 

perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk 

penelitian. 

Yang dimaksud dengan Kawasan pelabuhan adalah wilayah yang 

meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah 

lingkungan kerja pelabuhan. 

Yang dimaksud dengan Pantai umum adalah wilayah yang bagian 

dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh 
Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, 

budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi. 

Pasal 57 

Cukup jelas.      

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 



 
 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Polisi Khusus” merupakan pejabat 
tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan 

diberikan wewenang kepolisian khusus. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 



 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 



 
 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 
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A. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

Perairan Kecamatan Kabupaten Lintang Bujur

KPU-W-P3K-001 1907-01; 1907-03 Perairan Pulau Cebia Belinyu Bangka 222.6 1° 12' 27,744" LS 105° 15' 25,531" BT

KPU-W-P3K-002 1901-13; 1901-17 Perairan Pantai Pesaren Belinyu Bangka 239.6 1° 31' 6,415" LS 105° 50' 45,287" BT

KPU-W-P3K-003 1901-18; 1901-17 Perairan Pulau Mengkudu Belinyu Bangka 180.1 1° 30' 15,087" LS 105° 53' 1,543" BT

KPU-W-P3K-004 1907-06 Perairan Pulau Dua Timur (Toti) Belinyu Bangka 311.3 0° 54' 41,981" LS 105° 45' 31,385" BT

KPU-W-P3K-005 1901-13 Perairan Pulau Pebirik Belinyu Bangka 66.4 1° 43' 59,729" LS 105° 41' 53,458" BT

KPU-W-P3K-006 1901-13 Perairan Pulau Putri dan Pulau Nanas Belinyu Bangka 306.1 1° 42' 18,625" LS 105° 42' 38,923" BT

KPU-W-P3K-007 1901-13 Perairan Pantai Leper, Tanjung Putat, Pulau Mengkubung dan Hatchery Belinyu Bangka 1,598.0 1° 39' 59,535" LS 105° 44' 40,194" BT

KPU-W-P3K-008 1901-13 Perairan Pulau Mentigi, Pantai Penyusuk, Pulau Bakung, Pulau Putri, Pulau 

Batu Tangka, Pantai Romodong dan Sekitarnya

Belinyu Bangka 906.2 1° 32' 40,901" LS 105° 42' 11,378" BT

KPU-W-P3K-009 1901-04; 1901-09 Perairan Pulau Meranti Belinyu Bangka 314.5 1° 15' 39,827" LS 105° 15' 26,738" BT

KPU-W-P3K-010 1907-06 Perairan Pulau Dua Barat (Pulau Dokan) Belinyu Bangka 841.4 0° 58' 11,453" LS 105° 38' 35,744" BT

KPU-W-P3K-011 1901-13; 1901-12 Perairan Pulau Danto dan Padi Belinyu Bangka 1,123.6 1° 44' 17,432" LS 105° 45' 34,112" BT

KPU-W-P3K-012 1901-11 Perairan Pulau Medang, Hantu, Batutrumbu, Kecil, Mundo, Batukopiah, dan 

Mondong

Mendo Barat Bangka 1,943.1 2° 13' 22,316" LS 105° 45' 49,501" BT

KPU-W-P3K-013 1901-12 Perairan Pulau Kayuanak, Pulau Keleang, Pulau Keleang Timur Riausilip Bangka 681.1 1° 47' 54,037" LS 105° 48' 30,425" BT

KPU-W-P3K-014 1901-17 Perairan Pulau Unut Riausilip Bangka 81.1 1° 40' 38,348" LS 106° 1' 45,251" BT

KPU-W-P3K-015 1901-21 Perairan Sungailiat dan Sekitarnya Sungailiat Bangka 952.2 1° 55' 36,934" LS 106° 13' 33,329" BT

KPU-W-P3K-016 1901-21 Perairan Pantai, Matras, Rambak, Teluk Uber, Tanjung Pesona, Jati Pesona, 

Tikus, Tikus Mas, Matras, Rebo, Tanjung Ratu, Pulau Batu Bedaun, dan 

Sekitarnya

Sungailiat Bangka 558.9 1° 54' 40,348" LS 106° 9' 58,456" BT

KPU-W-P3K-017 1901-16 Perairan Pantai Tongachi dan Sekitarnya Sungailiat Bangka 90.3 1° 49' 54,603" LS 106° 7' 29,411" BT

KPU-W-P3K-018 1901-16; 1901-21 Perairan Pantai Parai, Turun Aban, Batu Bedaun, Batavia, Parai Tenggiri, dan 

Sekitarnya

Sungailiat Bangka 439.0 1° 48' 15,718" LS 106° 7' 47,238" BT

KPU-W-P3K-019 1901-08 Perairan Pantai Bembang Jebus Bangka Barat 4.9 1° 41' 16,887" LS 105° 20' 56,817" BT

KPU-W-P3K-020 1901-08 Perairan Pulau Batu Nunggal, Jebus, Pulau Tenung, Pulau Penaga, dan 

Sekitarnya

Jebus Bangka Barat 375.0 1° 38' 17,607" LS 105° 22' 11,728" BT

KPU-W-P3K-021 1901-01 Perairan Pantai Batu Rakit Muntok Bangka Barat 36.9 2° 4' 47,596" LS 105° 8' 24,378" BT

KPU-W-P3K-022 1901-08 Perairan Batu Ampar Parit Tiga Bangka Barat 81.5 1° 35' 21,176" LS 105° 26' 28,293" BT

KPU-W-P3K-023 1901-13 Perairan Pulau Batubangali, Bangau, Batupayung, Batukeruntong, Batukerak, 

Mentigi, Timah, Batualoy, Batutenam, Melala, Pantai Teluk Limau, Pala, 

Siangau dan Sekitarnya

Parit Tiga Bangka Barat 561.6 1° 32' 26,356" LS 105° 35' 6,317" BT

KPU-W-P3K-024 1901-13 Perairan Pulau Kelapa Parit Tiga Bangka Barat 101.3 1° 37' 41,998" LS 105° 42' 44,375" BT

KPU-W-P3K-025 1901-07 Perairan Pantai Air Mas dan Perairan Pantai  Rambat Simpang Teritip Bangka Barat 191.9 1° 53' 19,337" LS 105° 16' 22,554" BT

KPU-W-P3K-026 1901-07 Perairan Teluk Kampa dan Perairan Pantai Tungau Simpang Teritip Bangka Barat 67.0 1° 51' 55,988" LS 105° 18' 40,159" BT

KPU-W-P3K-027 1901-07 Perairan Teluk Kampa Simpang Teritip Bangka Barat 53.6 1° 49' 7,092" LS 105° 22' 20,890" BT

KPU-W-P3K-028 1901-11 Perairan Tanjung Resang, Tanjung Nyiur dan Sekitarnya Tempilang Bangka Barat 414.3 2° 6' 14,452" LS 105° 34' 28,771" BT

KPU-W-P3K-029 1902-06 Perairan Pantai Tanjung Labun Air Gegas Bangka Selatan 201.6 2° 55' 11,513" LS 106° 17' 43,612" BT

KPU-W-P3K-030 1902-10 Perairan Selatan Pulau Lepar Lepar Pongok Bangka Selatan 312.2 3° 9' 58,154" LS 106° 54' 29,717" BT

KPU-W-P3K-031 1903-05 Perairan Pulau Muarabayan Lepar Pongok Bangka Selatan 119.2 2° 54' 15,174" LS 106° 46' 53,605" BT

KPU-W-P3K-032 1902-02; 1902-06 Perairan Pulau Besar, Pantai Pulau Besar, Pantai Batu Betumpang dan 

Sekitarnya

Pulau Besar Bangka Selatan 563.8 2° 52' 6,781" LS 106° 7' 55,226" BT

Wisata Alam 

Pantai/Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil

Pariwisata

Luas (ha)
Titik Koordinat
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KPU-W-P3K-033 1902-03 Perairan Desa Gudang Simpang Rimba Bangka Selatan 319.9 2° 43' 33,128" LS 105° 54' 40,502" BT

KPU-W-P3K-034 1902-03 Perairan Pantai Batu Bedaun, Pulau Serapung, Pulau Batubedaun, dan Pantai 

Taman Sebagin

Simpang Rimba Bangka Selatan 824.7 2° 35' 54,029" LS 105° 53' 47,571" BT

KPU-W-P3K-035 1902-03 Perairan Pulau Karangtembaga Simpang Rimba Bangka Selatan 42.3 2° 41' 35,791" LS 105° 52' 40,774" BT

KPU-W-P3K-036 1903-01 Perairan Wisata Mangrove Sungai Kepoh Toboali Bangka Selatan 99.3 2° 55' 11,407" LS 106° 35' 35,275" BT

KPU-W-P3K-037 1902-08 Perairan Pantai Tanjung Kelayang, Payak Ubi dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 100.6 3° 2' 2,734" LS 106° 28' 34,800" BT

KPU-W-P3K-038 1902-08 Perairan Pulau Karang Namak Jaoh, Pinggir, Toboali, Pantai Gunung Namak 

dan Sekitarnya

Toboali Bangka Selatan 740.4 3° 6' 18,661" LS 106° 30' 51,029" BT

KPU-W-P3K-039 1902-06; 1903-01; 1902-08 Perairan Pantai Batu Belimbing, Batu Kapur, Batu Perahu, Batu Kodok, Batu 

Ampar, Tanjung Labun, dan Pulau Mempunai

Toboali Bangka Selatan 1,286.8 2° 58' 55,447" LS 106° 23' 12,207" BT

KPU-W-P3K-040 1902-08 Perairan Tanjung Timur, Tukak Sadai dan Sekitarnya Tukak Sadai Bangka Selatan 63.5 3° 5' 11,004" LS 106° 36' 46,393" BT

KPU-W-P3K-041 1902-10 Perairan Tanjung Kerasak Tukak Sadai Bangka Selatan 391.0 3° 4' 8,043" LS 106° 44' 28,092" BT

KPU-W-P3K-042 1902-08; 1902-10 Laut Tanjung Krasak Tukak Sadai Bangka Selatan 346.4 3° 5' 33,990" LS 106° 43' 9,611" BT

KPU-W-P3K-043 1902-08 Perairan Pantai Pasir Putih Tukak Sadai Bangka Selatan 241.6 3° 5' 44,283" LS 106° 40' 30,785" BT

KPU-W-P3K-044 1901-19; 1903-03 Perairan Pulau Bebuar Koba Bangka Tengah 1,460.4 2° 17' 4,365" LS 106° 26' 54,980" BT

KPU-W-P3K-045 1901-19 Perairan Pulau Gusung Asam Koba Bangka Tengah 16.6 2° 15' 29,917" LS 106° 21' 11,089" BT

KPU-W-P3K-046 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Ketugar Koba Bangka Tengah 19.8 2° 15' 8,951" LS 106° 22' 53,492" BT

KPU-W-P3K-047 1901-19 Perairan Pantai Penyak, Kebang Kemilau dan Sekitarnya Koba Bangka Tengah 876.1 2° 24' 55,998" LS 106° 18' 44,063" BT

KPU-W-P3K-048 1901-19; 1903-03; 1903-02 Perairan Pantai Kulur Ilir dan Sekitarnya Koba Bangka Tengah 1,149.3 2° 29' 21,760" LS 106° 27' 46,912" BT

KPU-W-P3K-049 1901-19 Perairan Pantai Pulau Ketawai Koba Bangka Tengah 171.8 2° 16' 1,222" LS 106° 19' 41,203" BT

KPU-W-P3K-050 1903-07 Perairan Pulau Tukung Kelasa Lubuk Besar Bangka Tengah 370.1 2° 28' 3,075" LS 106° 58' 17,173" BT

KPU-W-P3K-051 1903-11 Perairan Pulau Kelasa dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 331.9 2° 24' 28,329" LS 107° 4' 34,929" BT

KPU-W-P3K-052 1901-20 Perairan Pulau Semujur, Gusunggurak dan Panjang Pangkalan Baru Bangka Tengah 6,559.5 2° 9' 55,014" LS 106° 17' 0,224" BT

KPU-W-P3K-053 1901-10 Perairan Pulau Tikus, Perairan Gadung, dan Perairan Pelepas Sungai Selan Bangka Tengah 846.3 2° 23' 36,693" LS 105° 45' 43,803" BT

KPU-W-P3K-054 1903-13 Perairan Pulau Mentikus Badau Belitung 6.3 2° 50' 57,184" LS 107° 31' 38,620" BT

KPU-W-P3K-055 1903-13 Perairan Tanjung Ular Badau Belitung 351.6 2° 54' 34,538" LS 107° 32' 6,375" BT

KPU-W-P3K-056 1903-13; 1904-03 Perairan Pulau Ru, Anak Ru Sikok, Anak Ru Duak, Anak Ru Tige, Kerenggan, 

Menduluk, dan Sekitarnya

Badau Belitung 997.9 3° 0' 48,168" LS 107° 29' 58,998" BT

KPU-W-P3K-057 1903-13; 1903-16 Perairan Pulau Gusong Bugis, Merak, Tanjung Tikar, Kirip, Bayan, Gusong 

Bugis, Tanjung Pandan, Juru Seberang, dan Sekitarnya

Badau Belitung 1,923.4 2° 49' 6,036" LS 107° 35' 28,141" BT

KPU-W-P3K-058 1903-13 Perairan Pulau Gusungare Badau Belitung 7.0 2° 51' 12,406" LS 107° 32' 46,476" BT

KPU-W-P3K-059 1904-03 Perairan Pulau Baguk, Pluntang Besar, Pluntang Kecil, dan Sekitarnya Membalong Belitung 298.0 3° 2' 21,089" LS 107° 33' 19,802" BT

KPU-W-P3K-060 1903-13; 1904-03 Perairan Pulau Mentarak, Gusong Gudus, Betangan dan Kelebong Membalong Belitung 315.2 2° 58' 43,750" LS 107° 31' 33,843" BT

KPU-W-P3K-061 1904-07 Perairan Pantai Punai, Perairan Pulau Kerdendang, Pulau Kampak, dan 

Sekitarnya

Membalong Belitung 465.9 3° 5' 50,703" LS 107° 51' 18,557" BT

KPU-W-P3K-062 1904-03 Perairan Pulau Seliuk dan Sekitarnya Membalong Belitung 76.8 3° 13' 59,886" LS 107° 32' 19,739" BT

KPU-W-P3K-063 1904-03; 1904-07 Perairan Pulau Baturusak,Genting Kecil, Tanjung Batulubang, Tanjung Genting 

dan Sekitarnya

Membalong Belitung 235.1 3° 14' 22,245" LS 107° 37' 22,713" BT

KPU-W-P3K-064 1904-03 Perairan Pulau Perut, Gusong Seribu dan Seribu Membalong Belitung 1,049.9 3° 13' 58,300" LS 107° 34' 56,666" BT

KPU-W-P3K-065 1903-13; 1903-16 Perairan Tanjung Ru, Pegantungan, Bantan, Muara Sungai Brang, Pulau Rengit, 

Pulau Anak, Lassar, Air Ulim Besar, Air Ulim Kecil, Air Gantung, Dermaga Ulim, 

dan Sekitarnya

Membalong Belitung 1,180.5 2° 56' 23,368" LS 107° 34' 8,275" BT

KPU-W-P3K-066 1903-13; 1904-03; 1904-07 Perairan Air Dudat, Teluk Brang, Tanjung Merang, Teluk Membalong, 

Ujunggeresik, Air Mensuci, Padangkandis, Air Naga, Tanjung Tembelan, Tanjung 

Aik Lancang, Teluk Gembira, Air Belian, Pulau Seliuk, Pantai Teluk Gembira 

dan Sekitarnya

Membalong Belitung 4,702.7 3° 7' 46,124" LS 107° 34' 26,110" BT

KPU-W-P3K-067 1903-13 Perairan Pulau Sepindang Selat Nasik Belitung 58.0 2° 55' 55,416" LS 107° 29' 3,060" BT

KPU-W-P3K-068 1903-13 Perairan Pulau Sekutai, Tamber, Sebongkok, Ketuang, Tambor, Timur 

Mendanau dan Sekitarnya

Selat Nasik Belitung 826.0 2° 50' 52,598" LS 107° 29' 23,739" BT

KPU-W-P3K-069 1903-17 Perairan Pulau Tukongkikmoi, Malangpenyu dan Sekitarnya Sijuk Belitung 202.0 2° 32' 31,755" LS 107° 40' 36,207" BT

KPU-W-P3K-070 1903-17 Perairan Pulau Bekukor Sijuk Belitung 6.2 2° 34' 54,320" LS 107° 37' 48,309" BT

KPU-W-P3K-071 1903-17 Perairan Pulau Malangarak Sijuk Belitung 20.9 2° 34' 17,751" LS 107° 37' 34,950" BT

KPU-W-P3K-072 1903-17 Perairan Pulau Mempali Sijuk Belitung 125.4 2° 32' 39,504" LS 107° 51' 49,171" BT

KPU-W-P3K-073 1903-17 Perairan Pulau Malang Kitaer Sijuk Belitung 5.6 2° 34' 44,338" LS 107° 37' 24,829" BT

KPU-W-P3K-074 1903-17 Perairan Pulau Ceparcepur, Batuneksauya, Tebirik, Tebirik Kecik dan 

Sekitarnya

Sijuk Belitung 318.5 2° 31' 55,451" LS 107° 38' 58,580" BT

KPU-W-P3K-075 1903-17 Perairan Pulau Batu Kecipai, Batu Pendaunan, Perairan Pulau Siantu, Perairan 

Tanjung Tinggi dan Perairan Tanjung Sengkali

Sijuk Belitung 1,443.4 2° 32' 26,869" LS 107° 45' 45,587" BT

Wisata Alam 

Pantai/Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil

Pariwisata



KPU-W-P3K-076 1903-14; 1903-17 Perairan Pulau Kepayang, Pulau Aji, Pulau Damayan, Pulau Tukong Kerak, 

Pulau Kerak, Tanjung Jebut, Tanjung Kelayang, Tanjung Kubu, Pulau Kelayang, 

Tukongkelayang, Tanjung Kelayang Utara, Tanjung Pendam, Teluk Kelayang 

dan Sekitarnya

Sijuk Belitung 3,603.4 2° 37' 49,078" LS 107° 38' 47,214" BT

KPU-W-P3K-077 1903-17 Perairan Pulau Malang Besar Sijuk Belitung 5.0 2° 33' 20,213" LS 107° 37' 11,152" BT

KPU-W-P3K-078 1903-17 Perairan Pulau Limausering dan Bira Sijuk Belitung 50.9 2° 32' 2,386" LS 107° 50' 30,072" BT

KPU-W-P3K-079 1903-17 Perairan Pantai Tanjung Pendam Tanjung Pandan Belitung 10.2 2° 44' 44,202" LS 107° 37' 19,094" BT

KPU-W-P3K-080 1903-14; 1903-17; 1903-13; 1903-

16

Perairan Pulau Kelumuak dan Sekitarnya Tanjung Pandan Belitung 230.4 2° 45' 8,715" LS 107° 36' 55,478" BT

KPU-W-P3K-081 1903-13 Perairan Pulau Kalimambang dan Anak Kalimambang Tanjung Pandan Belitung 34.1 2° 46' 50,511" LS 107° 32' 7,429" BT

KPU-W-P3K-082 1905-03 Perairan Desa Mengkubang dan Desa Sukamandi Damar Belitung Timur 598.1 2° 48' 19,244" LS 108° 17' 31,731" BT

KPU-W-P3K-083 1905-04 Perairan Pulau Karang Tambang Damar Belitung Timur 14.4 2° 41' 14,743" LS 108° 12' 6,536" BT

KPU-W-P3K-084 1904-08 Perairan Pulau Batun, Putih dan Sekitarnya Dendang Belitung Timur 974.6 3° 47' 48,780" LS 108° 3' 9,365" BT

KPU-W-P3K-085 1905-03; 1904-15 Perairan Pulau Sukun Gantung Belitung Timur 373.4 3° 0' 52,508" LS 108° 16' 38,457" BT

KPU-W-P3K-086 1904-11; 1904-15 Perairan Pulau Panjang, Nepi dan Sekitarnya Gantung Belitung Timur 620.7 3° 12' 53,876" LS 108° 11' 47,558" BT

KPU-W-P3K-087 1904-11; 1904-15 Perairan Pulau Pakuk, Kenak, Lindung Laut, Lindung Darat, Aik Darat dan 

Sekitarnya

Gantung Belitung Timur 750.8 3° 10' 40,056" LS 108° 11' 33,715" BT

KPU-W-P3K-088 1904-15 Perairan Pulau Sekepar Gantung Belitung Timur 789.5 3° 9' 5,504" LS 108° 14' 4,190" BT

KPU-W-P3K-089 1904-15 Perairan Pulau Melidang Gantung Belitung Timur 167.6 3° 3' 49,280" LS 108° 17' 59,201" BT

KPU-W-P3K-090 1905-01 Perairan Utara Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 3.4 2° 34' 17,357" LS 107° 56' 39,160" BT

KPU-W-P3K-091 1905-01 Perairan Pulau Tenga dan Tanggak Batu Kelapa Kampit Belitung Timur 58.2 2° 38' 43,465" LS 108° 1' 45,048" BT

KPU-W-P3K-092 1905-03 Pulau Karanggusongjong Manggar Belitung Timur 379.9 2° 58' 14,319" LS 108° 20' 53,887" BT

KPU-W-P3K-093 1905-03 Pulau Mirang Manggar Belitung Timur 378.4 2° 55' 59,828" LS 108° 22' 5,037" BT

KPU-W-P3K-094 1905-03 Perairan Pantai Keramat, Oliver, Serdang, dan Sekitarnya Manggar Belitung Timur 494.9 2° 52' 35,840" LS 108° 17' 52,952" BT

KPU-W-P3K-095 1905-03 Perairan Pantai Nyiur Melambai dan Sekitarnya Manggar Belitung Timur 46.8 2° 53' 28,604" LS 108° 16' 44,525" BT

KPU-W-P3K-096 1905-03 Pulau Obi dan Buronggantong Manggar Belitung Timur 751.1 2° 58' 35,478" LS 108° 16' 17,354" BT

KPU-W-P3K-097 1904-11 Perairan Pulau Keluang Simpang Pesak Belitung Timur 113.9 3° 9' 32,978" LS 107° 55' 11,539" BT

KPU-W-P3K-098 1904-10 Perairan Pulau Ketapang Barat Laut Simpang Pesak Belitung Timur 239.6 3° 24' 48,942" LS 107° 57' 31,027" BT

KPU-W-P3K-099 1904-11 Perairan Pulau Berukik Laut dan  Pulau Berukik Tengah Simpang Pesak Belitung Timur 62.8 3° 13' 38,646" LS 107° 56' 40,581" BT

KPU-W-P3K-100 1901-20 Perairan Pantai Pasir Padi, Batu Belubang, Semujur, Pulau Batu Belubang, 

Batu Buntal, Pantai Kedompel, Pantai Tanah Merah, Pantai Baskara Bhakti, 

Tanjung Udang dan Sekitarnya 

Bukit Intan Pangkal Pinang 1,288.8 2° 8' 47,488" LS 106° 11' 7,282" BT

KPU-W-ABL-001 1907-03 Perairan Pulau Pekajang Belinyu Bangka 325.4 1° 6' 27,906" LS 105° 23' 6,994" BT

KPU-W-ABL-002 1901-06 Karang Berang-berang Simpang Teritip Bangka Barat 1,575.7 2° 12' 33,468" LS 105° 19' 48,029" BT

KPU-W-ABL-003 1903-09 Perairan Pantai Batu Tambun Kepulauan Pongok Bangka Selatan 20.8 2° 53' 57,223" LS 107° 2' 22,184" BT

KPU-W-ABL-004 1903-05 Perairan Pantai Tanjung Labu Lepar Pongok Bangka Selatan 57.7 2° 57' 10,199" LS 106° 54' 40,091" BT

KPU-W-ABL-005 1903-05 Perairan Pulau Kelapan Lepar Pongok Bangka Selatan 4.0 2° 50' 43,882" LS 106° 49' 52,326" BT

KPU-W-ABL-006 1903-05 Perairan Pulau Ibul Lepar Pongok Bangka Selatan 216.7 2° 53' 20,856" LS 106° 46' 7,548" BT

KPU-W-ABL-007 1903-01; 1903-05 Perairan Pantai Tanjung Bugis dan Pulau Burung Lepar Pongok Bangka Selatan 630.9 2° 52' 57,651" LS 106° 43' 52,803" BT

KPU-W-ABL-008 1903-01 Perairan Pulau Anakaik Lepar Pongok Bangka Selatan 233.8 2° 58' 1,847" LS 106° 40' 33,923" BT

KPU-W-ABL-009 1903-01 Perairan Pulau Panjang, Perairan Pulau Mentangor dan Perairan Pulau Tinggi Lepar Pongok Bangka Selatan 490.4 2° 58' 40,317" LS 106° 42' 10,758" BT

KPU-W-ABL-010 1902-10 Perairan Pulau Pergam Lepar Pongok Bangka Selatan 39.9 3° 2' 44,333" LS 106° 51' 20,136" BT

KPU-W-ABL-011 1903-05 Perairan Pulau Pulau Seniur Lepar Pongok Bangka Selatan 349.1 2° 50' 22,645" LS 106° 47' 22,244" BT

KPU-W-ABL-012 1903-05 Perairan Pulau Kelapan Lepar Pongok Bangka Selatan 404.3 2° 51' 4,749" LS 106° 50' 31,777" BT

KPU-W-ABL-013 1903-01 Mangrove Tukak Tukak Sadai Bangka Selatan 219.8 2° 58' 18,977" LS 106° 38' 54,104" BT

KPU-W-ABL-014 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Gusung Asam Koba Bangka Tengah 13.5 2° 15' 5,198" LS 106° 22' 26,105" BT

KPU-W-ABL-015 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Ketawai dan Pulau Gusung Asam Koba Bangka Tengah 2,129.2 2° 15' 49,230" LS 106° 20' 0,947" BT

KPU-W-ABL-016 1903-13 Perairan Pulau Mentikus Badau Belitung 10.3 2° 50' 54,067" LS 107° 31' 46,511" BT

KPU-W-ABL-017 1903-13; 1904-03 Perairan Pulau Kerenggan Badau Belitung 27.0 3° 0' 30,950" LS 107° 30' 29,973" BT

KPU-W-ABL-018 1904-07 Perairan Pulau Kampak Membalong Belitung 21.0 3° 5' 53,322" LS 107° 50' 59,303" BT

KPU-W-ABL-019 1904-07 Perairan Pulau Batupenyuk Membalong Belitung 4.1 3° 14' 26,562" LS 107° 38' 13,809" BT

KPU-W-ABL-020 1904-03 Perairan Pulau Pluntang Kecil Membalong Belitung 46.4 3° 3' 17,736" LS 107° 34' 7,896" BT

KPU-W-ABL-021 1904-07 Perairan Teluk Balok, Pulau Kampak dan Sekitarnya Membalong Belitung 153.6 3° 5' 38,017" LS 107° 52' 1,133" BT

KPU-W-ABL-022 1904-02; 1904-06; 1904-01; 1904-

05

Perairan Membalong Membalong Belitung 21,689.0 3° 26' 4,495" LS 107° 34' 6,468" BT

KPU-W-ABL-023 1904-02 Perairan Membalong Membalong Belitung 6,824.0 3° 24' 40,072" LS 107° 26' 53,017" BT

KPU-W-ABL-024 1904-02 Perairan Membalong Membalong Belitung 1,574.6 3° 24' 28,672" LS 107° 22' 26,555" BT

KPU-W-ABL-025 1904-02 Perairan Membalong Membalong Belitung 771.4 3° 25' 11,730" LS 107° 24' 16,822" BT

KPU-W-ABL-026 1903-17 Perairan Pulau Pegadoran Sijuk Belitung 4.1 2° 33' 45,920" LS 107° 38' 42,793" BT

Wisata Alam 

Pantai/Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil
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KPU-W-ABL-027 1903-17 Perairan Pulau Malangpenyu Sijuk Belitung 14.4 2° 32' 21,801" LS 107° 41' 24,335" BT

KPU-W-ABL-028 1903-17 Perairan Pulau Damayan Sijuk Belitung 11.5 2° 32' 57,916" LS 107° 38' 48,051" BT

KPU-W-ABL-029 1903-17 Perairan Pulau Ceparcepur, dan Sekitarnya Sijuk Belitung 17.4 2° 32' 2,531" LS 107° 39' 9,734" BT

KPU-W-ABL-030 1903-17 Perairan Pulau Pepaya dan Pantai Tanjung Tinggi Sijuk Belitung 3.4 2° 32' 54,287" LS 107° 42' 54,556" BT

KPU-W-ABL-031 1903-17 Perairan Pulau Batukecipai Sijuk Belitung 4.1 2° 32' 33,183" LS 107° 43' 25,411" BT

KPU-W-ABL-032 1903-17 Perairan Pelepak Pute Sijuk Belitung 3.6 2° 32' 29,143" LS 107° 47' 21,772" BT

KPU-W-ABL-033 1903-17 Perairan Pulau Malangkitaer Sijuk Belitung 3.8 2° 34' 46,674" LS 107° 37' 20,289" BT

KPU-W-ABL-034 1903-17 Perairan Pulau Burung Sijuk Belitung 26.4 2° 33' 58,119" LS 107° 37' 33,335" BT

KPU-W-ABL-035 1903-17 Perairan Pulau Siantu Sijuk Belitung 6.6 2° 31' 26,752" LS 107° 48' 33,578" BT

KPU-W-ABL-036 1903-17 Perairan Pulau Malang Arak, Bekukor, dan Sekitarnya Sijuk Belitung 35.0 2° 34' 44,867" LS 107° 37' 33,306" BT

KPU-W-ABL-037 1903-17 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 3.5 2° 35' 38,335" LS 107° 37' 44,019" BT

KPU-W-ABL-038 1903-17 Perairan Pulau Tukong Laut, Darat dan Lengkuas Sijuk Belitung 35.8 2° 32' 14,594" LS 107° 37' 19,081" BT

KPU-W-ABL-039 1903-17 Perairan Pulau Batu Berlayar, Batugerude, Tukongkikmoi dan Sekitarnya Sijuk Belitung 18.0 2° 32' 59,829" LS 107° 40' 22,347" BT

KPU-W-ABL-040 1903-17 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 6.3 2° 34' 56,596" LS 107° 38' 27,278" BT

KPU-W-ABL-041 1903-17 Perairan Pulau Lutong Sijuk Belitung 11.6 2° 35' 14,298" LS 107° 36' 57,769" BT

KPU-W-ABL-042 1903-17 Perairan Pulau Mempali, Batuaji, dan Sekitarnya Sijuk Belitung 263.6 2° 32' 21,484" LS 107° 51' 27,776" BT

KPU-W-ABL-043 1905-01 Perairan Pulau Pemulutan Kecik, Pulau Batu Bedil, Pulau Bedil, Pulau 

Baturiung, Pulau Umang Kecil, dan Sekitarnya

Sijuk Belitung 671.9 2° 32' 33,531" LS 107° 55' 35,685" BT

KPU-W-ABL-044 1903-13 Perairan Pulau Kalimambang Tanjung Pandan Belitung 30.4 2° 46' 44,823" LS 107° 31' 43,306" BT

KPU-W-ABL-045 1903-13 Perairan Pulau Gusong Bugis Tanjung Pandan Belitung 3.6 2° 46' 5,689" LS 107° 36' 13,934" BT

KPU-W-ABL-046 1903-17 Perairan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Belitung 7.7 2° 43' 3,426" LS 107° 37' 18,119" BT

KPU-W-ABL-047 1903-13 Perairan Pulau Ulatbulu Tanjung Pandan Belitung 104.6 2° 46' 52,498" LS 107° 33' 54,147" BT

KPU-W-ABL-048 1905-04 Perairan Damar Damar Belitung Timur 3.1 2° 42' 39,653" LS 108° 16' 22,930" BT

KPU-W-ABL-049 1905-03 Perairan Pantai Kuale Tambak Damar Belitung Timur 11.0 2° 46' 45,684" LS 108° 16' 24,645" BT

KPU-W-ABL-050 1905-04 Perairan Pulau Batu Burok Damar Belitung Timur 17.4 2° 44' 58,771" LS 108° 16' 34,479" BT

KPU-W-ABL-051 1905-04 Perairan Pulau Karang Mandi dan Desa Burong Mandi Damar Belitung Timur 15.6 2° 44' 37,174" LS 108° 15' 54,227" BT

KPU-W-ABL-052 1905-01; 1905-04 Perairan Pulau Pekandis Damar Belitung Timur 74.6 2° 37' 7,247" LS 108° 12' 19,184" BT

KPU-W-ABL-053 1905-04 Perairan Pantai Burung Mandi dan Pulau Tang Damar Belitung Timur 88.7 2° 44' 13,817" LS 108° 15' 13,314" BT

KPU-W-ABL-054 1905-01; 1905-04 Perairan Desa Burong Mandi, Mempaya dan Air Kelik Damar Belitung Timur 678.6 2° 41' 59,562" LS 108° 12' 54,193" BT

KPU-W-ABL-055 1904-07 Perairan Pulau Batun, Putih, Dendang dan Sekitarnya Dendang Belitung Timur 32.7 3° 3' 36,585" LS 107° 51' 33,384" BT

KPU-W-ABL-056 1904-07; 1904-11 Perairan Teluk Balok, Pulau Gusongtere, Karanglesong, Karangmelanau, Bayan 

dan Sekitarnya

Dendang Belitung Timur 2,931.7 3° 10' 20,922" LS 107° 53' 21,778" BT

KPU-W-ABL-057 1904-15 Perairan Pulau Gusong Bende Tige Gantung Belitung Timur 74.4 3° 2' 32,582" LS 108° 15' 28,957" BT

KPU-W-ABL-058 1904-15 Perairan Pulau Selanduk Gantung Belitung Timur 154.7 3° 3' 19,896" LS 108° 14' 8,734" BT

KPU-W-ABL-059 1905-03 Perairan Gantung Gantung Belitung Timur 11.2 2° 59' 16,464" LS 108° 13' 16,826" BT

KPU-W-ABL-060 1905-03 Perairan Gantung Gantung Belitung Timur 20.0 2° 57' 50,127" LS 108° 14' 36,684" BT

KPU-W-ABL-061 1904-15; 1904-14 Perairan Pulau Air Masin Kecil, Airmasin, Gusongpangau, Pangau, 

Karangberhala, Matai, Belukut, Menterus, Long, Pengapit Gede, Kecik, 

Karanglampu dan Sekitarnya

Gantung Belitung Timur 7,921.5 3° 17' 32,473" LS 108° 24' 47,449" BT

KPU-W-ABL-062 1904-15 Perairan Pulau Aer, Sentuang, Meriam, Gusongpulauaer, Rotan, Karangtigepulo 

dan Sekitarnya

Gantung Belitung Timur 1,429.8 3° 12' 17,330" LS 108° 18' 21,679" BT

KPU-W-ABL-063 1904-11; 1904-15 Perairan Pulau Selanduk, Batupaka, Batupute, Ayam Besar, Serukat, Panjang, 

Nepi, dan Sekitarnya

Gantung Belitung Timur 11,809.5 3° 8' 39,608" LS 108° 12' 22,836" BT

KPU-W-ABL-064 1905-01 Perairan Pantai Tanjung Sebatang dan Kelapa Kampit Kelapa Kampit Belitung Timur 174.2 2° 40' 0,028" LS 108° 9' 35,120" BT

KPU-W-ABL-065 1905-01 Perairan Pulau Keran dan Sekitarnya Kelapa Kampit Belitung Timur 598.0 2° 33' 9,303" LS 107° 58' 12,879" BT

KPU-W-ABL-066 1905-01 Perairan Pulau Saung, Pantai Sangaran, Kelapa Kampit dan Sekitarnya Kelapa Kampit Belitung Timur 2,463.9 2° 36' 29,791" LS 108° 4' 12,622" BT

KPU-W-ABL-067 1905-01 Perairan Pulau Baturiung, Pulau Batupulas, Pulau Batusuaklumpur, Kelapa 

Kampit

Kelapa Kampit Belitung Timur 299.6 2° 34' 30,552" LS 107° 58' 19,979" BT

KPU-W-ABL-068 1904-10 Perairan Pulau Ketapang Utara Simpang Pesak Belitung Timur 16.0 3° 21' 38,000" LS 107° 56' 8,807" BT

KPU-W-ABL-069 1904-11; 1904-10 Perairan Pulau Batutigetukuk, Pulau Gusong Putra, Pantai Batu Buyong, 

Gusong Batu Itam, Pulau Batuacok, Pulau Batu Itam, Simpang Pesak dan 

Pantai Batu Lalang

Simpang Pesak Belitung Timur 3,656.7 3° 14' 54,473" LS 108° 6' 30,096" BT

KPU-W-ABL-070 1904-07; 1904-11; 1904-10 Perairan Pulau Babi, Pulau Keluang, Pulau Batu Malang, Tanjung 

Piatu,Perairan Ipil, Batutinde, Pulau Baungampar, Pulau Suakaris Duak, Pulau 

Punai, Pulau Batugang, Pulau Batuatut, dan Pulau Suakaris

Simpang Pesak Belitung Timur 9,444.6 3° 12' 26,323" LS 107° 58' 29,607" BT

KPU-W-OR-001 1901-20 Perairan Pulau Semujur Pangkalan Baru Bangka Tengah 59.8 2° 12' 39,190" LS 106° 15' 15,125" BT

KPU-W-OR-002 1901-10 Perairan Pulau Nangka Sungai Selan Bangka Tengah 209.7 2° 24' 32,839" LS 105° 47' 22,245" BT

KPU-W-OR-003 1903-17 Perairan Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi Sijuk Belitung 154.7 2° 33' 27,770" LS 107° 41' 34,831" BT

KPU-PL-DLK-001 1901-13 Perairan Teluk Kelabat Belinyu Bangka 955.5 1° 37' 51,836" LS 105° 43' 48,292" BT

KPU-PL-DLK-002 1901-20 Muara Sungai Batu Rusa Merawang Bangka 1,526.8 2° 4' 54,767" LS 106° 11' 0,969" BT

KPU-PL-DLK-003 1901-17 Perairan Tanjung Tuing, dan Pulau Ninduk Riausilip Bangka 438.9 1° 36' 39,991" LS 106° 3' 19,358" BT

KPU-PL-DLK-004 1901-02; 1901-01 Perairan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat 16,795.3 2° 1' 44,841" LS 105° 7' 8,201" BT

KPU-PL-DLK-005 1901-01 Perairan Pantai Iklim Teluk Rubiah, Tanjung Ular, dan Sekitarnya Muntok Bangka Barat 90.3 2° 4' 24,604" LS 105° 9' 33,254" BT

KPU-PL-DLK-006 1903-05; 1903-09 Perairan Pulau Pongok (Liat) dan Celagen Kepulauan Pongok Bangka Selatan 1,867.3 2° 52' 4,607" LS 107° 1' 11,662" BT
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KPU-PL-DLK-007 1903-01; 1903-05; 1902-10 Perairan Sadai, Pulau Kuyung dan Desa Penutuk Lepar Pongok Bangka Selatan 6,866.4 3° 1' 42,737" LS 106° 46' 47,706" BT

KPU-PL-DLK-008 1903-03; 1903-02; 1903-06 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 18,020.4 2° 32' 37,956" LS 106° 43' 30,114" BT

KPU-PL-DLK-009 1901-15 Perairan Tanjung Pura Sungai Selan Bangka Tengah 138.4 2° 25' 55,915" LS 105° 52' 37,496" BT

KPU-PL-DLK-010 1903-13 Pelabuhan Tanjung Batu Badau Belitung 871.1 2° 53' 10,399" LS 107° 33' 26,339" BT

KPU-PL-DLK-011 1903-13 Perairan Tanjung Ru Badau Belitung 97.0 2° 56' 14,171" LS 107° 31' 42,489" BT

KPU-PL-DLK-012 1904-03 Perairan Pulau Seliuk Membalong Belitung 44.7 3° 13' 28,545" LS 107° 32' 46,623" BT

KPU-PL-DLK-013 1903-13 Perairan Tanjung Nyato Selat Nasik Belitung 93.8 2° 52' 45,946" LS 107° 28' 44,162" BT

KPU-PL-DLK-014 1903-14; 1903-17 Pelabuhan ASDP Tanjung Pandan Tanjung Pandan Belitung 254.8 2° 44' 32,243" LS 107° 37' 3,906" BT

KPU-PL-DLK-015 1904-07 Pelabuhan Tanjung Resing Dendang Belitung Timur 391.7 3° 6' 48,356" LS 107° 52' 42,070" BT

KPU-PL-DLK-016 1904-14; 1904-17 Perairan Pulau Long Gantung Belitung Timur 694.6 3° 22' 50,301" LS 108° 29' 14,008" BT

KPU-PL-DLK-017 1905-03 Perairan Desa Baru Manggar Belitung Timur 339.8 2° 50' 51,917" LS 108° 18' 8,875" BT

KPU-PL-WKO-001 1901-16 Perairan Jelitik Sungailiat Bangka 12.6 1° 51' 38,568" LS 106° 7' 53,016" BT

KPU-PL-WKO-002 1901-16 Perairan Jelitik Sungailiat Bangka 11.9 1° 51' 55,623" LS 106° 7' 36,019" BT

KPU-PL-WKO-003 1903-05; 1902-10 Perairan Sadai Tukak Sadai Bangka Selatan 71.2 3° 0' 10,838" LS 106° 44' 11,788" BT

KPU-PL-WKO-004 1903-17 Perairan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Belitung 6.7 2° 44' 42,831" LS 107° 38' 1,385" BT

KPU-PL-WKO-005 1901-20 Perairan Sekitar Muara Sungai Batu Rusa Bukit Intan Pangkal Pinang 94.6 2° 5' 9,650" LS 106° 9' 42,942" BT

KPU-TB-MN-001 1901-09 Perairan Laut Tanjung Sangau Belinyu Bangka 7,585.2 1° 20' 27,787" LS 105° 23' 31,348" BT

KPU-TB-MN-002 1901-13 Perairan Laut Tanjung Terentang Belinyu Bangka 780.0 1° 36' 10,411" LS 105° 43' 13,799" BT

KPU-TB-MN-003 1901-14; 1901-18 Perairan Laut Pesaren Belinyu Bangka 104.5 1° 28' 52,106" LS 105° 51' 58,547" BT

KPU-TB-MN-004 1901-14; 1901-18 Perairan Laut Belinyu dan Sekitarnya Belinyu Bangka 20,605.8 1° 24' 1,352" LS 105° 52' 34,584" BT

KPU-TB-MN-005 1901-13 Perairan Pulau Malangtunggal Belinyu Bangka 266.4 1° 34' 39,723" LS 105° 42' 55,612" BT

KPU-TB-MN-006 1901-10 Utara Perairan Laut Penagan Mendo Barat Bangka 100.0 2° 17' 9,683" LS 105° 47' 38,875" BT

KPU-TB-MN-007 1901-10 Selatan Perairan Laut Penagan Mendo Barat Bangka 38.9 2° 18' 56,543" LS 105° 48' 19,491" BT

KPU-TB-MN-008 1901-11; 1901-10 Perairan Kota Kapur Mendo Barat Bangka 9.0 2° 14' 53,752" LS 105° 46' 21,747" BT

KPU-TB-MN-009 1901-11; 1901-10 Perairan Laut Tanjung Punggur Mendo Barat Bangka 8,717.1 2° 14' 54,204" LS 105° 41' 5,454" BT

KPU-TB-MN-010 1901-11; 1901-10 Selatan Perairan Kota Kapur Mendo Barat Bangka 433.0 2° 16' 9,104" LS 105° 45' 38,231" BT

KPU-TB-MN-011 1901-17; 1901-22 Perairan Laut Tanjung Tuing Riausilip Bangka 6,790.0 1° 33' 56,794" LS 106° 9' 19,572" BT

KPU-TB-MN-012 1901-17; 1901-22 Perairan Laut Tanjung Tuing Riausilip Bangka 6,202.4 1° 35' 22,269" LS 106° 7' 34,846" BT

KPU-TB-MN-013 1901-17; 1901-16; 1901-21 Perairan Laut Deniang, Laut Bedukang, Laut Tanjung Batu, Matras Riausilip Bangka 9,661.6 1° 42' 58,172" LS 106° 4' 59,426" BT

KPU-TB-MN-014 1901-22; 1901-21 Perairan Laut Sungailiat dan Sekitarnya Sungailiat Bangka 4,433.1 1° 45' 27,871" LS 106° 15' 31,349" BT

KPU-TB-MN-015 1901-22; 1901-21 Perairan Laut Sungailiat dan Sekitarnya Sungailiat Bangka 5,828.2 1° 44' 32,780" LS 106° 12' 29,586" BT

KPU-TB-MN-016 1901-16; 1901-21; 1901-20 Perairan Sungailiat, Pulau Malangtut, Pulau Batuhitam, Pulau Karangpanjang 

dan Sekitarnya

Sungailiat Bangka 38,674.4 1° 59' 24,326" LS 106° 15' 5,114" BT

KPU-TB-MN-017 1901-02; 1901-07 Perairan Tanjung Batu, Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air Biat dan 

Sekitarnya

Muntok Bangka Barat 7,124.5 1° 54' 19,902" LS 105° 11' 4,386" BT

KPU-TB-MN-018 1901-02 Perairan Laut Tanjung Ular dan Sekitarnya Muntok Bangka Barat 11,282.1 1° 51' 20,545" LS 105° 5' 53,637" BT

KPU-TB-MN-019 1901-02; 1901-01 Perairan Tanjung Penyigi, Tanjung Berhala, Tanjung Perigibatu dan Sekitarnya Muntok Bangka Barat 6,416.2 2° 1' 36,969" LS 105° 1' 38,288" BT

KPU-TB-MN-020 1901-01 Perairan Tanjung Kalian, dan Sekitarnya Muntok Bangka Barat 165.1 2° 6' 46,033" LS 105° 7' 54,827" BT

KPU-TB-MN-021 1901-01; 1901-06 Perairan Laut Ranggam dan Laut Belo Muntok Bangka Barat 9,370.4 2° 6' 42,833" LS 105° 12' 37,080" BT

KPU-TB-MN-022 1901-09; 1901-14; 1901-03; 1901-

08; 1901-13

Perairan Pulau Manghiu, Batu Panjang, Asau, Mapat, Bedegum, Punai, Perut, 

Buta, Perut, BatuUdang, Ceper, Saman, Batutiung, Kebiung, Ceper, 

Batubunter, Kelape Tengah, Lisum, Tenung, Penaga, dan Sekitarnya

Parit Tiga Bangka Barat 72,291.6 1° 31' 48,471" LS 105° 23' 13,147" BT

KPU-TB-MN-023 1901-14; 1901-13 Perairan Teluk Kelabat Luar dan Sekitarnya Parit Tiga Bangka Barat 34,049.7 1° 30' 26,384" LS 105° 41' 8,503" BT

KPU-TB-MN-024 1901-11 Perairan Laut Tempilang Tempilang Bangka Barat 4,325.5 2° 8' 34,719" LS 105° 38' 44,162" BT

KPU-TB-MN-025 1903-02 Perairan Laut Lubuk Air Gegas Bangka Selatan 2,311.0 2° 43' 35,547" LS 106° 41' 38,930" BT

KPU-TB-MN-026 1902-06 Perairan Pulau Daun Air Gegas Bangka Selatan 323.3 2° 56' 1,940" LS 106° 14' 33,518" BT

KPU-TB-MN-027 1902-10; 1902-13 Perairan Pulau Baginda Utara, Baginda Tengah, Baginda Timur, Baginda 

Selatan, dan Sekitarnya

Kepulauan Pongok Bangka Selatan 20,555.8 3° 7' 21,809" LS 107° 6' 12,463" BT

KPU-TB-MN-028 1903-06; 1903-10 Perairan Pulau Pongok, dan Sekitarnya Kepulauan Pongok Bangka Selatan 12,990.5 2° 41' 26,708" LS 107° 0' 32,405" BT

KPU-TB-MN-029 1902-10 Perairan Laut Baginda Timur, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 155.0 3° 8' 13,463" LS 106° 59' 35,653" BT

KPU-TB-MN-030 1902-10 Perairan Pulau Baginda Timur, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 183.2 3° 6' 50,640" LS 107° 0' 24,929" BT

KPU-TB-MN-031 1902-10 Perairan Laut Tanjung Merun dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 2,376.8 3° 7' 21,594" LS 106° 55' 30,676" BT

KPU-TB-MN-032 1902-10 Perairan Laut Tanjung Merun, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 47.5 3° 5' 40,875" LS 106° 54' 34,088" BT

KPU-TB-MN-033 1902-10 Perairan Laut Tanjung Merun, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 1,976.2 3° 6' 8,045" LS 106° 58' 6,776" BT

KPU-TB-MN-034 1902-10 Perairan Laut Tanjung Merun, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 954.1 3° 3' 7,944" LS 106° 57' 55,552" BT

KPU-TB-MN-035 1902-10 Perairan Laut Lepar Pongok Lepar Pongok Bangka Selatan 129.0 3° 7' 38,513" LS 106° 51' 4,322" BT

KPU-TB-MN-036 1902-10 Perairan Laut Lepar Pongok Lepar Pongok Bangka Selatan 535.2 3° 7' 20,418" LS 106° 49' 27,356" BT

KPU-TB-MN-037 1902-06 Perairan Laut Betumpang Pulau Besar Bangka Selatan 559.7 2° 53' 46,829" LS 106° 9' 22,476" BT

KPU-TB-MN-038 1902-06 Perairan Pulau Daun Pulau Besar Bangka Selatan 2,652.8 2° 55' 16,763" LS 106° 12' 13,587" BT

KPU-TB-MN-039 1901-10; 1901-15; 1902-01; 1902-

03

Perairan Pulau Nangka, Tanjung Bedaun, Laut Permis, dan Laut Sebagin Simpang Rimba Bangka Selatan 16,941.3 2° 33' 49,053" LS 105° 50' 35,010" BT

KPU-TB-MN-040 1902-08 Perairan Laut Tanjung Nangka Toboali Bangka Selatan 4,936.1 3° 11' 18,924" LS 106° 32' 29,635" BT

KPU-TB-MN-041 1902-08 Perairan Pulau Karangnamak Jaoh, dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 122.6 3° 8' 10,492" LS 106° 30' 20,421" BT

KPU-TB-MN-042 1902-08 Perairan Laut Tanjung Paku, dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 25.7 3° 7' 40,762" LS 106° 30' 57,724" BT

KPU-TB-MN-043 1902-08 Perairan Pulau Karangnamak Jaoh, dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 60.2 3° 7' 16,324" LS 106° 29' 53,646" BT
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KPU-TB-MN-044 1902-08 Perairan Laut Toboali dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 882.7 3° 5' 38,996" LS 106° 28' 7,702" BT

KPU-TB-MN-045 1902-08 Perairan Laut Ketapang, Tanjung Kelambui, Tanjung Medang dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 1,612.7 3° 3' 22,366" LS 106° 28' 41,066" BT

KPU-TB-MN-046 1902-06; 1902-05 Perairan Laut  Air Gegas dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 1,316.1 3° 0' 14,952" LS 106° 13' 21,100" BT

KPU-TB-MN-047 1902-06 Perairan Laut Air Gegas, dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 306.7 2° 58' 48,390" LS 106° 14' 52,055" BT

KPU-TB-MN-048 1902-06; 1903-01; 1902-05; 1902-

08

Perairan Laut Tanjung Kubu, Laut Toboali, Laut Kelambui, Desa Rias, Laut 

Tanjung Ketapang, Laut Tanjung Limau, Desa Serdang, dan Sekitarnya

Toboali Bangka Selatan 23,476.4 3° 2' 23,840" LS 106° 20' 58,555" BT

KPU-TB-MN-049 1902-08 Perairan Toboali, Tanjung Pelabuhan Bilik, Tanjung Kubu, Gunung Kubu, 

Tanjung Babtil, Pulau Sangkarikan, Pulau Muaraduo, Pualau Lisum, Pulau 

Senuak Besar, Petianak, Pulau Batu Besar, dan Pulau Malang Belayar

Toboali Bangka Selatan 5,757.9 3° 6' 19,371" LS 106° 36' 0,183" BT

KPU-TB-MN-050 1902-08; 1902-10 Perairan Laut Tanjung Besar, Desa Pasir Putih, Laut Tanjung Nangka, dan 

Sekitarnya

Tukak Sadai Bangka Selatan 2,553.7 3° 10' 47,200" LS 106° 42' 16,415" BT

KPU-TB-MN-051 1902-08; 1902-10 Perairan Laut Tanjung Besar, Desa Pasir Putih, Laut Tanjung Nangka, dan 

Sekitarnya

Tukak Sadai Bangka Selatan 4,846.6 3° 8' 19,145" LS 106° 42' 1,817" BT

KPU-TB-MN-052 1901-19; 1903-03 Perairan Koba dan Sekitarnya Koba Bangka Tengah 7,668.5 2° 21' 40,825" LS 106° 23' 48,056" BT

KPU-TB-MN-053 1903-02 Perairan Desa Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 218.8 2° 39' 36,961" LS 106° 42' 47,089" BT

KPU-TB-MN-054 1903-06 Perairan Desa Batu Beriga Lubuk Besar Bangka Tengah 4,859.4 2° 36' 49,021" LS 106° 47' 19,102" BT

KPU-TB-MN-055 1903-07; 1903-06 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 513.2 2° 29' 35,006" LS 106° 52' 30,036" BT

KPU-TB-MN-056 1903-07 Perairan Lubuk Besar, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 3,476.5 2° 25' 31,966" LS 106° 48' 12,940" BT

KPU-TB-MN-057 1901-19; 1903-03; 1903-07 Perairan Lubuk Besar, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 29,421.9 2° 26' 17,516" LS 106° 38' 30,502" BT

KPU-TB-MN-058 1903-07 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 1,162.6 2° 22' 48,412" LS 106° 53' 49,587" BT

KPU-TB-MN-059 1903-07 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 1,618.1 2° 25' 4,549" LS 106° 52' 10,169" BT

KPU-TB-MN-060 1903-07; 1903-11 Perairan Pulau Tukungkelasa Laut, Tukung Kelasa Darat, Kelasa, dan 

Sekitarnya

Lubuk Besar Bangka Tengah 21,819.3 2° 19' 25,903" LS 107° 0' 48,092" BT

KPU-TB-MN-061 1903-11 Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 1,361.7 2° 18' 0,367" LS 107° 7' 44,985" BT

KPU-TB-MN-062 1903-06 Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 9,679.4 2° 42' 9,951" LS 106° 49' 48,347" BT

KPU-TB-MN-063 1903-06 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 4,225.5 2° 40' 38,560" LS 106° 54' 21,093" BT

KPU-TB-MN-064 1903-06 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 212.7 2° 35' 1,763" LS 106° 54' 54,216" BT

KPU-TB-MN-065 1903-06; 1903-10 Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 8,051.0 2° 34' 13,319" LS 107° 0' 47,096" BT

KPU-TB-MN-066 1903-06 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 630.8 2° 33' 48,806" LS 106° 57' 0,445" BT

KPU-TB-MN-067 1903-11; 1903-10 Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 6,980.7 2° 31' 0,157" LS 107° 5' 32,745" BT

KPU-TB-MN-068 1901-20; 1901-19 Perairan Laut Pasir Padi, perairan Kecamatan Pangaklan baru dan Perairan 

Namang

Pangkalan Baru Bangka Tengah 11,333.7 2° 11' 29,178" LS 106° 13' 23,006" BT

KPU-BD-BL-001 1901-11 Perairan Pulau Batuberenguh, Pulau Mondong Mendo Barat Bangka 114.1 2° 12' 40,775" LS 105° 45' 8,175" BT

KPU-BD-BL-002 1901-11 Perairan Desa Kota Kapur dan Sekitarnya Mendo Barat Bangka 147.9 2° 13' 40,685" LS 105° 47' 5,934" BT

KPU-BD-BL-003 1901-21; 1901-20 Perairan Pulau Karangpanjang Merawang Bangka 69.7 1° 59' 33,205" LS 106° 9' 4,910" BT

KPU-BD-BL-004 1901-11 Perairan Air Asem, Air Perepat Putus dan Sekitarnya Puding Besar Bangka 3,455.4 2° 9' 50,136" LS 105° 44' 24,770" BT

KPU-BD-BL-005 1901-12 Perairan Pulau Anak Keleang Barat Riau Silip Bangka 10.3 1° 48' 25,040" LS 105° 47' 19,159" BT

KPU-BD-BL-006 1901-16 Perairan Desa Deniang, Pulau Tiga, Pulau Anak Tiga, dan Sekitarnya Sungailiat Bangka 115.3 1° 46' 57,361" LS 106° 6' 4,455" BT

KPU-BD-BL-007 1901-16; 1901-21 Perairan Pulau Batubedaun Sungailiat Bangka 171.2 1° 50' 51,785" LS 106° 7' 38,690" BT

KPU-BD-BL-008 1901-13; 1901-12 Perairan Teluk Kelabat Dalam Jebus Bangka Barat 7,947.8 1° 43' 14,916" LS 105° 41' 56,302" BT

KPU-BD-BL-009 1901-02 Perairan Desa Air Limau, Tanjung Pelanak, Air Semugur, Muara Bendu, 

Tanjung Bendul, Tanjung Pegigibatu, Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air 

Nipah, Air Nipah Besar, dan Sekitarnya

Muntok Bangka Barat 381.4 1° 55' 27,859" LS 105° 11' 31,080" BT

KPU-BD-BL-010 1901-09; 1901-14; 1901-08; 1901-

13

Perairan Pulau Malanghiu Parit Tiga Bangka Barat 4,512.8 1° 29' 46,396" LS 105° 33' 28,769" BT

KPU-BD-BL-011 1901-14 Perairan Pulau Malangduyung Parit Tiga Bangka Barat 1,705.9 1° 28' 28,885" LS 105° 37' 9,201" BT

KPU-BD-BL-012 1901-13 Perairan Pulau Putri, Pulau Nanas, Pulau Nanas Kecil Parit Tiga Bangka Barat 2,317.1 1° 36' 42,901" LS 105° 42' 14,556" BT

KPU-BD-BL-013 1901-13 Perairan Desa Semulut, Pulau Batupecah, Pulau Batubundek, Pulau 

Batubelunjung, dan Sekitarnya

Parit Tiga Bangka Barat 292.3 1° 37' 25,599" LS 105° 38' 5,751" BT

KPU-BD-BL-014 1901-01; 1901-06; 1901-11 Perairan Perairan Kundi, Air Masar, Air Terabek Kecil, Seberang, dan Sekitarnya Simpang Teritip Bangka Barat 20,981.0 2° 8' 8,105" LS 105° 24' 17,489" BT

KPU-BD-BL-015 1901-07 Perairan Pulau Bembang, dan Sekitarnya Simpang Teritip Bangka Barat 3.9 1° 45' 12,955" LS 105° 24' 7,893" BT

KPU-BD-BL-016 1901-08; 1901-07 Perairan Tanjung Genting, Tanjung Batubelayar, Tanjung Karang Merawang, 

Teluk Lebai, Teluk Kampa, Pulau Patok, Penaga dan Sekitarnya

Simpang Teritip Bangka Barat 21,517.1 1° 46' 25,346" LS 105° 19' 32,170" BT

KPU-BD-BL-017 1903-06; 1903-05 Perairan Pulau Kelapan dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 2,788.6 2° 48' 35,310" LS 106° 55' 19,972" BT

KPU-BD-BL-018 1902-03 Perairan Bangkakota Simpang Rimba Bangka Selatan 83.2 2° 31' 33,906" LS 105° 55' 55,267" BT

KPU-BD-BL-019 1903-01 Perairan Pulau Tinggi, Pulau Panjang, Pulau Mentang, Pulau Anak Aik Tukak Sadai Bangka Selatan 1,435.4 2° 58' 20,873" LS 106° 41' 18,509" BT

KPU-BD-BL-020 1902-08; 1902-10 Perairan Tanjung Kemirai, Desa Pasir Putih dan Sekitarnya Tukak Sadai Bangka Selatan 1,231.1 3° 6' 45,154" LS 106° 43' 16,216" BT

KPU-BD-BL-021 1901-20; 1901-19; 1903-03 Perairan Koba dan Sekitarnya Koba Bangka Tengah 34,973.6 2° 19' 40,956" LS 106° 21' 57,230" BT

KPU-BD-BL-022 1903-02 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 92.9 2° 31' 59,668" LS 106° 38' 59,546" BT

KPU-BD-BL-023 1903-06 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 57.4 2° 33' 32,334" LS 106° 46' 43,732" BT

KPU-BD-BL-024 1903-06 Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 702.7 2° 36' 54,888" LS 106° 53' 45,323" BT

KPU-BD-BL-025 1903-06 Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 2,183.9 2° 33' 7,855" LS 106° 53' 29,659" BT

KPU-BD-BL-026 1901-19; 1903-03; 1903-07; 1903-

02; 1903-06

Perairan Lubuk Besar dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 14,957.2 2° 28' 45,388" LS 106° 38' 11,152" BT

KPU-BD-BL-027 1903-03 Perairan Lubuk Besar dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 4,901.3 2° 23' 18,530" LS 106° 36' 12,370" BT

KPU-BD-BL-028 1903-02; 1903-06; 1903-01; 1903-

05

Perairan Batuberiga, Pantai Batuberiga, Selat Lepar dan Sekitarnya Lubuk Besar Bangka Tengah 41,609.7 2° 45' 39,259" LS 106° 44' 23,405" BT
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KPU-BD-BL-029 1901-10 Perairan Pulau Nangka dan Sekitarnya Sungai Selan Bangka Tengah 40.1 2° 25' 9,766" LS 105° 47' 47,530" BT

KPU-BD-BL-030 1901-10 Perairan Desa Tanjungpura Kecamatan Sungaiselan Sungai Selan Bangka Tengah 967.3 2° 23' 53,195" LS 105° 49' 5,999" BT

KPU-BD-BL-031 1901-10 Perairan Desa Tanjung Pura Sungai Selan Bangka Tengah 67.6 2° 20' 36,147" LS 105° 48' 42,938" BT

KPU-BD-BL-032 1903-13 Perairan Pulau Gusongare Badau Belitung 378.5 2° 51' 29,497" LS 107° 33' 15,216" BT

KPU-BD-BL-033 1903-13 Perairan Pegantungan Badau Belitung 302.9 2° 55' 48,559" LS 107° 34' 10,667" BT

KPU-BD-BL-034 1904-07 Perairan Tanjung Butong, Tanjung Rusa, dan Tanjung Kerdendang Membalong Belitung 42.6 3° 7' 54,696" LS 107° 51' 1,847" BT

KPU-BD-BL-035 1904-03 Perairan Pulau Baguk, Pluntang Besar dan Pluntang Kecil Membalong Belitung 525.2 3° 2' 38,081" LS 107° 33' 56,152" BT

KPU-BD-BL-036 1903-13; 1904-03 Perairan Tanjung Ular, Pulau Ru, Kelebong, Betangan, Baguk, Mengkukong, 

Tanjung Batu Menak, Kerenggan, Menduluk,Rengit, Anak, dan Sekitarnya

Membalong Belitung 4,911.0 2° 59' 34,495" LS 107° 32' 35,818" BT

KPU-BD-BL-037 1904-03 Perairan Pulau Seliuk Membalong Belitung 800.7 3° 11' 48,443" LS 107° 33' 13,405" BT

KPU-BD-BL-038 1904-03 Perairan Pulau Seliuk Membalong Belitung 574.9 3° 13' 50,149" LS 107° 33' 9,393" BT

KPU-BD-BL-039 1903-13 Selat Naduk Selat Nasik Belitung 386.4 2° 55' 6,767" LS 107° 28' 46,798" BT

KPU-BD-BL-040 1903-13 Perairan Pulau Sekutai, Sebongkok dan Selat Sebongkok Selat Nasik Belitung 325.1 2° 50' 39,000" LS 107° 29' 32,945" BT

KPU-BD-BL-041 1903-17 Perairan Desa Sungai Padang dan Pulau Mempali Sijuk Belitung 424.0 2° 32' 57,312" LS 107° 51' 4,637" BT

KPU-BD-BL-042 1905-01 Perairan Tanjung Pesairan dan Sekitarnya Damar Belitung Timur 2.0 2° 41' 2,613" LS 108° 11' 40,012" BT

KPU-BD-BL-043 1905-01 Perairan Desa Air Kelik Damar Belitung Timur 151.4 2° 40' 40,503" LS 108° 9' 43,782" BT

KPU-BD-BL-044 1904-15 Perairan Desa Batu Penyu dan Sekitarnya Gantung Belitung Timur 7.9 3° 4' 13,863" LS 108° 12' 36,067" BT

KPU-BD-BL-045 1904-15 Perairan Pulau Kuale, Pulau Gusongcine, Air Seranggas, Desa Batu Penyu dan 

Sekitarnya

Gantung Belitung Timur 576.2 3° 2' 40,439" LS 108° 13' 14,920" BT

KPU-BD-BL-046 1905-01 Perairan Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 10.2 2° 37' 4,199" LS 108° 0' 14,846" BT

KPU-BD-BL-047 1905-01 Perairan Desa Senyubuk Kelapa Kampit Belitung Timur 408.6 2° 37' 27,102" LS 108° 2' 9,828" BT

KPU-BD-BL-048 1905-01 Perairan Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 185.5 2° 36' 5,906" LS 108° 0' 45,504" BT

KPU-BD-BL-049 1905-01 Perairan Utara Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 293.2 2° 33' 41,592" LS 107° 58' 51,651" BT

KPU-BD-BL-050 1905-01 Perairan Pulau Saung, Tanjung Pating, Tanjung Batu, dan Sekitarnya Kelapa Kampit Belitung Timur 3,038.3 2° 35' 32,368" LS 108° 4' 36,616" BT

KPU-BD-BL-051 1904-11 Perairan Air Langir, Air Sambar, Pulau Batupute, Pulau Batupekau, dan 

Sekitarnya

Simpang Pesak Belitung Timur 611.7 3° 10' 52,774" LS 108° 5' 10,813" BT

KPU-BD-BL-052 1904-11 Perairan Pulau Berukik, Berukik Laut,dan Berukik Tengah Simpang Pesak Belitung Timur 559.0 3° 13' 26,299" LS 107° 56' 13,942" BT

KPU-BD-BL-053 1904-07; 1904-11 Perairan Pulau Gusongtiangpal dan Sekitarnya Simpang Pesak Belitung Timur 1,134.3 3° 13' 23,848" LS 107° 53' 53,818" BT

KPU-BD-BP-001 1905-01 Perairan Desa Air Kelik Damar Belitung Timur 19.4 2° 40' 39,728" LS 108° 10' 52,220" BT

KPU-BD-BP-002 1905-01 Perairan Desa Air Kelik Damar Belitung Timur 1.3 2° 41' 0,895" LS 108° 11' 34,407" BT

KPU-BD-BP-003 1905-01 Perairan Desa Air Kelik Damar Belitung Timur 1.1 2° 41' 15,515" LS 108° 11' 35,527" BT

KPU-BD-BP-004 1905-04 Perairan Desa Mempaya Damar Belitung Timur 1.6 2° 41' 45,918" LS 108° 12' 21,132" BT

KPU-BD-BP-005 1905-04 Perairan Desa Mempaya Damar Belitung Timur 1.7 2° 42' 33,268" LS 108° 13' 15,971" BT

KPU-BD-BP-006 1905-04 Perairan Desa Mempaya Damar Belitung Timur 9.1 2° 43' 44,472" LS 108° 14' 29,091" BT

KPU-BD-BP-007 1905-04 Perairan Desa Burong Mandi Damar Belitung Timur 1.5 2° 45' 10,134" LS 108° 16' 14,375" BT

KPU-BD-BP-008 1904-11 Perairan Desa Dendang Dendang Belitung Timur 2.2 3° 7' 8,457" LS 107° 54' 40,911" BT

KPU-BD-BP-009 1904-15 Perairan Desa Jangkar Asam Gantung Belitung Timur 19.6 3° 4' 40,287" LS 108° 12' 17,552" BT

KPU-BD-BP-010 1904-15 Perairan Desa Lilangan Gantung Belitung Timur 1.4 3° 8' 46,077" LS 108° 12' 6,429" BT

KPU-BD-BP-011 1904-11 Perairan Desa Lilangan Gantung Belitung Timur 1.1 3° 10' 1,971" LS 108° 5' 59,273" BT

KPU-BD-BP-012 1904-11 Perairan Desa Lilangan Gantung Belitung Timur 1.0 3° 10' 21,092" LS 108° 8' 27,599" BT

KPU-BD-BP-013 1904-11 Perairan Desa Lilangan Gantung Belitung Timur 1.4 3° 10' 30,418" LS 108° 7' 42,723" BT

KPU-BD-BP-014 1905-01 Perairan Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 8.4 2° 35' 4,049" LS 108° 0' 27,612" BT

KPU-BD-BP-015 1905-01 Perairan Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 1.5 2° 35' 46,704" LS 108° 0' 48,149" BT

KPU-BD-BP-016 1905-01 Perairan Desa Cendil Kelapa Kampit Belitung Timur 4.1 2° 36' 37,861" LS 108° 0' 28,534" BT

KPU-BD-BP-017 1905-01 Perairan Desa Pembaharuan Kelapa Kampit Belitung Timur 9.8 2° 37' 3,085" LS 108° 6' 10,309" BT

KPU-BD-BP-018 1905-01 Perairan Desa Pembaharuan, Mayang dan Sekitarnya Kelapa Kampit Belitung Timur 22.7 2° 37' 29,413" LS 108° 6' 40,020" BT

KPU-BD-BP-019 1905-01 Perairan Desa Mayang Kelapa Kampit Belitung Timur 1.4 2° 37' 56,770" LS 108° 7' 48,875" BT

KPU-BD-BP-020 1905-01 Perairan Desa Mayang Kelapa Kampit Belitung Timur 11.2 2° 38' 38,724" LS 108° 8' 22,129" BT

KPU-BD-BP-021 1905-01 Perairan Desa Mayang Kelapa Kampit Belitung Timur 6.0 2° 39' 25,406" LS 108° 9' 16,774" BT

KPU-BD-BP-022 1905-01 Perairan Desa Air Kelik Kelapa Kampit Belitung Timur 13.9 2° 40' 13,373" LS 108° 8' 59,413" BT

KPU-BD-BP-023 1904-11 Perairan Desa Tanjung Batuitam Simpang Pesak Belitung Timur 1.4 3° 10' 8,369" LS 108° 5' 3,436" BT

KPU-PT-P-001 1901-13 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 1,997.2 1° 33' 18,523" LS 105° 41' 6,794" BT

KPU-PT-P-002 1901-14; 1901-18 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 12,467.9 1° 20' 16,421" LS 105° 51' 6,529" BT

KPU-PT-P-003 1901-18; 1901-23; 1901-17; 1901-

22; 1901-21

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 43,601.3 1° 32' 17,962" LS 106° 9' 31,046" BT

KPU-PT-P-004 1901-14; 1901-18; 1901-13; 1901-

17

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 2,408.2 1° 30' 33,353" LS 105° 49' 7,717" BT

KPU-PT-P-005 1901-09; 1901-14 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 27,407.7 1° 22' 44,032" LS 105° 39' 14,358" BT

KPU-PT-P-006 1901-13; 1901-12 Perairan Teluk Kelabat Dalam Belinyu Bangka 3,271.1 1° 45' 1,500" LS 105° 45' 24,258" BT

KPU-PT-P-007 1907-07 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 924.4 0° 40' 12,903" LS 105° 45' 57,989" BT

KPU-PT-P-008 1907-07; 1907-04; 1907-06 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 10,407.3 0° 44' 48,459" LS 105° 36' 33,874" BT

KPU-PT-P-009 1907-07; 1907-10 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 1,157.5 0° 41' 11,745" LS 105° 49' 44,906" BT

KPU-PT-P-010 1907-07; 1907-10; 1907-09 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 2,504.6 0° 44' 9,710" LS 105° 52' 8,808" BT

KPU-PT-P-011 1907-07; 1907-10; 1907-06; 1907-

09

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 9,575.5 0° 50' 5,239" LS 105° 54' 18,369" BT
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KPU-PT-P-012 1907-04; 1907-06; 1907-03; 1907-

05

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 33,383.0 1° 1' 2,592" LS 105° 30' 37,873" BT

KPU-PT-P-013 1907-03; 1907-05; 1901-09 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 10,225.9 1° 9' 41,777" LS 105° 31' 41,180" BT

KPU-PT-P-014 1907-02; 1907-04; 1907-01 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 13,093.0 0° 57' 43,925" LS 105° 11' 12,522" BT

KPU-PT-P-015 1907-02; 1907-04; 1907-01; 1907-

03

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 7,333.8 0° 58' 32,563" LS 105° 17' 15,687" BT

KPU-PT-P-016 1907-04; 1907-03 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 7,498.0 1° 1' 0,390" LS 105° 21' 47,839" BT

KPU-PT-P-017 1907-01 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 12,557.8 1° 3' 58,119" LS 105° 6' 9,125" BT

KPU-PT-P-018 1907-01; 1907-03 Perairan Belinyu Belinyu Bangka 16,986.9 1° 6' 54,542" LS 105° 8' 34,965" BT

KPU-PT-P-019 1907-07; 1907-04; 1907-06; 1907-

09; 1907-05; 1907-08

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 169,447.0 0° 55' 33,231" LS 105° 43' 37,473" BT

KPU-PT-P-020 1901-14; 1901-18; 1901-17; 1901-

22; 1901-16; 1901-21

Perairan Belinyu Belinyu Bangka 49,432.9 1° 34' 37,417" LS 106° 1' 45,789" BT

KPU-PT-P-021 1901-11; 1901-10 Perairan Mendo Barat Mendo Barat Bangka 6,377.3 2° 16' 26,153" LS 105° 39' 54,150" BT

KPU-PT-P-022 1901-11; 1901-10 Perairan Mendo Barat Mendo Barat Bangka 10,461.9 2° 14' 47,506" LS 105° 45' 49,366" BT

KPU-PT-P-023 1901-20 Perairan Air Anyir Merawang Bangka 4,823.5 2° 2' 35,062" LS 106° 11' 28,813" BT

KPU-PT-P-024 1901-21; 1901-20; 1903-04 Perairan Sungailiat Sungailiat Bangka 25,568.4 1° 55' 47,928" LS 106° 21' 26,230" BT

KPU-PT-P-025 1901-21 Perairan Sungailiat Sungailiat Bangka 9,530.5 1° 52' 34,028" LS 106° 14' 6,612" BT

KPU-PT-P-026 1907-01; 1907-03; 1901-04; 1901-

09; 1901-14; 1901-03; 1901-08; 

1901-02; 1901-07; 1901-01

Perairan Jebus Jebus Bangka Barat 278,771.3 1° 31' 14,090" LS 105° 14' 32,289" BT

KPU-PT-P-027 1901-01 Perairan Muntok Muntok Bangka Barat 2,385.8 2° 9' 32,737" LS 105° 3' 44,810" BT

KPU-PT-P-028 1901-08; 1901-13 Perairan Parit Tiga Parit Tiga Bangka Barat 268.6 1° 33' 25,120" LS 105° 32' 37,614" BT

KPU-PT-P-029 1901-01; 1901-06; 1901-11; 1901-

05; 1901-10

Perairan Simpang Teritip Simpang Teritip Bangka Barat 61,780.4 2° 11' 21,982" LS 105° 23' 45,876" BT

KPU-PT-P-030 1903-06; 1903-05 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 2,685.3 2° 46' 51,956" LS 106° 58' 49,040" BT

KPU-PT-P-031 1903-10; 1903-09 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 1,481.0 2° 43' 44,546" LS 107° 11' 24,069" BT

KPU-PT-P-032 1903-06; 1903-10; 1903-09 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 21,737.2 2° 44' 2,559" LS 107° 6' 21,759" BT

KPU-PT-P-033 1903-09 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 480.9 2° 52' 20,660" LS 107° 11' 37,399" BT

KPU-PT-P-034 1903-09 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 574.5 2° 55' 18,690" LS 107° 11' 35,821" BT

KPU-PT-P-035 1903-09 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 1,157.3 2° 55' 57,960" LS 107° 9' 18,435" BT

KPU-PT-P-036 1903-05; 1903-09; 1902-10; 1902-

13

Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 1,746.3 2° 58' 38,986" LS 107° 1' 39,939" BT

KPU-PT-P-037 1903-09; 1902-10; 1902-13; 1902-

09; 1902-12; 1902-11

Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 94,332.9 3° 16' 37,277" LS 107° 8' 17,071" BT

KPU-PT-P-038 1902-12; 1904-02 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 2,852.5 3° 25' 28,748" LS 107° 19' 43,250" BT

KPU-PT-P-039 1902-12; 1904-02; 1902-11 Perairan Kepulauan Pongok Kepulauan Pongok Bangka Selatan 4,411.0 3° 26' 50,458" LS 107° 17' 43,243" BT

KPU-PT-P-040 1903-05; 1902-10 Perairan Lepar Pongok Lepar Pongok Bangka Selatan 1,566.8 3° 1' 30,046" LS 106° 57' 37,666" BT

KPU-PT-P-041 1902-10; 1902-09 Perairan Lepar Pongok, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 5,788.6 3° 12' 29,698" LS 106° 59' 25,001" BT

KPU-PT-P-042 1902-10; 1902-09 Perairan Lepar Pongok, dan Sekitarnya Lepar Pongok Bangka Selatan 1,653.9 3° 15' 39,631" LS 106° 57' 5,624" BT

KPU-PT-P-043 1902-10 Perairan Lepar Pongok Lepar Pongok Bangka Selatan 16,603.2 3° 5' 10,942" LS 106° 50' 15,644" BT

KPU-PT-P-044 1902-01; 1902-03; 1902-02; 1902-

06; 1902-05

Perairan Simpang Rimba Simpang Rimba Bangka Selatan 53,087.8 2° 50' 35,733" LS 106° 1' 17,126" BT

KPU-PT-P-045 1902-06; 1902-05 Perairan Toboali Toboali Bangka Selatan 13,187.9 2° 58' 42,655" LS 106° 18' 36,814" BT

KPU-PT-P-046 1902-05 Perairan Toboali Toboali Bangka Selatan 2,110.5 3° 5' 19,859" LS 106° 17' 27,440" BT

KPU-PT-P-047 1902-05; 1902-08; 1902-04; 1902-

07

Perairan Toboali Toboali Bangka Selatan 21,967.8 3° 12' 32,306" LS 106° 25' 5,187" BT

KPU-PT-P-048 1902-08 Perairan Toboali Toboali Bangka Selatan 1,072.4 3° 8' 26,852" LS 106° 34' 30,370" BT

KPU-PT-P-049 1902-08 Perairan Tukak Sadai Tukak Sadai Bangka Selatan 1,012.7 3° 9' 19,408" LS 106° 39' 57,418" BT

KPU-PT-P-050 1902-08; 1902-10; 1902-07; 1902-

09

Perairan Tukak Sadai Tukak Sadai Bangka Selatan 70,983.3 3° 13' 27,270" LS 106° 42' 5,172" BT

KPU-PT-P-051 1901-20; 1903-04; 1901-19; 1903-

03; 1903-07

Perairan Kecamatan Namang, Koba dan Lubuk Besar Koba Bangka Tengah 95,794.4 2° 12' 43,764" LS 106° 33' 2,943" BT

KPU-PT-P-052 1903-07 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 717.3 2° 19' 36,168" LS 106° 51' 27,442" BT

KPU-PT-P-053 1903-06; 1903-10 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 10,436.2 2° 36' 9,714" LS 107° 5' 6,636" BT

KPU-PT-P-054 1903-06 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 713.1 2° 31' 24,990" LS 106° 58' 50,995" BT

KPU-PT-P-055 1903-07; 1903-06 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 380.8 2° 31' 4,079" LS 106° 56' 21,827" BT

KPU-PT-P-056 1903-07 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 1,799.7 2° 26' 45,644" LS 106° 55' 12,052" BT

KPU-PT-P-057 1903-11; 1903-10 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 3,136.1 2° 27' 27,623" LS 107° 9' 35,808" BT

KPU-PT-P-058 1903-07 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 1,675.5 2° 19' 6,897" LS 106° 52' 55,066" BT

KPU-PT-P-059 1903-12; 1903-11 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 1,038.9 2° 13' 58,992" LS 107° 6' 41,300" BT

KPU-PT-P-060 1903-08; 1903-12; 1903-07; 1903-

11

Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 13,040.4 2° 15' 56,159" LS 106° 59' 44,061" BT

KPU-PT-P-061 1903-07 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 1,062.0 2° 21' 3,393" LS 106° 49' 47,217" BT

KPU-PT-P-062 1903-12; 1903-11; 1903-10 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 24,206.9 2° 23' 38,027" LS 107° 11' 46,653" BT

KPU-PT-P-063 1903-11; 1903-10 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 5,061.6 2° 23' 7,101" LS 107° 15' 37,952" BT

KPU-PT-P-064 1903-11; 1903-10 Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 1,383.0 2° 27' 31,016" LS 107° 15' 18,861" BT

KPU-PT-P-065 1903-07; 1903-11; 1903-06; 1903-

10

Perairan Lubuk Besar Lubuk Besar Bangka Tengah 37,913.2 2° 26' 39,215" LS 107° 2' 41,778" BT

PelagisPerikanan Tangkap



KPU-PT-P-066 1901-10; 1901-15; 1902-01; 1902-

03

Perairan Sungai Selan Sungai Selan Bangka Tengah 40,074.4 2° 27' 45,250" LS 105° 48' 3,708" BT

KPU-PT-P-067 1903-14; 1903-13 Perairan Badau Badau Belitung 16,416.8 2° 49' 16,968" LS 107° 31' 55,686" BT

KPU-PT-P-068 1903-13 Perairan Membalong Membalong Belitung 181.4 2° 57' 16,098" LS 107° 32' 0,651" BT

KPU-PT-P-069 1903-13; 1904-03; 1904-07 Perairan Membalong Membalong Belitung 16,200.4 3° 3' 25,080" LS 107° 32' 26,588" BT

KPU-PT-P-070 1903-10; 1903-14 Perairan Selat Nasik Selat Nasik Belitung 4,503.0 2° 37' 36,105" LS 107° 18' 45,525" BT

KPU-PT-P-071 1903-14 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 446.8 2° 41' 24,872" LS 107° 29' 25,186" BT

KPU-PT-P-072 1903-15; 1903-18 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 5,633.6 2° 23' 5,065" LS 107° 36' 58,961" BT

KPU-PT-P-073 1903-18 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 4,736.4 2° 23' 41,560" LS 107° 39' 53,617" BT

KPU-PT-P-074 1903-14 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 561.5 2° 40' 36,096" LS 107° 30' 23,701" BT

KPU-PT-P-075 1903-15; 1903-18; 1905-02; 1903-

14; 1903-17; 1905-01

Perairan Sijuk Sijuk Belitung 74,747.0 2° 29' 52,780" LS 107° 46' 39,139" BT

KPU-PT-P-076 1903-15; 1903-14 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 1,593.4 2° 30' 38,236" LS 107° 25' 48,336" BT

KPU-PT-P-077 1903-15; 1903-14 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 453.1 2° 30' 52,928" LS 107° 33' 56,732" BT

KPU-PT-P-078 1903-15; 1903-18 Perairan Sijuk Sijuk Belitung 11,174.3 2° 23' 13,932" LS 107° 32' 3,605" BT

KPU-PT-P-079 1903-14; 1903-17; 1903-13 Perairan Tanjung Pandan Tanjung Pandan Belitung 4,899.8 2° 43' 38,465" LS 107° 32' 30,458" BT

KPU-PT-P-080 1905-02; 1905-05; 1905-08; 1905-

11; 1905-01; 1905-04; 1905-07; 

1905-10; 1905-03; 1905-06; 1905-

09

Perairan Belitung Timur Damar Belitung Timur 427,778.2 2° 35' 14,096" LS 108° 31' 29,213" BT

KPU-PT-P-081 1904-07 Perairan Dendang Dendang Belitung Timur 704.7 3° 4' 50,906" LS 107° 51' 53,557" BT

KPU-PT-P-082 1904-07 Perairan Dendang Dendang Belitung Timur 135.3 3° 5' 38,869" LS 107° 53' 31,765" BT

KPU-PT-P-083 1904-07; 1904-11; 1904-06; 1904-

10; 1904-05; 1904-09; 1904-04; 

1904-08

Perairan Membalong Dendang Belitung Timur 202,235.7 3° 36' 42,097" LS 107° 54' 30,348" BT

KPU-PT-P-084 1905-03; 1905-06; 1904-11; 1904-

15; 1904-18; 1904-10; 1904-14; 

1904-17; 1904-09; 1904-13; 1904-

16; 1904-08; 1904-12

Perairan Belitung Timur Gantung Belitung Timur 407,440.7 3° 22' 51,726" LS 108° 18' 15,284" BT

KPU-PT-P-085 1904-11 Perairan Gantung Gantung Belitung Timur 751.7 3° 10' 1,573" LS 108° 10' 18,365" BT

KPU-PT-P-086 1904-11 Perairan Pulau Berumput Simpang Pesak Belitung Timur 115.6 3° 10' 31,468" LS 107° 55' 11,507" BT

KPU-PT-P-087 1901-20 Perairan Timur Pangkalpinang dan Utara Pulau Semujur Bukit Intan Pangkal Pinang 7,233.2 2° 7' 34,887" LS 106° 16' 48,020" BT

KPU-PT-D-001 1902-08 Perairan Toboali dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 45.9 3° 4' 50,611" LS 106° 29' 20,675" BT

KPU-PT-D-002 1902-08 Perairan Toboali dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 499.3 3° 8' 7,743" LS 106° 29' 55,967" BT

KPU-PT-D-003 1902-08 Perairan Toboali dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 1,531.1 3° 7' 28,126" LS 106° 33' 40,472" BT

KPU-PT-D-004 1902-08 Perairan Toboali dan Sekitarnya Toboali Bangka Selatan 418.9 3° 6' 40,198" LS 106° 29' 44,716" BT

KPU-PT-D-005 1902-08; 1902-10 Perairan Tukak Sadai dan Sekitarnya Tukak Sadai Bangka Selatan 463.9 3° 5' 14,842" LS 106° 44' 33,133" BT

KPU-PT-D-006 1902-08 Perairan Tukak Sadai dan Sekitarnya Tukak Sadai Bangka Selatan 2,196.1 3° 7' 44,680" LS 106° 38' 57,249" BT

KPU-PT-D-007 1904-07 Teluk Balok Membalong Belitung 1,461.8 3° 8' 18,378" LS 107° 51' 35,618" BT

KPU-PT-D-008 1903-13 Teluk Berang Membalong Belitung 2,251.4 2° 57' 20,447" LS 107° 33' 57,420" BT

KPU-ID-PI-001 1901-11 Perairan Tanjung Nyiur Tempilang Bangka Barat 9.4 2° 5' 1,370" LS 105° 33' 34,728" BT

KPU-ID-PI-002 1903-17 Perairan Tanjung Binga Sijuk Belitung 7.4 2° 35' 54,456" LS 107° 37' 43,062" BT

KPU-ID-MR-001 1901-16 Perairan Jelitik Sungailiat Bangka 33.6 1° 51' 29,898" LS 106° 7' 46,581" BT

KPU-ID-MR-002 1903-01 Perairan Sadai Tukak Sadai Bangka Selatan 256.4 2° 59' 51,997" LS 106° 42' 4,380" BT

KPU-ID-MR-003 1903-17 Perairan Batu Hitam Sijuk Belitung 3.5 2° 42' 24,311" LS 107° 37' 13,614" BT

B. KAWASAN KONSERVASI

Perairan Kecamatan Kabupaten Lintang Bujur

KKP-001 1901-18; 1901-17 Perairan Tuing Riau Silip Bangka 7,372.5 1° 33' 7,130" LS 106° 1' 50,319" BT

KKP-002 1903-06; 1903-10; 

1903-01; 1903-05; 

1903-09; 1902-10

Perairan Kecamatan Tukak 

Sadai, Lepar Pongok, dan 

Kepulauan Pongok

Lepar Pongok Bangka Selatan 92,511.9 2° 52' 46,406" LS 106° 54' 34,686" BT

KKP-003 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Ketawai Koba Bangka Tengah 883.3 2° 15' 43,503" LS 106° 21' 48,989" BT

KKP-004 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Gusung 

Ketugar

Koba Bangka Tengah 550.0 2° 15' 22,378" LS 106° 24' 1,990" BT

KKP-005 1901-19; 1903-03 Perairan Pulau Bebuar Koba Bangka Tengah 541.6 2° 17' 34,260" LS 106° 25' 50,767" BT

KKP-006 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Ketugar Koba Bangka Tengah 30.0 2° 15' 0,717" LS 106° 23' 3,328" BT

KKP-007 1901-20; 1901-19 Perairan Pulau Ketugar Koba Bangka Tengah 15.6 2° 15' 11,878" LS 106° 23' 5,477" BT

KKP-008 1901-19; 1903-03; 

1903-02

Perairan Kecamatan Perlang Lubuk Besar Bangka Tengah 9,337.4 2° 27' 42,856" LS 106° 29' 31,542" BT

KKP-009 1904-07 Perairan Membalong dan 

Sekitarnya

Membalong Belitung 1,110.3 3° 5' 17,292" LS 107° 49' 56,842" BT

KKP-010 1903-13 Perairan Timur Selat Nasik Selat Nasik Belitung 3.1 2° 49' 55,987" LS 107° 28' 24,104" BT

KKP-011 1903-15; 1903-18; Selat Gaspar Selat Nasik Belitung 390,678.1 2° 56' 27,673" LS 107° 28' 42,211" BT

KKP-012 1903-13 Pulau Keluang Selat Nasik Belitung 28.8 2° 50' 51,494" LS 107° 28' 10,479" BT

Demersal
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KKP-013 1905-05; 1905-08; 

1905-11; 1905-04; 

1905-07; 1905-10; 

1905-03; 1905-06

Perairan Gugusan Pulau-

Pulau Momparang dan 

Perairan Sekitarnya

Manggar Belitung Timur 124,550.5 2° 38' 26,562" LS 108° 35' 43,234" BT

C. KAWASAN ALUR

LINTANG AWAL BUJUR AWAL LINTANG AKHIR BUJUR AKHIR

AL-AP-PN-001 1902-12;1902-13;1903-09;1903-

10;1903-11;1903-12;1903-13;1904-

01;1904-02

Laut Natuna-Jakarta 3° 45' 43,200" LS 107° 21' 20,400" BT 3° 45' 43,200" LS 105° 3' 27,000" BT

AL-AP-PN-002 1902-09;1902-10;1903-05;1903-

06;1903-07;1903-08;1907-10

Kepulauan Riau-Jakarta 6° 7' 18,840" LS 106° 49' 21,000" BT 6° 7' 18,840" LS 103° 35' 28,402" BT

AL-AP-PN-003 1902-11;1902-12;1902-13;1903-

09;1903-10;1903-11;1903-12;1904-

01;1904-02

Bangka-Jakarta 5° 58' 21,540" LS 107° 7' 31,860" BT 5° 58' 21,540" LS 106° 36' 2,400" BT

AL-AP-PN-004 1902-07;1902-08 Sadai-Jakarta 3° 0' 57,300" LS 106° 27' 8,700" BT 3° 0' 57,300" LS 106° 49' 19,980" BT

AL-AP-PN-005 1903-13;1903-14;1903-15 Tanjung Pandan-Kalimantan 2° 53' 49,109" LS 107° 32' 11,915" BT 2° 53' 49,109" LS 109° 16' 37,154" BT

AL-AP-PN-006 1901-20;1902-11;1902-12;1902-

13;1903-03;1903-04;1903-06;1903-

07;1903-09;1903-10

Pangkal Balam-Jakarta 2° 6' 37,565" LS 106° 10' 35,689" BT 2° 6' 37,565" LS 107° 13' 18,663" BT

AL-AP-PN-007 1905-03;1905-06;1905-09 Manggar-Kalimantan 2° 52' 26,495" LS 108° 17' 19,995" BT 2° 52' 26,495" LS 110° 51' 22,059" BT

AL-AP-PN-008 1901-01;1901-02;1901-05;1901-

061901-10;1902-01;1902-02;1902-

03;1902-04;1902-05;1902-06;1902-

07

Jakarta-Palembang 1° 37' 26,330" LS 104° 49' 59,563" BT 1° 37' 26,330" LS 104° 48' 4,984" BT

AL-AP-PN-009 1901-18;1901-21;1901-22;1901-

23;1902-09;1902-10;1903-04;1903-

05;1903-06;1903-07;1903-08;1907-

05;1907-06;1907-07;1907-08

Kepulauan Riau-Jakarta 0° 23' 33,849" LS 105° 17' 17,304" BT 0° 23' 33,849" LS 106° 57' 48,495" BT

AL-AP-PN-010 1905-03;1905-04;1905-07;1905-

10;1905-11

Manggar - Ketapang - Pontianak 2° 50' 56,425" LS 108° 17' 53,932" BT 2° 50' 56,425" LS 109° 54' 23,480" BT

AL-AP-PN-011 1904-04;1904-08;1904-09;1904-

10;1904-14;1904-15;1905-03

Manggar - Jakarta 2° 51' 0,578" LS 108° 17' 51,434" BT 2° 51' 0,578" LS 106° 53' 14,779" BT

AL-AP-PN-012 1904-04;1904-05;1904-06;1904-

07;1904-11

Tanjung Resing - Jakarta 3° 8' 2,799" LS 107° 55' 41,111" BT 3° 8' 2,799" LS 106° 53' 14,339" BT

AL-AP-PN-013 1904-16;1904-17;1904-18;1905-

06;1905-07;1905-08

Laut Natuna-Jakarta 0° 24' 19,353" LS 108° 56' 24,421" BT 0° 24' 19,353" LS 108° 37' 40,697" BT

AL-AP-PR-001 1901-14;1901-17;1901-18;1907-

04;1907-05;1907-06

Belinyu-Jakarta 1° 10' 3,900" LU 104° 8' 19,920" BT 1° 10' 3,900" LU 105° 52' 12,900" BT

AL-AP-PR-002 1901-01 Muntok-Palembang 2° 17' 3,289" LS 104° 50' 18,956" BT 2° 17' 3,289" LS 105° 7' 37,632" BT

AL-AP-PR-003 1901-01 Muntok-Palembang 2° 4' 15,388" LS 105° 9' 25,963" BT 2° 4' 15,388" LS 104° 56' 18,045" BT

AL-AP-PR-004 1901-20;1903-04;1903-07;1903-

08;1903-10;1903-11;1903-13;1903-

14

Pangkal Balam-Tanjung Pandan 2° 6' 19,365" LS 106° 10' 3,913" BT 2° 6' 19,365" LS 107° 32' 7,733" BT

AL-AP-PR-005 1903-06;1903-10;1903-14;1903-17 Tanjung Berikat-Tanjung Pandan 2° 44' 30,575" LS 107° 37' 30,399" BT 2° 44' 30,575" LS 106° 50' 45,960" BT

AL-AP-PR-006 1901-09;1901-12;1901-13;1901-

14;1907-03;1907-04

Teluk Kelabat-Kepulauan Riau 0° 24' 18,646" LS 105° 12' 41,727" BT 0° 24' 18,646" LS 105° 42' 13,371" BT

AL-AP-PR-007 1901-20;1903-04;1903-07;1903-

08;1903-10;1903-11;1903-14;1903-

17

Pangkal Balam-Tanjung Pandan 2° 44' 30,575" LS 107° 37' 30,399" BT 2° 44' 30,575" LS 106° 10' 6,275" BT

AL-AP-PR-008 1902-10;1902-13;1903-05;1903-

13;1904-03

Tanjung Ru-Sadai 2° 56' 12,228" LS 107° 31' 47,419" BT 2° 56' 12,228" LS 106° 44' 27,625" BT

AL-APK-KL-001 1901-01 Muntok-Tanjung Api-api 2° 2' 51,000" LS 105° 7' 49,000" BT 2° 2' 51,000" LS 104° 54' 57,000" BT

AL-APK-KL-002 1903-05;1902-10 Sadai (Tanjung Ru) - Lepar Pongok (Dermaga Penutuk) 3° 0' 30,672" LS 106° 44' 29,292" BT 3° 0' 30,672" LS 106° 45' 58,464" BT

AL-APK-KL-003 1903-09;1903-13 Pongok (Kepulauan Pongok) - Pulau Mendanau 2° 53' 54,247" LS 107° 5' 6,137" BT 2° 53' 54,247" LS 107° 21' 25,549" BT

AL-APK-KL-004 1903-13 Tanjung Nyato (Pulau Mendanau) - Tanjung Ru (Belitung) 2° 53' 24,497" LS 107° 28' 26,566" BT 2° 53' 24,497" LS 107° 31' 55,920" BT

AL-APK-KL-005 1903-05 Air Muang (Lepar Pongok) - Celagen (Kepulauan Pongok) 2° 56' 8,095" LS 106° 53' 56,742" BT 2° 56' 8,095" LS 107° 0' 46,829" BT

AL-APK-KL-006 1903-05;1903-06 Celagen - Pongok 2° 52' 26,425" LS 107° 1' 0,386" BT 2° 52' 26,425" LS 107° 1' 16,183" BT

AL-APK-KL-007 1903-06;1903-10;1903-13;1903-

14;1903-16

LP Koba - LP Dukong 2° 45' 45,288" LS 107° 36' 33,332" BT 2° 45' 45,288" LS 106° 50' 17,902" BT

AL-APK-KL-008 1904-03 Tanjung Kiras - Seliu 3° 12' 45,108" LS 107° 32' 57,512" BT 3° 12' 45,108" LS 107° 35' 47,112" BT

ZONA SUBZONA LOKASI
KOORDINAT

KODE NLP

Alur Kabel Bawah 

Laut

Kabel Listrik

Alur Pelayaran Pelayaran Nasional

Pelayaran Regional



AL-APK-KT-001 1901-09;1901-13;1901-14;1907-

03;1907-04

Parit Tiga-Kepulauan Riau 1° 8' 42,887" LU 104° 6' 38,835" BT 1° 8' 42,887" LU 105° 37' 25,136" BT

AL-APK-KT-002 1904-07;1904-08;1904-09;1904-

10;1904-11;1904-12

Belitung-Sulawesi 3° 3' 10,262" LS 107° 52' 23,145" BT 3° 3' 10,262" LS 124° 52' 12,958" BT

AL-APK-KT-003 1903-17;1903-18 Belitung-Batam 1° 8' 42,887" LU 104° 6' 38,835" BT 1° 8' 42,887" LU 107° 43' 52,357" BT

AL-APK-KT-004 1901-01 Muntok-Sungsang 2° 20' 58,380" LS 104° 54' 23,340" BT 2° 20' 58,380" LS 105° 7' 49,987" BT

AL-APK-KT-005 1902-04;1902-05;1902-06 Jakarta-Air Gegas 6° 8' 5,829" LS 106° 47' 5,373" BT 6° 8' 5,829" LS 106° 13' 58,047" BT

AL-APK-KT-006 1902-11;1902-12;1902-13;1903-

13;1903-14;1903-15;1903-18;1904-

03

Jakarta-Kalimantan Barat 0° 0' 49,726" LU 109° 21' 9,864" BT 0° 0' 49,726" LU 106° 47' 5,373" BT

AL-APK-KT-007 1902-07;1902-08 Jakarta (Ancol) - Toboali 3° 0' 54,480" LS 106° 27' 8,820" BT 3° 0' 54,480" LS 106° 49' 19,980" BT

AL-APK-KT-008 1902-10;1903-05 Bangka - Pulau Lepar 3° 0' 27,470" LS 106° 44' 30,570" BT 3° 0' 27,470" LS 106° 45' 51,970" BT

AL-APK-KT-009 1903-10;1903-11;1903-12;1903-

13;1903-14;1904-01;1904-02;1904-

03;1907-01;1907-03;1907-04;1907-

06;1907-07;1907-09;1907-10

Jakarta-Bintan 1° 12' 24,600" LS 105° 3' 27,000" BT 1° 12' 24,600" LS 106° 49' 20,200" BT

AL-APK-KT-010 1902-07;1902-08;1903-01 Jakarta - Bangka 3° 0' 5,450" LS 106° 27' 0,880" BT 3° 0' 5,450" LS 106° 49' 19,980" BT

AL-APK-KT-011 1903-08;1903-09;1903-11;1903-

12;1903-13;1904-01;1904-02;1904-

03;1907-01;1907-02;1907-04;1907-

07;1907-09;1907-10

Jakarta - Singapura 1° 14' 58,300" LS 103° 56' 40,400" BT 1° 14' 58,300" LS 106° 49' 6,000" BT

AL-APK-KT-012 1901-22;1901-23;1902-09;1902-

10;1902-13;1903-05;1903-06;1903-

07;1903-08;1907-09;1907-10

Singapura - Jakarta 1° 19' 0,000" LU 103° 59' 48,000" BT 1° 19' 0,000" LU 106° 49' 16,800" BT

AL-APK-KT-013 1901-23;1902-09;1902-10;1903-

05;1903-06;1903-07;1903-08-1907-

10

Singapura - Jakarta 1° 16' 27,800" LU 104° 3' 14,500" BT 1° 16' 27,800" LU 106° 51' 31,200" BT

AL-APK-KT-014 1903-14;1903-15;1903-17;1903-18 Tanjung Pandan-Pontianak 2° 44' 31,920" LS 107° 37' 29,120" BT 2° 44' 31,920" LS 109° 9' 20,160" BT

AL-APK-KT-015 1901-14;1901-17;1901-18;1907-

04;1907-05;1907-06

Tanjung Bembam - Pesarep 1° 10' 3,900" LS 104° 8' 19,920" BT 1° 10' 3,900" LS 105° 52' 12,900" BT

AL-APK-KT-016 1902-11;1902-12;1902-13;1903-

09;1903-10;1903-11;1903-12;1904-

01;1904-02

Tanjung Pakis-Pontianak 5° 58' 21,540" LS 107° 7' 31,860" BT 5° 58' 21,540" LS 106° 53' 26,820" BT

AL-APK-KT-017 1902-08;1902-10;1902-13;1903-

09;1903-10;1903-13;1903-14;1903-

17;1904-01;1904-02;1904-03

Tanjung Pakis - Tanjung Pandan (Belitung) - Pontianak Kalbar 5° 56' 32,957" LS 107° 7' 53,433" BT 5° 56' 32,957" LS 107° 37' 24,720" BT

AL-APK-KT-018 1901-23;1902-09;1902-10;1902-

11;1902-13;1903-05;1903-06;1903-

07;1903-08;1907-09;1907-10

Jakarta - Batam 5° 39' 24,494" LS 106° 56' 46,903" BT 5° 39' 24,494" LS 104° 8' 56,222" BT

AL-APK-KT-019 1904-01;1904-05;1904-06;1904-07 Jakarta (Ancol) - Mentigi (Belitung) 3° 11' 26,185" LS 107° 43' 11,474" BT 3° 11' 26,185" LS 107° 43' 11,474" BT

AL-APK-KT-020 1901-16;1901-17;1901-18;1901-

21;1901-22;1902-13;1903-08;1903-

09;1903-10;1903-11;1903-12;1904-

02;1904-03;1904-06;1904-07;1907-

01;1907-02;1907-03;1907-05;1907-

08

Kuala Tungkal - Sungai Liat - Mentigi (Belitung) 3° 11' 26,569" LS 107° 43' 8,780" BT 3° 11' 26,569" LS 106° 7' 8,165" BT

AL-APK-KT-021 1902-12;1902-13;1903-09;1903-

10;1903-11;1903-12;1904-01;1904-

02

Singapura-Batam-Jakarta (Pantai Mutiara) 1° 13' 10,417" LU 104° 17' 7,186" BT 1° 13' 10,417" LU 104° 17' 7,092" BT

AL-APK-KT-022 1902-07;1902-08 Ancol Jakarta - Toboali Bangka 3° 0' 54,480" LS 106° 27' 8,820" BT 3° 0' 54,480" LS 106° 49' 19,980" BT

AL-APK-KT-023 1901-18;1901-22;1901-23;1902-

09;1902-10;1903-04;1903-05;1903-

06;1903-07;1903-08;1907-06;1907-

07;1907-08;1907-09

Jakarta (Ancol) - Tuas (Singapore) 1° 20' 20,234" LU 103° 38' 3,725" BT 1° 20' 20,234" LU 106° 49' 17,998" BT

AL-APK-KT-024 1901-14;1901-17;1901-18;1907-

04;1907-95;1907-06

Tanjung Bemban - Pesaren Bangka 1° 10' 5,664" LU 104° 8' 13,314" BT 1° 10' 5,664" LU 105° 52' 12,900" BT

AL-APK-KT-025 1902-11;1902-12;1902-13;1903-

09;1903-10;1903-11;1903-12;1904-

01;1904-02

Tanjung Pakis - Tanjung Bemben Kepri 5° 58' 21,558" LS 107° 7' 31,840" BT 5° 58' 21,558" LS 106° 36' 2,405" BT

AL-APK-KT-026 1905-03;1905-06;1905-09;1905-10 Manggar-Banching Unit 2° 53' 7,013" LS 108° 16' 58,233" BT 2° 53' 7,013" LS 109° 13' 55,941" BT

AL-APK-KT-027 1901-19;1903-03;1903-06;1903-

07;1903-10;1903-14;1903-17

Koba-Tanjung Pandan 2° 28' 20,800" LS 106° 22' 20,662" BT 2° 28' 20,800" LS 107° 37' 28,640" BT

Alur Kabel Bawah 

Laut

Kabel Telekomunikasi



AL-APK-KT-028 1903-11;1903-12;1903-13;1903-

14;1903-15;1904-01;1904-02;1904-

03

Australia-Singapura 32° 2' 45,661" LS 115° 43' 53,365" BT 1° 20' 46,903" LU 103° 58' 12,000" BT

AL-APK-KT-029 1902-09;1902-10;1902-11;1903-

05;1903-06;1903-07;1903-08;1907-

09;1907-10

Australia-Changi 32° 2' 45,661" LS 115° 43' 53,365" BT 1° 19' 9,814" LU 103° 38' 28,368" BT

AL-AMB-MP-001 1901-23;1902-11;1902-12;1902-

13;1903-07;1903-08;1903-09;1903-

10;1903-11;1907-06;1907-07;1907-

08;1907-09

Kepulauan Riau-Kepulauan Seribu 0° 15' 21,950" LS 105° 3' 52,173" BT 0° 15' 21,950" LS 106° 37' 42,418" BT

AL-AMB-MP-002 1901-04;1901-09;1901-14;1901-

16;1901-17;1901-18;1901-19;1901-

20;1901-21;1907-01

Malaysia-Bangka 5° 43' 11,557" LU 103° 5' 43,374" BT 5° 43' 11,557" LU 106° 24' 41,080" BT

AL-AMB-MP-003 1901-04;1901-09;1901-13;1901-

14;1901-17;1901-18;1901-21;1901-

22;1902-13;1903-04;1903-06;1903-

07;1903-08;1903-09;1903-10;1904-

02;1904-03;1904-06;1904-07;1904-

10;1904-11;1904-15

Pulau Anak (Kepulaun Riau) - Perairan Pulau Ayam Besar (Belitung Timur) 0° 20' 51,515" LS 104° 59' 47,589" BT 0° 20' 51,515" LS 108° 17' 9,341" BT

AL-AMB-MP-004 1901-23;1902-11;1902-12;1902-13;1903-07;1903-08;1903-09;1903-10;1903-11;1907-06;1907-07;1907-08;1907-09Pulau Meratik (Kepulauan Riau)-Pulau Rengit (Lampung) 0° 15' 21,950" LS 105° 3' 52,173" BT 0° 15' 21,950" LS 106° 37' 42,418" BT

AL-AMB-MP-005 1904-02;1904-06 Pulau Seliuk-Pulau Pelemah 3° 19' 51,060" LS 107° 41' 24,000" BT 3° 19' 51,060" LS 107° 30' 56,600" BT

AL-AMB-MP-006 1904-03 Kepulauan Lima 3° 3' 59,652" LS 107° 23' 37,453" BT 3° 3' 59,652" LS 107° 22' 52,292" BT

AL-AMB-MP-007 1903-11;1903-14;1903-15;1903-17 Pulau Lengkuas-Perairan Pulau Kelasa 2° 23' 29,394" LS 107° 6' 38,766" BT 2° 23' 29,394" LS 107° 37' 10,365" BT

AL-AMB-MP-008 1903-10;1903-11;1903-14;1903-17 Pulau Damayan-Perairan Pulau Kelasa 2° 33' 2,861" LS 107° 38' 40,822" BT 2° 33' 2,861" LS 107° 8' 52,247" BT

AL-AMB-MM-001 1904-15;1905-03;1905-04 Perairan Damar-Pulau Ayam Besar 3° 5' 16,254" LS 108° 17' 10,427" BT 3° 5' 16,254" LS 108° 19' 10,649" BT

AL-AMB-MM-002 1904-06;1904-10;1904-11;1904-15 Pulau Air Masin-Perairan Simpang Pesak 3° 14' 59,603" LS 108° 21' 49,167" BT 3° 14' 59,603" LS 107° 53' 6,532" BT

AL-AMB-MM-003 1901-19;1901-20;1903-03;1903-07 Pulau Gusunggurak-Tanjung Berikat 2° 9' 22,882" LS 106° 14' 39,675" BT 2° 9' 22,882" LS 106° 47' 25,757" BT

AL-AMB-MM-004 1903-07;1903-11;1903-15;1903-

17;1903-18

Perairan Tanjung Kelayang-Perairan Tanjung Berikat 2° 26' 9,565" LS 106° 47' 25,757" BT 2° 26' 9,565" LS 107° 40' 2,259" BT

AL-AMB-MM-005 1903-06;1903-07;1903-10;1903-

11;1903-14

Perairan Pulau Kalimambang-Perairan Tanjung Berikat 2° 47' 4,708" LS 107° 31' 14,933" BT 2° 47' 4,708" LS 106° 47' 25,757" BT

Alur Migrasi Biota 

Laut

Migrasi Penyu

Migrasi Mamalia Laut

Alur Kabel Bawah 

Laut

Kabel Telekomunikasi



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR  3  TAHUN 2020

TENTANG 

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2040

III. INDIKASI PROGRAM

Lokasi

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A

1

1.1 Program pengembangan destinasi pariwisata 

Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 

Korporasi

1.2
Program pengembangan sumberdaya pariwisata, ekonomi 

kreatif dan kelembagaan kepariwisataan

Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 

Korporasi

1.3
Monitoring dan evaluasi kegiatan Pariwisata bahari sebagai 

bentuk pengendalian pemanfaatan ruang

Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 

Korporasi

2

2.1
Pembangunan, pengembangan dan revitalisasi pelabuhan 

perikanan.
Zona Pelabuhan APBN,APBD

2.2
Program pemenuhan sarana dan prasarana transportasi laut di 

kawasan pusat ekonomi dan pulau-pulau kecil

Seluruh Kabupaten/ Kota 

Pesisir

APBN,APBD, dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

2.3
Program Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pokok dan 

fasilitas penunjang pendukung pelabuhan umum 

2.4 Program pengembangan pelabuhan

2.5
Program Penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan 

pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan

2.6 Program peningkatan pelayanan di bidang perhubungan laut

2.7 Program penyuluhan keselamatan pelayaran

2.8
Monitoring dan evaluasi kegiatan Kepelabuhanan sebagai 

bentuk pengendalian pemanfaatan ruang

3

3.1 Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Mineral 

Zona Pertambangan dan 

zona lainnya yang 

diperbolehkan

APBD, APBN dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

Dinas Energi dan Sumber daya mineral dan 

Kementerian Energi dan Sumber daya mineral 

serta Korporasi

3.2 Program Pengawasan Kegiatan Usaha pertambangan
Dinas Energi dan Sumber daya mineral dan 

Kementerian Energi dan Sumber daya mineral

3.3
Program penyusunan standarisasi teknologi penambangan 

ramah lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan 

dan Lingkungan Hidup

3.4
Program Penyusunan Standar Baku Mutu Lingkungan untuk 

kegiatan penambangan di laut

Dinas lingkungan hidup Daerah,  Kementerian 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Indikasi Program Pembangunan di Setiap Zona Pengembangan di WP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040

APBN,APBD Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

Zona Pertambangan APBD, APBN

Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan 

dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Pemukiman

Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan 

serta Korporai

Zona Pelabuhan

Zona Pertambangan

Zona Pelabuhan

No Indikasi Program Sumber Dana Instansi Pelaksana

Rencana Program Tahapan Pembangunan 

Seluruh Kabupaten/Kota 

Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum

Zona Pariwisata

Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV

2020-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040

APBN,APBD, dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

Seluruh Kabupaten/ Kota 

Pesisir



3.5 Program pengawasan pengelolaan limbah akibat penambangan

3.6
Monitoring dan evaluasi kegiatan pertambangan secara berkala 

dengan parameter-parameter pengukuran berkelanjutan 

sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang

4

4.1 Pengelolaan Perikanan Tangkap

4.2 Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap

4.3 Pengelolaan Ruang Laut Perikanan Tangkap

4.4 Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan  Tangkap

4.5
Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian 

Mutu Hasil Perikanan Tangkap

4.6
Monitoring dan evaluasi kegiatan Perikanan Tangkap sebagai 

bentuk pengendalian pemanfaatan ruang

5

5.1 Pengelolaan Perikanan Budidaya

5.2 Pengelolaan Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya

5.3 Pengelolaan Ruang Laut Perikanan Budidaya

5.4 Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Budidaya

5.5 Peningkatan Pelayanan Teknis Budidaya Ikan Air Payau

5.6 Peningkatan Pelayanan Teknis Budidaya Ikan Air Laut

5.7
Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian 

Mutu Hasil Perikanan Budidaya

5.8
Monitoring dan evaluasi kegiatan Perikanan Budidaya sebagai 

bentuk pengendalian pemanfaatan ruang

6

6.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri APBD , APBN

6.2 Program Pengendalian izin usaha industri APBD, APBN

6.3 Program  sarana dan prasarana  industri

6.4
Program Pengembangan sumberdaya,fasilitasi dan akses 

industri

Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan 

dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan  

Transmigrasi  serta Korporasi

6.5
Monitoring dan evaluasi kegiatan industri sebagai bentuk 

pengendalian pemanfaatan ruang

Seluruh Kabupaten/ Kota 

Pesisir 

Seluruh Kabupaten/ Kota  

Perikanan Budidaya

Zona Perikanan Tangkap

Zona Pertambangan APBD, APBN

Dinas Energi Sumberdaya Mineral, Dinas 

Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Lingkungan 

Hidup, Kementerian Energi dan Sumberdaya 

Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan

APBD, APBN

APBD, APBN, dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustri 

dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian

Dinas Kelautan dan Perikanan; Kementerian 

Kelautan Perikanan

APBD, APBN
Dinas Kelautan dan Perikanan; Kementerian 

Kelautan Perikanan

Kementerian Perhubungan, Dinas Kelautan dan 

Perikanan, Dinas Perindustrian dan  

Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas 

Perhubungan

Seluruh Kabupaten/ Kota 

Pesisir 

Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas 

Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan serta Korporasi

Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas 

Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan serta Korporasi

Zona Industri

Seluruh Kabupaten/ Kota  



B

1

1.1 Pengelolaan Ruang Laut 

1.2 Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan

1.3 Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Laut dan Perikanan

1.4
Monitoring dan Evaluasi kegiatan di Kawasan Konservasi 

sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang 

C

1

1.1 Program penerapan sistem alur pelayaran

1.2 Program penetapan daerah labuh kapal sesuai kepentingannya

Kementerian Perhubungan dan Dinas 

Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan 

dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumberdaya 

Mineral

1.3
Program peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengawasan dan pengendalian alur pelayaran lokal

1.4
Program pembangunan dan pengembangan Sarana Bantu 

Navigasi Pelayaran (SBNP)/Keselamatan pelayaran

1.5 Program pemeliharaan berkala utilitas alur pelayaran

1.6
Program pengetatan aturan pengendalian buangan limbah 

kapal

Seluruh Kabupaten/ Kota 

Pesisir

1.7
Monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan alur 

pelayaran sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang
Zona Alur Pelayaran

2

2.1 Program sosialisasi pipa dan kabel bawah laut

2.2 Program pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut

2.3
Program pemasangan tanda larangan jangkar pada pipa dan 

kabel laut 

2.4
Program monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan 

pipa dan kabel bawah laut

3

3.1 Program identifikasi, alur, migrasi dan tingkah laku 

3.2
Program pemasangan dan pemeliharaan tanda pada titik dan 

migrasi biota laut

3.3
Program sosialisasi alur migrasi biota laut untuk menghindari 

tabrakan dengan pelayaran

3.4
Program monitoring dan evaluasi kegiatan di sekitar kawasan 

migrasi biota laut

4

4.1 Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
BPBD, BNPB, DISKOMINFO, Relawan serta 

Korporasi  

4.2 Rehabilitasi dan rekonstruksi Penanggulangan Bencana
BPBD, PUPR, BNPB,  DKP, Dinas Kehutanan Serta 

Korporasi

4.3 Program monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana 
BPBD, PUPR, BNPB,  DKP, Dinas Kehutanan Serta 

Korporasi

Seluruh Kabupaten/Kota 

Pesisir

Zona Kawasan Konservasi 

Perairan

 Zona Alur Pelayaran

 Zona Alur Migrasi Biota 

Laut

Seluruh Kabupaten/ Kota 

Pesisir

Kementerian Perhubungan dan Dinas 

Perhubungan

Dinas Perhubungan

Kementerian Perhubungan dan Dinas 

Perhubungan

Kementerian Perhubungan dan Dinas 

Perhubungan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL

Kawasan Konservasi Perairan

Rencana Kawasan Konservasi

APBD, APBN, dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

Migrasi Biota Laut

Rencana Alur Laut

Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

Pipa dan Kabel Bawah Laut

Mitigasi Bencana

APBN, APBD, dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan 

dan Perikanan serta Korporasi

APBD , APBN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas 

Perhubungan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas 

Lingkungan Hidup

APBD, APBN, dan/atau sumber 

pendapatan lain yang sah

Zona Alur Pipa Kabel Bawah 

Laut

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perhubungan, Kementerian 

Kelautan Perikanan, Lembaga Ilmu dan 

Pengetahuan Indonesia, Dinas Perikanan dan 

Kelautan, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Perguruan Tinggi

APBD , APBN


